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KETUA RAPAT, DRS. MARKUS WAURAN : Pertama-tama mari ki
ta semua memanjatkan doa puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Lsa karena dengan perkenan-Nya maka pada hari ini, Se-
nin tanggal 9 PMaret 1992 kita akan memulai mengadhkan Rapat

{erja dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang
Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Harapan kami dari Pimpinan, kiranya Rapat Kerja @ yang akan
kita mulai pada hari ini dengan diikuti oleh kegisatan-kegi-
atan selanjutnya akan berjalan dengan lamcar, dimana sema -
ngat musyawarah untuk mufakat benar-benar dapat kita terap-
kan didalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang ini,

Saudara-saudara sesuai dengan Keputusan Rapat kita pa-
da tanggal 3 Maret yang lalu, maka Jadwal kita ini. sangat
ketat, ada 12 hari yang disiapkan untuk kita mengadakan Ra-
pat Kerja sampai nanti dengan Pembicaraan Tingkat IV _pada
tanggal 21 Maret yang akan datang, Kita harapkan tentunya
dan kita upayakan agar supaya semua ini bisa berlangsung de
ngan baik, dimana tepat jadwal akan dapat kita laksanakan
tanpa mengurangi bobot daripada Rancangan Undang-Undang:yang
sedang kita bahas.

Saudara-saudara sekalian, sesual dengan kebiasaan maka
pada saat kita atau pada hari pertamé kita melaksanakan Ra-~ .
pat Kerja untuk membahas Rancangan Undang-Undang, selalu di
dahului dengan pendapat mini Fraksi-fraksi. Oleh karena itu
dalam kesempatan ini saya kira karena waktu sangat terbatas
tidak panjang-panjang kami akan bicara, Rami_persilakan ke~
pada Fraksi-fraksi untuk memulai pembahasan Rancangan Undang
Undang ini ddngan pendapat mininya., Kami mulai dari Fraksi
Karya Pembangunan.

JURU BICARA FKP, R. NG. BAMBANG SOEPANGAT : Assalamu -
'alaikum warokhmatullahi wabarokatuh.
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Kerja Gabungan,
Yang terhormat Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Ling
kungan Hidup beserta Saudara Kepala Badan Koordinasi Keluar
ga Berencana Nasional yang kami hormati yang mewakili Peme-
rintah, '
Rekan-rekan Anggota Komisi VIII dan X,
Sidang yang kami muliakan,

Puji l.....v



Puji syukur kita panjatkan képada Tuhan Subhanahu Wata
'ala, dengan segala berkat dan rakhmat-Nya sehingga pada pa
gi hari ini hari keempat bulan puasa sebagai bulan yang pe-
nuh berkah dan pengampunan bagi umat-Nya yang melaksanakan
ibadahnya dengan penuh ketaatan dan kesabaran kita dapat me
mulai dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Per
kembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Mengawali dimulainya pembahasan Rancangan Undang-undang
ini, Fraksi Karya Pembangunan menyambut baik segera dibahas
nya Rancangan Undang-undang ini, mengingat Rancangan Undang
Undang ini pada dasarnya memuat aspek kehidupan penduduk
termasuk ciri-ciri, perilaku dan kualitas yang sangat diper
lukan sebagai salah satu modal dasar pembangunan,

-

Disamping itu Rancangan Undang-undang yang dibahas o-
leh DPR-RI bersama-sama Pemerintah tidak lain adalah untuk
dapat merumuskan suatu kebijaksanaan berupa peraturan yang
mempunyai kekuatan hukum tentang hak dan kewajiban dalam bi
dang kependudukan dan hal ini merupakan suatu tekad bagi
Fraksi Karya Pembangunan yang ingin mempersembahkan suatu
undang-undang yang terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat
- Indonesia khusushya menghadapi Pembangunan Jangka Panjang
Tahap ke 2..

Sidang Rapat Kerja Gabungan yang kami muliakan.

Izinkan kami mengawali pembahasan Rancangan Undang-undang
hari ini memberikan catatan mengenai materi Rancangan Undang
undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah
tera yang telah dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) Sandingan sebagai berikut.

Ada beberapa titik yang telah disoroti oleh Fraksi Karya
Pembangunan untuk memberikan catatan Sebagai berikut :

1. Sistimatika
Fraksi Karya Pembangunan menganggap perlu adanya perubah
an Sistimatika dalam Rancangan Undang-undang ini mengi -
ngat Rancangan Undang-undang Perkembangan Kependudukan
dan Keluarga Sejahtera ini ternyata memuat dua materi
yang masing-masing berdiri sendiri dan perlu diatur agar
pengelompokannya terlihat lebih serasi dan seimbang.
Oleh karenanya perubahan sistimatika ini tentunya akan
membawa perubahan Bab, Pasal baik pengurangan maupun pe-
nambahannya sebagai konsekwensinya. '
2, Judul ....




2. Judul

- Fraksi Karya Pembangunan melihat bahwa judul dari pada
Rancangan Undang-undang ini memberikan gambaran akan
suatu proses yang berjangka waktu tertentu.

- Dalam hal ini Fraksi Karya Pembangunan selalu berpe -
gang pada alur pikir dari GBIN yang didalamnya secara
Jelas tertulis Kependudukan dan Keluarga Berencana, se
dang Keluarga DSejahtera adalah suatu tujuan yang hen -
dak dicapail melalui salah satu upaya ialah dengan pe -
nyelenggaraan pembangunan Keluarga Berencana.

- DIM dari pada Rancangan Undang-undang ini jelas memuat
materi-materi yang mengatur tentang proses itu sendiri.

3. Penghapusan AZAS DAN DASAR dalam Bab Konsiderans

- Fraksi Karya Pembangunan berpendapat, bahwa azas dan
dasar akan lebih tepat untuk dicantumkan dalam konside
fans mengingat hal tersebut dinilai lebih mendasar,
hal ini terlihat bahwa Rancangan Undang-undang ini uta
manya dibuat berdasarkan UUD 1945,

- Demikian.pula falsafah Pancasila itu sendiri Fraksi
Karya Pembangunan secara Jelas memuat dalam konside -

rans menimbang.

4, Penghapusan Pasal 7
Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa muatan Pasal 7
inisangat mendasar dalam hubungannya dengan Hak Azasi Ma

nusia, sehingga tidak perlu dimuat dalam satu pasal RUU
ini,

5. Penghapusan Pasal 10

- Mempelajari isi dari pasal ini, Fraksi Karya Pembangun
an melihat bahwa muatan Pasal 10 ini terlalu teknis si
fatnya dari suatu program, sehingga tidak perlu dimuat
dalam RUU ini, .

- Disamping itu rumusannya adalah penjabaran operasiona-
lisasi dari pada RUU ini dan disarankan sebaiknya di -
muat dalam Peraturan Pelaksanaan,

6, Bab Insentif dan Disintensif
Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa muatan pasal dari
Bab ini dapat menumbuhkan rasa tidak keadilan atau perbe-
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daan hak bagi masing-masing yang selanjutnya dapat menim
bulkan kecemburuan sosial.

Sekalipun demikian di sisi lain pasal ini mengandung ni-
lai pembinaan, sehingga Fraksi Karya Pembangunan menya -
rankan agar hak tersebut dapat dimuat dalam pasal di BAB
PEMBINAAN

7. Perlu adanya pasal yang memuat tentang, Sanksi
Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa hal ini tetap per
lu dicantumkan, untuk dapat memberikan kekuatan hukum ba-
gi si pemberi dan si penerima pelayanan program,

8. Penghapusan Pasal 17
Fraksi Karya Pembangunan melihat, bahwa upaya program Ke
luarga Berencana adalah salah satu program nasional yang
termuat dalam GBHN yang berarti mempunyai kekuatan hukum
melalui- TAP MPR. | |
Dalam hal semacam itu hak untuk menuntut berada pada wewe
nang Jaksa Agung, dalam kenyataannya tidak dapat dilaksa-
nakan hukumannya, sehingga tanpa mencantumkan hal terse -
but dalam suatu pasal Rancangan Undang-undang ini tidak a
kan berpengaruh dalam pelaksanaan program,

Sebelum kami akhiri uraian kami ini, maka izinkanlah ka
mi disertai maaf sebelumnya demi lebih berbobotnya Rancangan
Undang-undang yang sedang kita bahas, Fraksi Karya Pembangun
an memberitahukan kepada sidang yang terhormat, bahwa bebera
pa ralat rumusan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Sandingan telah disampaikan secara tertulis sesuai prosedur
yang berlaku, .

Demikian kami akhiri sekapur sirih Fraksi Karya Pemba -
ngunan mengawali pembukaan Rapat Kerja Gabungan dalam memba-
has Rancangan Undang-undang tentang Perkembangan Kependuduke
an dan Keluarga Sejahtera dan sekali lagi semoga pembahasan
yang kita laksanakan bersama-sama dalam bulan Puasa mendapat
berkah dari Tuhan Yang Maha Esa diberi-Nya kesabaran dan Jji-
wa bermusyawarah untuk mufakat, sehingga apa yang kita harap
kan dari lahirnya Undang-undang ini nanti dapat menunjang
Pembangunan Nasional menuju ke kesejahteraan bagi seluruh
Rakyat Indonesia,

Sekian, wabillahi taufig wal hidayah, wassalamu'alaikum wa -
rokhmatullahi wabarokatuh,

KETUA RAPAT : ....




KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Bambang, berikut dari
Fraksi ABRI.

JURU BICARA FABRI, SURYO MARDJIYO : Assalamu'alaikum wa
rokhmatullahi wabarokatuh.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Gabungan Komisi,

Yang terhormat Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Ling-
kungan Hidup selaku Wakil Pemerintah,

Yang terhormat Saudara Kepala BKKBN,

Para Bapak dan Ibu Anggota Fraksi-Fraksi dalam Gabungan Komi
si yang kami hormati, |

Hadirin dan Sidang yang terhormat.

Pala kesempatan yang amat berbahagia ini kami mengajak
segenap hadirin untuk bersama-sama memanjatkan doa dan puji
syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas
rakhmat dan ridho-Nya lah pada hari ini kita sekalian dapat
mengikuti sidang yang mulia ini dalam keadaan sehat wal'afi-
at, dalam rangka menyampaikan Pengantar Musyawarah Pembicara
an Tingkat III atas Rancangan Undang-undang tentang Perkem -
bangan Kependudukan dan Keluarga SeJjahtera.

Tibalah kini saatnya bagi kita semua yang tergabung da-
lam keanggotaan Gabungan Komisi VIII dan Komisi X DPR-RI, un
tuk bersama-sama dengan Pemerintah melakukan pembahasan seca
ra lebih intensif dan lebih mendalam terhadap Rancangan Un -
dang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga
cejahtera sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Ter =-
tib Dewan Perwakilan Rakyat R.I. Pasal 93 ayat (1).

Kita menyadari bersama, bahwa kepada kita semua diperta
ruhkan harapan masYérakat dan bangsa Indonesia untuk dapat
memusyawarahkan materi substansial sebuah rancangan produk
legislatif, yang nantinya akan memberikan legalitas formal
kepada penyelenggara Pemerintah dan Negara untuk melaksana’ -
kan upaya dan langkah-~langkah penyelenggaraan kepehdudukan
dalam rangka menuju kearah tercapainya keluarga sejahtera se
bagai bagian dari wujud kualitas sumber daya manusia bagi ke
sejahteraan bangsa. '

Kondisi Keluarga Sejahtera yang demikian itu akan dapat
diartikan sebagai ukuran kualitatif yang nantinya harus di -
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miliki oleh setiap penduduk dan keluarga, baik dalam keduduk
annya sebagai pengguna lingkungan maupun sebagai obyek pe =
mingkat kualitas sumber daya manusia, agar perilakunya dapat
mendukung pelaksanaan kebijaksanaan perkembangan ﬁépenduduk-
an dan pembangunan keluarga sejahtera secara optimal sepan -
Jang masa.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Fraksi ABRI dalam Pe
mandangan Umumnya, bahwa Fraksi ABRI menerima sepenuhnya pe-
ngajuan RUU ini untuk dibahas karena menyadari bahwa selain
bangsa Indonesia memerlukannya, namun Jjuga pengaturan yang
dimuat di dalamnya akan mampu mengantisipasi masa depan bang
sa yang pasti akan menghadapi gelombang informasi globalisa-
s5i yang semakin deras di berbagai bidang, terutama bidang Ip
tek\yang akan amat mempengaruhi perilaku manusia termasuk
bangsa Indonesia,

Perilaku manusia sebagai penduduk wilayah negara diarahkan a
gar ketrampilan dalam pengembangan budidaya dalam upaya me =
menuhi kesejahteraannya serta keberadaannya dalam suatu ka -
wasan dapat diatur keselarasan, keserasian, dan keseimbangan
nya dengan day£ dukung lingkungan alam maupun dengan daya
tampung lingkungan budidaya. '

Kita semua memahami bahwa kondisi tersebut pasti akan

" memerlukan langkah-langkah penyesuaian, penangkalan ataupun
penanggulangan yang kesemuanya memerlukan adanya patokan, ba
ik untuk upaya persiapan maupun bagi pengaturan strategi da-
lam menentukan penentuan tindakan menghadapi perkembangan
tersebut.

Oleh karenanya dengan akan dimulainya pembahasan RUU ini yang
diharapkan akan menjadi patokan dan sekaligus memberikan ke-
pastian hukum bagi upaya-upaya penyelenggaraan Perkembangan
Kependudukan dan Keluarga SeJjahtera, Fraksi ABRI menaruh ke-
percayaan serta optimis akan dapat terselesaikannya pembahag
‘an Rancangan Undang-undang ini menJjadi produk legislatif yang
selaras dengan tingkat kebutuhan pembangunan bangsa,

Sidang yang kami mormati dan Hadirin yang kami muliakan.

Fraksi ABRI mengharapkan pula kesediaan semua fihak di
dalam Sidang yang terhormat ini, agar dalam kebersamaan mem-
bahas materi Rancangan Undang-undang ini dapat menyepurnakan
nya menjadi produk legislatif yang mengandung ciri-ciri, an-

" tara lain :
Pertama .ecccee.
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Memberikan pengakuan hukum atas hak dan kewajiban
penduduk yang telah memperhitungkan keterkaitan -
nya dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial
di tempat keberadaannya., "

Pengutamaan upaya penanggulangan kemiskinan serta
upaya lain yang lebih efektif dalam menjangkau ke
lompok penduduk rentan.

Dapat menJjadi arahan yang Jjelas dan efektif dalam
mengantisipasi perkembangan kependudukan masa de-
pan, sehingga operasionalisasi upaya antisipasi

tersebut dapat dikembangkan melaluil perangkat Ba-

dan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan

Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup (BKLH) yang
menjadi komponen penting dalam mewujudkan perenca
naan dari bawah ke atas ("bottom up planning") da
lam pembangunan nasional, yang didukung pula de -
ngan peranan Pusat Studi Kependudukan dalam menyu
sun perkiraan perkembangan kependudukan pada ku -
run, waktu yang dihadapi,

- Dapat memberikan kebanggaan nasional bagi Bangsa

Indonesia, karena Undang-undang yang akan dihasil |
kan mungkin akan merupakan satu-satunya Undang-un
dang tentang Perkembangan Kependudukan yang berwa
wasan lingkungan hidup dalam mewujudkan keluarga
sejahtera.

Dapat menJjamin upaya pencapaian sasaran pembangun
an, baik sektorai maupun regional dengan senanti-
asa memperhitungkan kuantitas penduduk dalam kua-
litas yang sesuai serta dalam posisinya baik seba
gai subyek maupun sebagal pemetik hasil pembangun
an yang sckaligus sebagai pengguna lingkungan, a-
kan dapat tertata pada lokasi persebaran yang se-
sual pula dengan kapasitas daya dukung lingkungan,

Oleh karena kualitas penduduk akan dapat diwujud-
kan melalui terbinanya kualitas keluarga sejahte-
ra sebagai unsur terkecil suatu masyarakat bangsa,
maka melalui Undang-undang ini upaya pembinaan ke
luarga untuk mencapai kualitas yang optimal dapat
terselenggara secara lebih sistimatis, terencana

dan terarah,
Yang eecee
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Yang terhormat Saudara Pimpinan Gabungan Komisi,

Yang terhormat Saudara Menteri Negara Kependudukan dan Ling-
kungan Hidup,

Yang terhormat Saudara Kepala BKKBN,

Yang terhormat para Anggota Fraksi-fraksi Gabungan Komisi,
Hadirin yang terhormat.

Akhirnya Fraksi ABRI ingin menyampaikan pula rasa hor -
mat dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan Anggota
Gabungan Komisi serta kepada Pemerintah atas perhatiannya pa
da hal-hal yang telah kami sampaikan dalam Pengantar Musyavia
rah ini,

Sekali lagi Fraksi ABRI merasa optimis akan keberhasil-
an Sidang yang terhormat ini dalam menyelesaikan tugas pemba
hasannya, sehingga dapat mempersembahkan karya terbaik di bi
dang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera kepada
negara dan bangsa Indonesia,

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahi
bimbingan dan perlindungan kepada kita semua,

KETUA RAPAT : Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi
ABRI (Pak Suryo), berikut Fraksi Persatuan,

JURU BICARA FPP, H, MOHAMMAD MUSYAFAK : Assalamu'alai -
kum warokhmatullahi wabarokatuh. '

Saudara Pimpinan yang terhormat,

Caudara Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup de-
ngan Jjajarannya yang mewakili Pemerintah yang kami hormati,
Rekan Anggota Sidang Gabungan yang terhormat.

Terletih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke
hadirat ALLAH SWT, atas rakhmat dan inayah-~Nya pada hari ini
kita dapat menyelenggarakan Sidang yang terhormat dalam sua-
sana sehat wal'afiat,

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada Pime
pinan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada
Fraksi kami untuk menyampaikan Pengantar Musyawarah pada Si-
dang yang terhormat sekarang ini,

Mudah-mudahan ALLAH SWT selalu memberikan kekuatan lahir mau
pun bathin kepada kita selama Jjalannya Sidang Pembicaraan

Tingkat III ....




Tingkat III RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluag
ga SeJjahtera sekarang ini. Sehingga Pembicaraan Tingkat III
RUU ini dapat menghasilkan rumusan sesuai dengan jadwal yang
kita sepakati bersama, E

Zidang yang terhormat,

Sebagai tindak lanjut dari Keterangan Pemerintah dalam
hal ini Menteri:Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
yang terhormat, yang mengantarkan RUU tentang Perkembangan

ependudukan dan Keluarga. Sejahtera pada Sidang Paripurna De

wan tanggal 7 Nopember 1991 (yang merupakan Pembicarzan Ting'

kat I suatu RUU)-dilanjutkan Pembicaraan Tingkat II dalam Si
dang Paripurna Dewan tangzal 22 Januari dan 17 Februari 1992
dengan acara pokok Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawab-
an Pemerintah,

Dan setelah Dewan memprosesnya (melalui Bamus) maka Rapat Ga
bungan Komisi VIII dan Komisi X yang diserahi tugas dalam
Pembicaraan Tingkat III RUU Perkembangan Kependudukan dan Ke
luarga Sejahtera. Betapa berat tanggung jawab.Rapat Gabungan
ini, karena Rapat Gabungan ini adalah pemegang mandat DPR se
cara keseluruhan untuk mengolah/menggodok RUU tentang Perkem
bangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Dalam Pembicara-
an Tingkat III yang terhormat ini, merupakan puncak aktivi -
tas Dewan, dalam mematangkan suatu RUU menjadi konsep akhir
suatu undang-undang,

Disinilah kami menghimbau kepada semua pihak, hendaknya
mandat yang ada pada kita sekarang ini benar-benar dapat ki-
ta pergunakan sebaik-baiknya. Pembicaraan benar-benar supaya
mengarah pada mencari titik temu, bukan karena semata-mata
batasan waktu. Fraksi kami yakin, berkat kekompakan sesama
Pimpinan, keakraban dan saling pengertian sesama Pimpinan de
ngan Anggota Rapat Gabungan dan Pemerintah, dalam membahas
RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
ini, Insya ALLAH berbagai kesulitan dalam persidangan Pembi=-
caraan Tingkat III RUU ini akan dapat diselesaikan dengan ca
ra sebaik-baiknya,

Sidang Dewan yang terhormat,

Betapa panjangnya perJjalanan yang harus ditempuh/dllalui
RUU Perkembangan Kependudukan dan Keluarga SeJjahtera ini,
Kalau kita telusuri, bahwa RUU ini telah melalui beberapa pro

ses antara lain S
a. RUU..QOIOOO




a,

b,

C.

d.
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RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah-
tera, disusun berdasarkan pengalaman yang panjang’mungkin
sejak zf%§65 sejak Pemerintah mencanangkan Keluarga Beren
na, ditambah hasil pengamatan di negara tetangga;

RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah-
tera ini, sudah menampung keinginan-keinginan berbagai ke
pentingan antara lain Agama, Ekonomi, Sosial, Politik,Han
kam‘dan lain-lain; .
RUU téntang Perkémbangan Kependudukan dan Keluarga Sejah-
tera ini, sudah melalui proses pembahasan antar Departemen
yang terkait, bahkan mungkin telah diseminarkan;

RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah-
tera ini, sudah melawati proses pengkﬁjian/penelitién dd
Setneg;

RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga SeJjah-
tera ini-dengan Amanat Presiden Republik Indonesia tanggal

27 September 1991 Nomor R.14/PU/IX/1991 telah sampal ke
DPR~RI;

e

Namun demikia%)xonsep RUU dari Pemerinfih'yang sudah me

lalui proées yang panjang masih ada keganjilan misalnya saja
BAB VI ada 2 BAB, yaitu BAB VI pertama memuat 8 Pasal (Pasal
12 s/d 19), sedang BAB VI kedua memuat 3 Pasal (Pasal 20 s/d

22). Keganjilan ini dapat mendorong semua fihak, untuk lebih

Jeli dalam membahasg RUU ini, sehingga kita dapat menghasil-

kan rumusan yang lebih sempurna, Dan hal demikian ini apabi-

-
la kaki kaitkan dengan keinginan Pemerintah, disaat Rapat Ker
Ja Gabungan Komisi VII dan Komisi X dengan Pemerintah, dalam .

hal ini Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dae- -

lam menyusun ,...
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menyusun acara Pembahasan Tingkat III pada tanggal 19 Februa
ri 1992 yang baru lalu, Pemerintah telah menyampaikan ajakan
nya dalam Pembicaraan Tingkat III RUU ini, diutamakan menca=

ri _rumusan-rumusan yang lebih baik, Hal ini mengandung arti

bahwa rumusan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini da

pat menghasilkan rumusan Undang-undang tentang Terkembangan

Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang dapat memperkukuh -
pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
di Indonesia secara luas, yaitu ditinjau dari kepentingan Na

sional maupun ditinjau dapi kepentingan Internasional,

A, Pengertian kepentingan Nasional adalah :

1. Pelaksanaan program Kependudukan di Indonesia selama

ini dinilai cukup berhasil, maka dengan hasil rumusan
Undang-uridang yang dibahas rapat Gabungan Komisi VIII
dan Komisi X ini, dapat lebih memantapkan program ke =
pendudukan secara mandiri, bahkan dapat menghasilkan

manusia yang berkualitas, berprestasi dan produktif

- bagi kepentingan Nasional;

Dalam pelaksanaah program kependudukan atau Keluarga =
Berencaha selama ini, pemuka masyarakat dan pemuka aga |
ma yang beraneka ragam suku adat, serta beraneka ragam
keyakinah agama, mampu mﬁnempatkan diri sebagai tombak
penyuluhan Keluarga Berencana, dimana umumnya berpeada
pat bahwa program Keluarga Berencana pada hakekatnya -
bukan membatasi kelahiran atau menghentikan kelahiran

akan tetapi mengatur kelahiran, dan ternyata program -

Keluarga Berencana diatas dinilai cukup berhasil, Oleh

karena itu hasil rumusan Rapat Gabungan Komisi VIII dean
Komisi X ini, kita harapkan lebih mendorong pemuka ma-

syarakat atau pemuka,..
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pemuka Agama untuk lebih aktif membantu program Pemerintah
dan bukan Sebaliknya menimbulkan pertentangan baru antara um-
mat beragama dengan Pemerintah, |

B. Pengertian Kepentingan Internasional adalah :

1. Indonesia dalam memasuki abad ke 21 ini memiliki Jumlah
penduduk nomor 5 sedunia, dan masalah kependudukan saat
ini sudah menJjadi masalah internasional, Dalam melaksa-
nakan program Kependudukan Indonesia di nilai cukup ber
hasil, yang saat ini akan dikukuhkan kegiatan tersebut ’
dengan suatu Undang-undang. Oleh karena itu, hasil ru -
musan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini dapat
lebih memantapkan program Kependudukan tersebut, jangan
samﬁhi menempatkan Pemerintah Indonesia dimusuhi inter-
nasional, karena alasan mendasar misalnya HAK-HAK AZASI
manusia atau akidah agama yang dianut ummat manusia di
dunia inij

2. Indonesia dalam melaksanakan program Kependudukan dan
Keluarga Berencana telah berhasil mendapatkan pengharga
an dunia dan ini perlu kita syukuri, banyak’negara-négg
ra lain yang tertarik terhadap pelaksanaan program Ke -
pendudukan di Indonesia, Oleh karena itu, hasil Rumusan
Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X ini hendaknya
dapat memantapkan hal tersebut, syukur dapat menempat -
kan Indonesia sebagai suri tauladan program kependuduk-
an dan Keluarga SeJjahtera di dunia internasional,

Sidang yang terhormat,

Dalam Pembicaraan Tingkat III tanggal 19 Pebruari 1992
yang lalu, sudah ada kesepakatan masing-masing fraksi, untuk
menyampaikan usul perubahan RUU yang lazim disebut Daftar In-
ventarisasi Masalah (DIM), yang pada tanggal 25 Pebruari su -
dah sampai ke Sekretariat, karena teknis umumnya baru tanggal
28 Pebruari 1992,

Alhamdulillah semuanya telah berjalan, bahkan saat ini
semua Anggota Pansus telah menerima DIM yang dipersandingkan,
Untuk itu, Fraksi kami menyampaikan banyak terima kasih kepa-
da Sekretariat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X yang karena
‘bekerja keras telah dapat memberikan pelayanan Persidangan Ga
bungan 1n1 berupa DIM yang disandingkan.

Walaupun seves
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Walaupun DIV Fraksi kami sudah sampai ke tangan semua pi
hak (FPemerintah dan Fraksi-fraksi lain), namun izinkanlah
Fraksi kami memberi sedikit komentar atas DIM Fraksi Persatu-
an Pembangunan yang mendasarkan atas Keterangan Pemerintah,
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan Jawaban Pemerintah, kami
sampaikan secara garis besar sebagai berikut :

1. Kalau konsep RUU dari Pemerintah memuat 28 Pasal, maka de
ngan DIM kami Jumlah Pasalnya hanya menjzdi 25 Pasal, ka-
rena materi Pasal 3, 6, 19 dalam RUU dari Pemerintah,
Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan dihapus saja dan
ayat (2) Pasal 19 dijadikan Pasal baru (mungkin Pasal 20),

2. Jumlah BAB pada konsep RUU Pemerintah ada 11 BAB atau 12
(karena EAB VI ada dua), maka DIM kami jumlah BAB tinggal se-
puluh, Karena Judul BAB V dan BAB VI (kedua), disatukan

menjadi satu BAB, dan BAB X dihapus;

3. Usul perubahan lainnya adalah pengurangan atau penambahan
kata atau kalimat dalam suatu kalimat Pasal, dan lain-lain.

Untuk jelasnya kumi akan menyampaikan alasan-alasannya
pada saatnya pembahasan nanti,

Dalam hal ini Fraksi Persatuan Pembangunan minta maaf ke
pada semua pihak, bahwa apa yang tertulis dalam DIM Fraksi ka
mi belum mencakup seluruhnya, misalnya saja :

- Dalam Penjelasan Umum baru pokok-pokoknya saja, supaya disu
sun rumusan baru;

- Penjelasan Pasal dalam DIM ada yang hanya tertulis perlu ru
musan baru;

- Dan lain-lainnya.

Namun kami yakin, berkat keluwesan Pimpinan Pansus ataupun ke
mauan baik dari Pemerintah, yang kami lihat dalam Rapat Gabung
an tanggal 19 Februari dan 9 Maret 1992 yang baru lalu, Insya
Allah pada saatnya nanti hal tersebut akan terbahas dengan se
baik-baiknya. Lebih-lebih kami melihat bahwa semua pihak mem-~
punyai niat yang sama terhadap RUU ini, yaitu ingin mencari
rumnusan tertaik dari yang baik,

Sidarlg ® o 0000 0 00




Sidang yang terhormat.

Setelah Fraksi Persatuan Pembangunan mengamati persan-
dingan DIM, antara RUU dari Pemerintah dan DIM Fraksi =
fraksi, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan se-

bagai berikut

1. Kebetulan pada DIM kami, ada yang sama dengan RUU  dari
Pemerintah maupun DIM Fraksi lainj

2. Kebetulan pada DIM kami, ada yang sama dengan RUU dari
Pemerintah, tetapi berbeda dengan DIM Fraksi-fraksi lain;

3. Kebetulan pada DIM kami, berbeda dengan RUU dari Pemerin
tah, tetapi sema dengan DIM diantara Fraksi-fraksij;

4. Kebetulan pada DIM kami, berbeda dengan RUU dari Peme -
rintah dan berbeda pula dengan DIM Fraksi-fraksi lain,
bahkan sceolah-olah sulit dicarikan titik temunya.

Walaupun perbedaan cukup banyak, Fraksi Persatuan Pem-
'bangunnn tetap optimis, karcna adanya persamaan pandangan
dari semua pihak terhadap RUU tersebut. Kami yakin perbeda-
an-perbedaan tersebut akhirnya akan sampai pada titik temu
yang dapat memenuhi keinginan kita bersama. Lebih dari itu
nerupakan bahan saling isi mengisi demi penyempurnaan Un-
dang-undang Perkembangan Kcocendudukan dan Keluarga Sejahte-
ra itu sendiri.

Kita telah terbiasa menyelesaikan perbedaan-perbedaan
pendapat dalam DPR ini, sebab kita bekerja menyelesaikan ma
salah, telah terbiasa didasari/dilandasi scemangat Demokrasi
Pancasila berdasarkan UUD 1945, yaitu semangat . musyawarah
untuk mencapal mufakat. Schingga perbedaan pendapat itu ti-
dak perlu mengarah pada perpecahan., Persatuan dan Kesatuan
sebagali wujud dari Wawasan Nusantara, merupakan nilai yang
sangat tinggi bagi kita semua., Karcenanya perbedaan pendapat
harus tetap dalam scmangat mempertahankan persatuan dan ke~
satuan tadi, untuk mengisi kemerdekaan Negara yang kita cin
tai ini, sesuai dengan Amanat UUD 1945.

Scknli lagi perbedaan pendapat yang scdemikian ini bu-
kan hal baru, tetapi sudah sebagai hal kebiasaan dalam

al‘ena oo e
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arcna Persidangan DPR sclama ini. Malahan hal demikian ini,
scesuai keinginan Bapak Pembangunan atau Presiden kita yang
sering diucapkan beliau, misalnya saja dalam Pidato Kenega-
raan tanggal 16 Agustus 1990 di hadapan Sidang - Paripurna
DPR-RI antara lain belaiau berkata : "Jika di saat ini kita
masih juga mengkhawatirkan berancka ragam pendapat, hal ini
bukan saja berarti kita menyangsikan keampuhan ' Pancasila,
tetapl menzhambat perkembangan Pancasila itu sendiri®,

Sidang yang terhormat.

Schubungan telah siapnya DIM Persandingan RUU tentang
Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejehtera , dan  te-
lah adanya lokasi waktu yang menjadi kescpakatan kita ber-
sama (sesama Fraksi dan Pemerintah), maka dengan mengucap @

BISMILLAHIRAMANIRRAHIM Fraksi Persatuan Pembangunan menyata
kan siap bersama-sama fraksi lain, dengan Pemerintah mema _
suki puncak kegiatan Dewan dalam membahas RUU tentang Per-
kembangan Xependudukan dan Keluarga Sejahtera (yaitu  Pem-
bicacaan Tinckat III) mulai hari ini.

Sebagai penutup, marilah kita membulatkan tekad kita,
dalam memikul tangung-jawab dajam Rapat Gabungan Komisi VIII
dan Komisi X ini, yaitu menghantarkan kelahiran Undang - un-
dang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Scjahtera, yang

"oleh DPR dipercayaakan kepada kita semua,

Selanjutnya kami mengharap, hendaknya dalam Persidang-
an ini nanti, benar-benar terwujud kerjasama yang harmonis,
saling isi mengisi, schingga dalam batas waktu yang ada, ki
ta mampu menyelesaikan pekerjaan ini dengan cara yang sec-
baik;baiknya. Mudah-mudahan Ajlah SWT, selalu menmberikan

petunjuk-petunjuk-Nya kepada kita semua,

Terima kasih atas perhatian Saudara=-saudara.

Wabillahit Taufi Walhidayah.
Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada  Juru Bicara dari
Fraksi Persatuan Pembangunan Bapak H, Muhammad Musyapak ber
ikut kami persilahkan Fraksi PDI.

FRAKSI PDI oo o0 00
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FPDI ( DRS. POPO SOENANDAR HAROEN ) :

Assalamu alaikum wr. wb.

Saudara pimpinan rapat gabungan Komisi VIII dan Komisi X
yth, Saudara Menteri KLH, Saudara Kepala BKKBN Pusat beserta
staf yang kami hormati, Rekan-rekan anggota Komisi VIII dan
Komisi X yang kami cintai, para wartawan dan sidang yang
kami hormati.

Merdeka !

Atas kesempatan untuk menyampaikan pandangan Fraksi PDI
tentang RUU PKKS sebagai pengantar DIM vang telah
disampaikan kepada rapat gabungan ini, kami mengucagkan
terima kasih.

Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati.

Kita maklumi bersama, bahwa dalam membahas RUU PPKS ini
telah diakui adanya berbagai kesamaan pandangan antara
Pemerintah dengan Dewan, adapun kesamaan-kesamaan itu adalah
Kesamaan..bendapat mengenai Tingginya wurgensi dalam peng-
aturan PKKS dengan suatu Undang-undang; bahwa UU ini harus
bertitik tolak pada Pancasila, UUD 45 dan GBHN; keharusan
memegang landasan agama, moral dan nilai-nilai yang tumbuh
dalam masyarakat; perlunya dilaksanakan pengendalian
kuantitas, pembinaan kualitas, pengarahan mobilitas dan
pembangunan keluarga sejahtera untuk menciptakan manusia
Indonesia seutuhnya; keharusan pengantisipasian perubahan
kependudukan dimasa depan dan kesamaan wawasan mengenai
keterkaitan penduduk dengan lingkungan hidup dan implikasi-
nya bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Atas dasar berbagai kesamaan pandangan dalam membahas RUU
ini, maka diharapkan dalam pembahasan selanjutnya dapat
terjadi saling pengertian antara Pemerintah dan Dewan serta
antar fraksi sehingga pembahasan akan lancar, tidak akan
saling ngotot mengotot, perbedaan pendapat akan selalu
bermuara pada penyelesaian yang baik dan tuntas serta dalam

waktu yang eecee
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waktu yang singkat tetapi tetap bermutu demi memperkuat
landasan bagi pembangunan nasional selanjutnya.

Semangat musyawarah untuk mencapﬁi mufakat serta Jiwa
demokrasi Pancasila mudah-mudahan selalu terwujud sampai
berakhirnya tugas yang mulia ini, sehingga terbentuk UU
tentang PKKS yang benar-benar berkualitas dan dapat berlaku
sampal waktu yang cukup lama demi kepentinan Nusa dan Bangsa
yang kita cintai ini.

Saudara Menteri yang kami hormati.

Selama perjalanan penyusunan DIM PKKS dalam beberapa hari
belakangan ini, beberapa hal ditemukan yang perlu mendapat
perhatian baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat
substansial. Hal-hal yang selama ini merugikan penduduk

. sebagai akibat dari kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai

kepekaan T serta kondisi masyarakat dan juga kenyataan bahwua
pada saat ini masih terdapatnya penduduk yang berada dalam
kondisi dibawah garis kemiskinan, maka Undang-Undang vyang
kelak akan berlaku seyogyanya benar-benar dapat melindungi
rakyat khususnya yang berada dalam kondisi tersebut diatas.
Atas dasar hal tersebut diatas, dalam Undang-Undang ini
kelak pengakuan hukum dan hak-hak rakyat sebagai penduduk
negara ini Hengan segala matranya dapat terwujud, sebab
kenyataannya saat ini hak-hak rakyat biasanya selalu
terlupakan, . hanya kewajiban belaka dari rakyat  yang
mehonjol.' Sebaliknya hak yang dinikmati oleh orang kaya
lebih menonjol dari kewajibannya sebagai penduduk. Kiranya
hal ini nampak sebagai kondisi yang timpang dikalangan
penduduk negara ini yang perlu segera dapat ditangani secara
tuntas.

Saudara Menteri yang kami hormati.

Upaya-upaya untuk pemantauan perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sejahtera saat ini dan dimasa datang
menjadi sangat penting artinya untuk meningkatkan
kewaspadaan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Disamping itu sifat dan tradisi bangsa yang berazaskan
gotong royong selalu dapat menjamin terselenggaranya
kesejahteraan rakyat manakala sekelompok kecil masyarakat
sebagai penduduk negeri ini tidak mempunyai sifat yang
sebaliknya : a sosial, serakah dan rasa patriotisme dan
nasionalismenya menjadi luntur hanya karena kekayaannya saja

yang Justru ceceee




vyang Justru didapatnya dari bumi Indonesia sehingga mereka

“lupa kacang atas kulitnya“. Bertitik tolak dari pola pikir

tersebut diatas, Fraksi PDI berpendapat ada beberapa aspek

vang harus ditekankan dalam RUU ini diantaranya :

1. Aspek perlindungan terhadap rakyat kecil (wong cilik),
berupa pengakuan/perlindungan hukum dan perlindungan
terhadap hak-haknya. .

2. Aspek pembinaan agar rakyat betul-betul sadar akan hak
dan. kewajibannya, dan

3. Aspek perjuangan untuk memperkecil/menghilangkan kendala
dan masalah yang merugikan penduduk dan lain-lain.

Sidang yang kami hormati.

Sebagaimana telah kami tekankan diatas bahwa sifat dan
tradisi yang telah menjiwai bangsa Indonesia hidup secara
'bergotohgrroyong yang merupakan pencerminan dari Jiwa
Pasal 33 UUD 45. Menurut pendapat Fraksi PDI hal tersebut
harus tercermin dalam Undang-Undang ini, sehingga
keprihatinan yang kita rasakan bersama mengenail berbagai
masalah . yang dapat menimbulkan dampak atau merugikan
masyarakat/penduduk sebagai akibat kurang diperhatikannya
nilai-nilai, kepekaan dan kondisi masyarakat dapat
dihilangkan atau setidak-tidaknya diperkecil secara
bertahap. Manakala hal ini dapat terlaksana dengan baik,

maka diharapkan beberapa aspek tersebut diatas dapat 1lebih
terjamin keberadaanya.

Saudara Menteri yang kami hormati.

Dalam materi RUU kami melihat beberapa kekurangan yang nanti
akan dibahas bersama selanjutnya, seperti Jjumlah bab,
perubahan Judul, masalah pengamalan pancasila, urutan
penomoran pengertian istilah sesuai dengan materinya, materi
vang - menyangkut masalah politik, hal-hal yang menyangkut
tanggung Jjawab, tambahan rumusan baru yang menyangkut
masalah pengawasan, bahwasanya kebijaksanaan pemerintah
seharusnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah,
istilah keserasian sebaiknya dilengkapi, kaidah NKKBS dan
hal-hal lain yang bersifat teknis/redaksional dibahas dalam
timcil atau timus agar tidak mengganggu pembahasan materi
yang bersifat substansial. Untuk memperlancar pembahasan

materi yang bersifat substansial agar tidak berlarut-larut,
kami mengusulkan apabila dalam 2 (dua) putaran pembahasan
belum terjadi kesepakatan, maka rapat/pembahasan diskorsing,

kemudian diberi....
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venudian diberi kesewputan untuk mengadakan lobi dan apabila
dalam lobipun belum tercapaili kesepakatan maka pembahasan
selanjutnya disere"’ Panja.

Demikian pandangan Fraksi PDI sebagai psngantar DIM tentang
RUU PKXKS yang mudah-mudahan dapat menjadi masukkan yang
bermanfaat dalam pembahasan RUU ini. Masalah lain'yang lebih
terinci dan hal-hal yang belum termasuk dalam DIM, kiranya
masih ‘terbuka untuk disampaikan/dibahas pada rapat-rapat
selanjutnya. '

Walaupun pembahasan RUU ini waktunya sangat singkat, tetapi
Fraksi PDI akan senantiasa berperanserta secara maksimal
agar RUU ini tetap befbopot, menjangkau masa depén dan dapat
berlaku selama mungkin.;Selanjutnya kami mengharapkan agar
" RUU ini gdapat menjadi ka&o/hadiah bagi Hari Kependudukan dan
Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Juli 1892.

Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu’alaikum wr.wb.
Merdeka !

KETUA @

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi
PDI yang telah disampaikan oleh Bapak Drs, Popo - Soenandar
Haroen, Kemudian Kami persilahkan pihak Pemerintah urituk ne
nyanpaikam pengantar dan komentarnya, persilahkan,

PEMERINTAH : MENTERI KIH (PROF. DR _EMIL SALIM) :

Assalamu-alaikum Wr, Wb,

Saya ucapkon penghargaan atas sambutan dan - pandangan
yang telah disampaikan oleh Wakil Frakgi-froksi dari Komisi’
Gabungan ini,

\

Saudara hadirin sckalian, ada cempat pegangan didalanm
nenyusun Rancangan Undang-undang ini. Pertama adalah Undang
undang Dasar 1945 dan Pancasila, kemudian GBHN Tahun 1988,
Ketiga adalali aspirasi yang hidup dalam sidang-sidang yang
lalu dengan mengindahkan semua keinginan dari para Fraksi
yang kami anggap penting untuk diangkat dan . diakomodasikan -
di dalam Undang-undang ini, dan yang keempat adalah keperlu
an melihat kedepan, menjangkau pandangan ke depan, sching-
ga Undang-undang ini mampu menanggapi perkembangan perobah-
an masa depan itu,

Berdasarkan,...
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Berdasarkan empat pertimbangan ini, maka merasa perlu
untuk scdikit memberikan penjelasan agar dapat kita angkat
substansi pokok dari Undang-undang ini, Pertama adalah da-
sarnya berpegang kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945, hal ini juga tercermin pada semua pandangan dari Frak
si-fraksi begitu pula di dalam daftar inventaris-inventaris
masalah, Kemudian para hadirin sekalian, ada Garis Besar Ha
luan Negara 1988, yang menjelaskan arahan pembangunan jang-
ka panjang yang mengin atkan kita bahwa tujuan akhir ter -
cernin pada keseclarasan hubungan manusia dengan Tuhan anta-
ra sesama manusia serta lingkungan sckitarnya kemudian kita
kaji bab IV  dari Pola Umum Pelita V, di dalam arah dan
kebijakan pembangunan khususnya sasaran utama pembangunan
Jangka panjang 25 tahun kedua menjangkau kedepan yang me -
letakan tekanan pada terciptanya kualitas manusia dan kuali
tas masyarakat, Kemudian pada sub umum dalam poit 31 dari
bab IV diungkapkan bahwa jumlah penduduk yang besar memerlu
kan pengendalian pertumbuhan dan pengembangan kualitas agar
penduduk dapat menjadi faktor pendorang pembangunan ini, Ké
mudian 4i dalam bab menyangkut agama dan kepercayaan ter-
hadap Tuhan Yang-Maha Esa dan Sosial Budaya maka pokok ke 6
kependudukan dan keluarga berencana masuk ke dalam bab So-
sial Budaya dari GBHN tersebut,

Secara cksplisit di sana bahwa perlu ditingkatkan upa-
ya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk disam -
ping pendidikan, keschatan, pertumbuhan ckonomi, pembangun-
an dacrah dan penciptaan lapdngan kerja, dan ‘- pengendalian
pertumbuhan penduduk itu untuk mewujudkan warga kecil baha-
gia dan sejahtera. Demikian petunjuk yang diberikan dalanm
Garis Besar Haluan Negara. .

Sctelah diadakah pengkajian dari Garis Besar Haluan Ne
gara tersebut kentara bahwa di bawah bab kependudukan dan
keluarga berencana hal yang menyangkut pendidikan, keschat-
an, pertumbuhan ckonomi, pembangunan daerah dan penciptaan
lapangan kerja telah diatur di dzlam peraturan. perundang -
undangan yang lain, ada Undang-undang Pendidikan Nasional,
Undang-undang Keschatan dan lain scbagainya, Schingga tep-
tinggal persoalan yang menyangkut pengendalian  pertumbuh-
an perscebaran penduduk dan kualitas penduduk, Dalam Kaitan
ini permasalahan itu harus dilihat dajam kerangka tujuan
Jungka panjang untuk menciptakan keseralarasan hubungan ma=
nusia dengan lingkungan alam, Hal=hal ini yang belum diang-
"~ kat kedalam peraturan perundang-undangan khususnya  berupa

undang-undang itu,
atas dasar.e.s
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Atas dasar itu, maka ada pegangan bahwa undang-undang
yang diajukan hendaknya merupakan undang-undang yang Jelas,
materi problemnya. Karena itu, maka problematik substansial
yang ingin diatur dalam undang-undang ini bértumpu pada Ga-
ris Besar Haluan Negara, dan demikian mengatur hal yang be-
diatur pada undang-undang lain, Kendala kedua adalah raran-
cangan undang-undang ini sesuai derigan permintaan Dewan Per
wakilan Rakyat, tidak boleh menjadi Rancangan Undang-undang
Pokok Kependudukan, karena dianggap kurang memberikan bobot
operasionalnya, Atas dasar itulah, maka dua materi pokok di
angkat ke atas aspek perkembangan kependudukan yang menca -
kup masalah pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas
dan pengarahan mobilitas., Kemudian menenmpatkan penduduk itu
di dalam matera dimensi diri pribadi, keluarga, kelompo k
dan golongan masyarakat, warga negara dan himpunan,

Mengenai problematik kependudukan ini diterapkan dalam
hubuhgan penciptaan kual itas maayarakat yang bertumpu pada
terbentuknya kualitas keluarga sejahtera. Kelua rga sejah =
tera ini mempunyai soko guru pada Keluarga Berencana, maka
Keluarga Berencana tertuju pada pembangunan keluarga sejah-
tera dan keluarga’ sejahtera memuat soko guru, Keluarga Be-
rencana scebagai tiang pokoknya. Dua materi ini perkembangan
kependudukan dengan tiga segi pengendalian kuatitas, pengen
bangan kualitas dan pengaramm mobilitas  dimaksud agar pen- '
duduk yang besar Jjadi pendorong utama pembangunan.

Kemudian kedudukan penduduk dalam mantera diri pribadi,
keluarga, kelompok dan golongan masyarakat, warga negara dan
himpunan kuantitas. Dalam kaitan itulah dimungkinkan diarah
kan pengendalian kuantitas, pengenbangan kualitas dan peng-
arahan mobilitas kependudukan itu, lalu mengejar kualitas
masyarakat yang didasarkan pada kualitas keluarga sejahtera
yang bersoko guru kepada Keluarga Berencana.

Demikian Saudara hadirin sckalian substansi dari mate-
Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejah-
tera ini., Dalam kaitan ini sectelah mendengar tanggapan da- -
ri semua Fraksi.fraksi di DPR setelah mempelajari Daftar In
ventarisasi Masalah, maka mengingat pula bahwa di- dalan
Tanggapan Pemerintah, Jawaban Pemerintah atas' - Pémandangan
Umun kami diilhami oleh usul dari Fraksi Karya Pembangunan
yang sccara cksplisit meminta penyempurnaan dari sistimati-
ka unddng-undang ini, Karena itu kami merasa perlu untuk
nenberikan pengelompokan yang kemudian diharap dapat tumbuh
menjadi sistimatika yang lebih sesuai dengan aspirasi para

wakil cececee
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wakil Fraksi seperti terungkap dalam Daftar Inventarisasi Ma-
salah ini., Di dalam pembagian ini ingin kami pertajam penge -
lompokan permasalahan materi atas perkembangan kependudukan
dan pembangunan keluarga scJjahtera yang diikat pada azas da-
sar hak dan tanggung jawab dan kerjasama serta peranserta -mg
syarakat pembinaan insentif desinsentif yang sama pula. Ka -
rena itu kami sarankan adanya satu pembahasan yang mengikuti
suatu peﬁgelompokan permasalahan scbagai berikut @

Ketentuan umum kita bahas secara bersama dalam sistimatika ke
tentuan umum, dasar arah dan tujuan dibahas bersama untuk ke-
mudian bermuara pada azas dan dasar, hak dan tanggung Jjawab
yang scnmula untuk dapat ditetapkan pada tanggung Jjawab dan
berdasarkan Daftar Inventaris Masalah, Ada permintaan Juga un
tuk Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI dan Fraksi PDI agar
mencantumkan kewajiban, maka kami rasa perlu hak tanggung ja-
wab dan kewajiban. Untuk kemudian kita pilah hal ihwal yang
nenyangkut dengan perkembangan kependudukan di dalam kelompok
perkembangan kependudukan dan hal ihwal yang menyangkut peme
bangunan keluarga sejahtera di dalam bab keluarga sejahtera
tersebut, Schingga pasal-pasal yang menyangkut upaya- upaya -
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera
dipilah ke dalam dua kelompok penting perkembangan kependudu
kan dan pembangunan keluarga sejahtera. Materi, isi pasal sa-
ma dengan pasal semuala hanya pengelompokan rerismentnya di-
atur untuk mudah dibaca. Kemudian bab menyangkut Keluarga Be-
rencana, tetap pada Keluarga Berencana begitu pula tentang
hal peranserta masyarakat, insentif dan disinsentip serta ki-
ta mengkap perlu ada refrensif pada persoalan sanksi dan ke-
tentuaﬁ penutup,

Saudara Ketua, atas dasar imi maka dua moteri - masalah
perkembangan kependudukan dan keluarga scjahtera tercakup di-
dalam sistimatika yang kami harap lebih sederhana tanpa me -
rubah pasal-pasalnya, namun kami harap dapat memperlanca dis
kusi pembahasan dalam rapat kerJja ini, Atas dasar ini meng=
ucapkan penghargaan atas sambutan para Fraksi-fraksi dan kami
optimis bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama tugas dapat
disclesaikan dengan menghasilkan substansi undangsundang yang
berbobot dan bisa dipertanggung jawabkan pada masyarakat dan
bangsa kita., Demikian Saudara Ketua dan terima kasih,

KETUA :
Terima kagih Saudara Menteri yang telah neanyampaikan
tanggapan, pengantar dan komenter atas pendopat minit - yang

telah diajukan oleh Fraksi-fraksi,
Saudara-saudara...
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Saudara-saudara sckalian sebelum memasuki pembahagan da-
ripada Rancangan Undang-undang ini, ada beberapa:' hal . yang
ingin kami tawarkan kepada Saudara-saudara scbagai pegangan
kita dalam rangka melaksanakan rapat-rapat kita selanjutnya.
Pertama scbagaimana maklum bahwa sckarang Umat Islam  secdang
menjajankan ibadah puasa dan oleh karena itu waktu siang ten-
tunya perlu ada istirahat, kalau tidak salah sholatnya ber -
langsung Jjam 12,10, Olch karena itu inginkkami tawarkan ke-
pada Saudara-saudara bagaimana kalau pada waktu siang kita
istirahat pada jam 12.10, berapa lama apakah sctengah jam, LS
menit ataukah satu jam, dan pada teman-teman yang melaksana -
kan sholat silahkan kemudion mercka yang mau makan siang arti

nya’ yang tidak puasa Jjuga dipersilahkan, karcna  Sekretariat
' juga mempersiapkan makan siang bagi Saudara-saudara yang ti-
ak melaksanakan ibadah puasa, ini yang pertama Saudara-sauda
ra sckalian., Bisa diterima bahwa istirahat siang itu jam 12,10
atau jan 12,00,
~ (Rapat setuju istirahat tersebut jam 12.00.
lamanya satu jam)

Saudara-saudara sctiap kita mengadakan rapat maka isti -
rahat siang mulai. jam 12,00 untuk sholat bagi Saudara=-saudara
yang akan sholat, kemudian makan' siang bagi faudara - saudara
yang akan makan siang dan waktunya satu Jam, bisa . .terimg,
setuju Saudara-saudara, terima kasih.

Kemudian yang kedua walaupun barangkali kemaren sudah dising-
gung namun perlu Jjuga saya kira ketegasan bagaimana Saudara-
saudara kalau rapat siang menurut Tata Terbib, Dimulai jam 09,00
dan berakhir jam 14,00 untuk hari Senin, Selasa, Rabu dan Ka-
nis kemudian hari Jum'at mulai jam 08.30 sampai dengan jam 11,00
dan hari Sabtu mulai jam 09.00 sampai dengan Jjoam 11.00, Namun
beberapa waktu yang lalu sudah mengambil ancor-ancer bahwa da-
lam rangka pelaksanaan Rapat KerJja ini kita laksanakan sampai
dengan Jjam 17.00 ditambah tentunya pada siang pada waktu isti-
rahat kecuali hari Jum'at itu tentunya kita istirahat lebih ce
pat, kemudian kita lanjutkan sesudah sholat bisa diterima Sau=
dara = saudara. . setuju. Silahkan,

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( DRS. MOH HUSNI THAMRIN ) :

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah dan Saudara-saudara Ang
gota Pansus kami mengharapkan, kalau nanti mulai- jam'1 setelah
waktu istirahat 1 jam, maka kai harapkan untuk tidak sampai
Jam 5 tapi bisa kita akhiri pada jam u sore., Demikian Sau -
dara Ketua, terika kasih,

KETUA 2 eevevescoss
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KETUA :
Ada tawaran dari Fraksi Persatuan Pembangunan karcna me=-
mang kita istirahat agak cepat dari biasa,kita setar lebih

awal juga dari Jjam13.00 ada tawaran bagaimana kalay rapat co-
re hari kita berakhitr pada jam 16,00. Dari F,ABRI sctuju,

FRAKSI ABRI (IGN. SOEPRAPTO) :

Setuju sampai jam 16,00 WIB,

KETUA : ® & & 0600 00000



KETUA; _
Ya, ada flexible lah, tapi itu tentunya dengan musyawarah

hersama nanti Pak.

Dari Pemerintah ?

- MENTERI NEGARA KLH (PROF. DR. EMIL ‘SALIM):

Kami selalu mengikuti fraksi-fraksi DPR.

KETUA:

Terima kasih, Jadi Saudara-saudara Rapat kita untuk sore

berakhir jam k.

-~

(Palu diketuk 1 X)

Kemudian Saudara-saudara sekalian mengenai masalah DIM,
ini Juga kami perlu ada ketegasan, bahwa DIM sudah masuk. Na-
mun ada Juga pertimbangan-pertimbangan bagaimana kalau nanti
dalam rapat, bahwa ada perkembangan, bisa juga terbuka kemung-
kinan ada usulan-usulan baru 4i luar DIM. Kemudian mekanisme-
nya bagaimana. Kalau setuju tentunya ada mekanisme, artinya
kXalau kita hendak membicarakan masalah tambahan itu, berapa ha
ri sebelumnya atau berapa Jam sebelumnya harus disampaikaen ke-
nada kita meﬁgénai tambahan baru di luar DIM itwu,

Jadi pertama dulu kami tanyakan kepada Saudara-saudara, apakah
terbuka kemungkinan ada usulan-usulan baru atau masukan-masuk-
an baru di luar DIM yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi.

Dari Fraksi PDI, FRaksi Persatuan ?

PP (H, MOH. HUSNIE THAMRIN):

Sebentar Saudara Ketua, ada beberapa pertimbangan, Jjika .
kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk memasukkan DIM Pa
da setiap saat, bisa jadi Undang-undang ini kapan selesai, itu
satu. Oleh karena itu saya mohon bahwa kita berpegang pada
DIM yang sudah kita masukkan, sekalipun tidak menutup vintu,
tetapi tidak membuka seluas-luasnya.

Sehingga dengan demikian‘apa yang kita inginkan untuk menyele-
laikan Undang-undang ini nanti bisa sesuai dengan target.

Oleh karena itu saya mempunyai prinsip bahwa, fraksi kami ber-
pendapat bahwa pembahasan kita sudah barang tentu akan berpi -

Jak kepada DIM yang sudah kita masukan, dalam rangka menanggapi

Rancangan ..co.:50s000000
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Rancgngan Undang-~undang yang disampaikan Pemerintah. Dengan i-
ni, maka sudah barang tentu terhadap DIM-DIM yang'baru, apabila
itu merupskan yang baru sama sekali, sudah barang tentu Juga ka
lau ini kita mungkinkan nanti bisa berkembang Pak, ini yang sa-
va inikan. Oleh karena itu walaupun demikian kita tidak meno =
lak adanysa hal-hal yang nanti kalau memang ini menuju untuk sa-
tu kesempurnaan. '

Jadl maksud kami tidak kita buka seluas-luasnya tetapi Juga ki~
ta tidak menutup pintu sama sekali., Sekali lagi rumusannya

yYang luwes, begitu saja Pak, terima kasih.

KETUA ;

Terima kasih, memang itu yang kami maksud Pak Thamrin, ar-
tinya bghwa yang kita berpegang sebagai bahan pokok itu adelah
DIM yang sudah dimasukan., Mungkin dalam perkembangan ada satu
rasal atau ayat, umpamanya besok akan kita bicarakan ada satu
pasal, ayat, yang ini barangkali ada perlu ditambah masukan be
lum dimasukan @falam DIM, itu terbuka kemungkinan. Jadi kitea
bukan mau bikin DIM baru, bukan Saudara-saudara. Tapi dalam
pengalaman~pengalaman juga kita membahas Rancangan Undang-un -
dang selama ini mengenai masalah ini Jjuga sering ada. Jadi bu
kan berarti DIM ini akan sama banyaknya dengan DIM yang kita
huwat, bukan., Tapi ada mungkin hal-hal khusus dari satu pasal
atau ayat yang menurut ada satu fraksi atau ada beberapa frak-
si yang menurut pertimbangan bisa ada penyempurnaan sesuai de-

ngan barangkali ada masukan baru. Itu yang kami maksudkan.

Yang lain, dari fraksi lain, Fraksi Karya ?

" FKP (Dr. N¥, IDA YUSI DAHLAN):

Kami juga sependapat bahwa memang tujuan kita ini tidak
kaku dalam pembicaraan, untuk mencapai sua£u UU yang bermutu.
Oleh karena itu kita sudah menyepakati bersama, dengan DIM i-
ni, inilah merupakan acuan yang kita pegang bersama tentang
fleksibelitasnya selama masih relevan dengan DIM ini, saya ki
ra itu kita jangan terlalu kaku. Tetapi bukan berarti menga-
da-ada atau membuat-buat yang baru.

Demikian, terima kasih.

KETUA: e 0 00 8 00 VOV SO SO




* KETUA:

Terima kasih, jadi Fraksi Karya terbuka untuk kemungkinan,

namun tidak mengada-ada, kira-kira begitu Bu ?

FKP (Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN):

Selama ada relevansi dengan DIM yang sudah kita setujui

bersama, terima kasih,

KETUA:

Ya, dari Fraksi ABRI silahkan Puak.

F.ABRI( H.SURJO MARDJIYO):

Terima kasih atas kesempatannya, sampai dengan hari ini
saya Kira ralat-ralat DIM itu sudah ada, tadi yang menyampsai -
kan Fraksi Karya, tetapi saya kire mungkin semua fraksi menga-
dakan ralat, apakah itu pehambahan ataukah itu pengurangan a -
taukah itu penyempurnaan, Saya ki;a kesempatan itu sudah cu =
kup. Sekarang®tiba waktunya tidal’ mengurusi penyempurnaan DIM

membuat DIM dan lain-lain, tapi kite bermusyawarsah.

Oleh karena itu saya kira yanz paling baik, marilah kita
tinggalkan menambah DIM, mengurangi DIM, menyempurnakan DIM,
tapi membicarakan persandingan DIM ini. :

Jadi prinsipnya, jangan sekali-sekali ada DIM baru. Kalau me-
nurut Iraksi ABRI saya kira demikian.

Kalau ada pengembangan permasalahan, ya tentunya kite lihat a-
pakah itu relevan atau tidak. Tapi prinsipnya tidak ada, de -
ngen demikian musyawarah kita akan berjalan dengan mulus dan
tuntas, dan tidak akan bolak-balik karena akan selalu ada tam-
bah dan kurang permasalahan dalam bentuk DIM,

Terima kasih.

‘KETUA:

Ya, terima kasih Pak Surjo, itu seperti yang kami katakan
tadl, bahwa acuan kitsa adalah DIM yang sudah dimasukan. Namun
tgdi Juga bagaimana kalau ada fleksibelitas dalam pefkembangan
pembahasan, selama itu relevan dengan materi yang kita bicara-
kan. Ttu yang barangkali ingin kami sampaikan.

Jadi Saudara-saudara, jadi bagaimana kalau tadi Fraksi

Karya terbuka kemungkinan selama itu relevan dengan yang

dibahas o v e e e .



dibahas., Fraksi Persatuan juga tidak keberatan, saya kira de-
riZian Pak ya, Fraksi PDI juga demikian, Fraksi ABRI bagaimana

kira-kira Pak, artinya mengenai asal relevan maksudnya itu.

F.ABRI (H. SURJO MARDJIYO):

Prinsipnya tidak diberikan kesempatan, prinsipnya, soal
nanti sambil berjealan kita lihat, ini prinsip apa tidak, rele-
van apa tidak. Tapi prinsipnya tidak ada DIM baru.

Terima kasih,

KETUA:

Artinya prinsipnya tidak DIM baru, tetapi kalau dalam per
xembangan ternyata ada peluang bisa kira-kira itu Pak ya, pe -

ngertiannya begitu.

" ®,ABRT (H. SURJO MARDJIYO):

Prinsipnya tidak bisa. Sebab kalau dibuka kemungkinan sa
ya khawatir pasti ada DIM baru, dan pengurangan dan sebagainya.
Prinsipnya tidak bisa,

RETUA S

Terima kasih Saudara-saudara, Jadi ada agak perbedaan me-

ngenai masalah ini, dari Fraksi Karya silahkan,.

FKP(Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN):

Kami ingin menekankan lagi sekali, bahwa fraksi kami, ini
adalah suatu DIM final, jadi tidak ada penambahan atau pengu -
rengan atau lebih daripada atau kurang daripada yang ini., Ini
adalah final Pak. Tentang relevﬁnsi maksudnya. apa, saya kira
nanti pada waktu proses pembahasan kita akan bicarakan bersa -
ma.,

Terima kasih.

KETUA:

Terima kasih,

Saudara-saudara sekalian saya kira kita tidak ada perbe -
daan yang mendasar soal ini, bahwa yang menjadi pegangan kita
gdalah DIm yang sudah kita masukan. Namun nanti dalam pemba -

hasan perkembangan selanjutnya kalau ada relevansi bahwa ada

tambahan ...c.0s000




tambahan penyempurnaan dan sebagainya, saya kira itu nanti ki-
ta lihat dalam perkembangan,

Bisa diterima Saudara-saudara ?

Fraksi PDI ?

FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Apabila dikemukakan seperti oleh Fraksi ABRI dan FKP itu,
saya kira terlalu kaku Pak, sebab belum mulai DIM Pemerintah
saja sudah dirubah, sudah‘ada usul itu kan, sebenarnya tidak
boleh itu kalau mengikuti pendapat dari Fraksi ABRI dan FKP.
Disini belum mulai kita sudah dapat perubahan, sistematika dan
lain sebagainya. ’

Jadi kami mohon, kita mulainya jangan prinsipnya tidak bo
leh dulu, bukan itu, tapi prinsipnya mengikuti DIM yang ada,
dan selama ada perkembangan yang ada relevansinya dengan DIM
yang sudah ada kita buka, walaupun kita seperti yang dikemuka-
kan oleh FPP tidak terlalu meluas begitu Pak, ada batas-batas-
nya.

Itu saja, terima kasih.

MENTERI NECARA KLE (PROF. DR. EMIL SALIM):

Saudara Ketua boleh sayé menanggapi ?

" KETUA:

Silahkan Pak,

MENTERT KLH (PROF. DR. EMIL SALIM):

Saya agak berkeberatan kalau disebut bahwa Pemerintah me-
rubah DIM., Yang dilakukan Pemerintah adalah tetap berpegang
rade pasal-pasal yang ada, tapi menanggapi permintaan dari
fraksi agar sistematika diperbaiki, maka yang kami lakukan ha-
nya sistematika pengelompokan dengan DIM yang éama.

Terima kasih Saudara Ketua.

KETUA :

Terima kasih.
Saudara-saudara sekalian, khusus bagi Fraksi PDI, demiki-

an jawaban Pemerintah, Saudara-saudara untuk kita tidak
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berlarut-larut dalam masalah ini bagaimana kalau kami usulkan
sebagui berikut, bahwa dalam rangka pembahasan RUU ini kita te
tap berpegang kepada DIM yang kita masukén, Dengan ‘catatan kg
lau nanti ada perubahan tambahan dan sebagainya, kita lihat da
lam perkembangan.

cilabkan.

FKP_(IR. ACHMAD MOESTAHID ASTARI):

-Saudara Pimpinan dan Saudaras-saudara sekalian, yang per -
tama tadi sudah benar, bahwa pembicaraan kita mengacu pada sa-
tu~satunya referensi adalah DIM ini., Justru pembicaraan kita
mendapatkan suatu penundaan-penundaan itu akibat daripada be -
lum selesainya DIM, DIM ini sesempurna mungkin kita lakukan ,
dan pada pagi hari ini saya kira kita harus mempunyai suatu ke
sepakatan bahwa satu-~satunya acuan adalah DIM, Jadi pembica -
raanpun tidak boleh lepas daripada DIM.

Adapun nanti didalam proses pembicaraan itu ada suatu ben
tuk perumusan-perumusan baru yang masih relevan dengan RUU dan
DIM yang sudah kita lakukan, itu saya kira didalam suatu pro =-
ses pembahasan,

Justru inilah didalam suatu musyawarah untuk mencari satu per-
mufakatan, kita juga tidak bisa kukuh didalam suatu pendirian
masing-masing fraksi, pasti akan ada resultantenya didalam pe-
rumusan itu. Nah didalam proses menuju kepada resultante yang
kita kehendgki itulah nanti didalam perumusan ada modifikasi
dan improvisasi.

faya kira demikian Saudara Pimpinean.

KETUA::

Terima kasih Saudara-saudara sekalian, saya kira lebih je
las apa yang sudah dikatakan tadi. Mengenai masalah ini saya
kira tidak perlu lagi kita bicarakan, kita mulai saja, nanti
kita dalam perkembanganlah ya.

Saudara-~saudara sekalian, kita akan mulai pembahasan kita

mengenai RUU ini tentunya mulai dari Judul, kemudian konside =
rans dan seterusnya.
Namun Saudara-sgudara dalam kaitan ini ada acuan yang baru»di-
sampaikan oleh Pemerintah, setelah Pemerintah mempelajari DIM
daripada fraksi-fraksi. Saya kira sudah berada barangkali di-
tangan kita semua, mengenai acuan daripada Pemerintah ini.
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Dan saya kira Pemerintah cukup tanggap dan sigap, melihat wak-
tu pembahasan kita sehingga begitu cepat membuat penyesuaian -
penyesuaian. Walaupun didalam upaya perubahan sistematika ini
termasuk tentunya mengenai bab dan judul, artinya belum semua
menampung., masih ada'perbedaan-perbedaan dengan fraksi-fraksi,
seperti umpamanya mengenai masalah Bab II, Bab III dan sete -
rusnya. Tetapi kami sangat menghargai akan upaya daripads Pe-

merintah yang begitu cepat mengantisipasi DIM yang telah diu -
sulkan oleh fraksi-fraksi.

Nah, saya Saudara-saudara ingin tawarkan, atau mungkin da
ri fraksi-fraksi bisa memberikan,kdmentar pendapat mengenai u-
sul Pemeriptah ini, dalam arti apakah kita membahas RUU ini
rnengikuti sistematika baru yang diusulkan Pemerintah setelah
diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan DIM dari fraksi-fraksi
ataukah kita tetap berpegang kepada RUU yang ada, yang dima -
sukan semula.

Kami persilahkan dari Fraksi ABRI.

F.ABRI (H. SURJO MARDJIYO):

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

‘Mengenai perubahan sistematika dari Pemerintah ini éaya kira
sangat baik:.sekali, tetapi waktunya disamakan dengan waktu pem
bahasan.

Menurut Fraksi ABRI yang sangat penting sekarang adalah stra -
tegi pembahasan mengingat waktu yang pendek, segera disampai -
kan kepada Pleno dan kalau kita bisa menyetujui, segera dimu -
lai. Sebab kita masih bingung, apakah ini mau dimulai dari ju
dul, konsiderans, kemudian batang tubuh, baru penjelasan atau
bagaimana. Ataukah ada strategi lain untuk meng "goalkan" a -
gar ini bisa tepat waktu kira-kira yang lebih praktis, sehing-

ga. nanti dalam pembahasan sistematika ini pasti akan terangkat.

Kalau kita pelajari éistematika ini bukan hanya Pemerin -
tah, tapi FKP juga mengusulkan, Fraksi ABRI juga mengusulkan
perubahan-perubahan ini. Jadi nanti dibicarakan pada waktu ki
ta sudah mulai masuk pembahasan sampai kepada sistematika.
Kami kira strateginya dulu diselesaikan, sehingga kita mempu -
nyal pendapat yang sama, mulai dari mana kita selesaikan.

Terima kasih.

KETUA: ® 9 V0 0@V DRI o0



" KETUA:

Terima kasih Pak Surjo. .
Saudara-séudara sekalian tentunya sesuai dengan kebi;saan-kita
membahas RUU, kita mulai dari Judul,. kemudian Konsiderans, Pa-
sal demi Pasal, Bab demi Bab, Pasal, dan seterusnya sampai de-

ngan Penjelasan,

Memang Saudara-saudara mengingat waktu ada ide demikian,
apakah sekarang juga pada saat kita mengadakan Rapat Kerja ini
sekaligus kita membentuk apakah namanya.PANJA, TIMMUS, TIMCIL,
sehingga nanti hal-hal yang belum rampung didalam Rapat Kerja
ini langsung ditampung oleh PANJA, TIMMUS, TIMCIL dan sebagai-

nya.

FPP (DRS. MOH., HUSNIE THAMRIN):

Interupsi Saudara Ketua.

KETUA:

Silahkan,

FPP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN):

Pertama tentang masalah konsep Pemerintah, dengan tidak
mengurangi penghormatan kami kepada upaya Pemerintah untuk me-
nanggapi apa yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi, fraksi
kaml berpendapat bahwa masalah Sistematika biasanya nanti dise
lesaikan oleh Tim yang disebut oleh TIMMUS atau dalam Tim Sin-
kronisasi, setelah semua masalah itu selesai, ini kebiasaan ki
ta begitu.

Kedua, tentang sistem pembahasan kita, saya berpendapat
bahwa tidak perlu hari ini kita bentuk apa yang disebut dengan
PANJA maupun TIMMUS. Biar itu berjalan dan berproses, kemudi-
an strategi yang tadi dikemukakan oleh Saudaré Ketua, dan Jjugsa
ditanggapi oleh Fraksi ABRI, saya kira memang kita mulai dari
awal Judul dan kemudian masuk. Kemudian beberapa hal yang sa-
ya kira perlu dalam putaran, kalau kemarin itu Fraksi PDI per=
nah menyampikan suatu usul, supaya hal-hal itu nanti cukup me-
ngalami pembicaraan itu dua kali putaran, pertama penjelasan
Pemerintah terhadap RUU ini, kemudian ditanggapi oleh fraksi -
fraksi, dijawab oleh Pemerintah, kalau sudah ada kesamaan, ma-

ke nanti bisa dirumuskan kalau substansi sudah sama kepada
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TIMMUS, tapi kalau belum diputar sekali lagi. Dan ternyata ka
lau putaran kedua ini belum ada kesepakatan terhadap substansi
maka itu bisa diserahkan kepada PANJA. Tapi kalau 'sudah ada

kesepakatan, dari ini bisa nanti di TIMMUS kan tentang susunan
redaksinya, kalau substansinya sudah bisa kita sepakati. Se =~
hingga dengan demikian kita nanti tidak akan bertele-tele di -
dalam Répat Kerja ini membahas dari satu, jadi dua kali putarw
an tidak ada kesepakatan, langsung PANJA. Dua kali ada kese -
pakatan substansi langsung kepada TIMMUS. Sehingga dengan der"..
mikian demikian nanti bisa cepat selesai dalam rangka Rapat

KerJa ini., Dan kemudian nanti bisa kita lanjutkan dengan PAN-

JA-PANJA yang membahas hal-hal yang ternyata belum selesai.

Demikian saya kira Saudara Ketua, salah satu usul, memper
kuat usul Fraksi PDI minggu yang lalu tentang masalah ini.

Terima kasih,

KETUA:

Terima kasih,

Saudara-sauéara saya kira kami buka kesempatan sekarang,
sebelum kita masuk pada pembahasan materi mengenai strategi
pembahasan,

Silahkan dari Fraksi Karya.

" FPKP (Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN):

Terima kasih Pimpinan. Kita tadi telah menyepakati ber-
sama, bahwa DIM ini merupakan acuan satu-satunya pada pemba =
hasan kita tingkat III ini. Oleh karena itu kalau kita meng-
umpakan sebagai sebuah pohon, ini .adalah batangnya. Tentang
masukan-masukan termasuk masukan dari Pemerintah, kemudian me
pgénai sistematika, itu adalah ranting-ranting daripada pohon
ﬁang akan kita biéarak&n dalam pérkembangan pasal—pasal yang
kita akan bahas. Jadi kalau kita berpegang kepada tim yang
telah kita sepakati, itu Jelas disini tercantum bahwa urutan-
nya téntunya dengan mulai kalimat pertama, mengenai Judul, me
ngenai Konsiderans dan lain-lain. Itu kalau mengenai cara-
pembahasan. Dan mengenei tadi usul untuk dua putaran, pada
proses pembahasan kami sangat sepakat sekali, supaya Jangan
bertele-tele pembicaraan, saya kira tadi kami dukung dari

. fraksi yang terdahulu. Kemudian mengenai PANJA dan TIMMUS
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saya kira juga tidak perlu dibentuk sekarang, karena itu nan-
ti berkembang pada waktu pembahasankita.

Terima kasih,

KETUA :

Terima kasih Ibu Ida, dari Fraksi ABRI.

" F,ABRI (H. SURJOMARDJIYO):

Terima kasih atas kesempatan. Jadi seperti tadi, sudah
saya-  Jelaskan, mungkin_ini perlu sedikit detail. Yang sayé
maksudkan strategi diantaranya adalah sedikit lain daripada ke
biasaan, tidak perlu kita urut dari atas, kemudian Judul, Kon-

siderans,” Batang Tubuh dan lain sebagainya, tapi kita lihat ba

" kaimana kira-kira ada jalan keluar yang lebih cepat. Umpama -

nya soal Konsiderans dengan Penjelasan kita serahkan saja kepa
da Tim Perumus nantinya, kalau ini disetujui, tidak usah diba-
has, membuang waktu saja, toh nantinya diselesaikan disana.

Kita mulai umpamanya melihat daripada Judul, Ketentuan Umum,

‘masuk Batang Tubuh sampai akhir, lalu kita lihat mana yang su-

dah keempat fraksi ini setuju, cari setuju, ketok setuju, ada

dapat beraps., Kita mulaei lagi dengan yang kira-kira tiga la -

‘ wan satu., Sehingga didalam Rapat Kerja ini, akan bisa mengha-

silkan suatu keputﬁsan yang cukup banyak. Dan pabila tidak bi

sa diputuskan, baru ke PANJA, seﬁerti saran Saudara PPP tadi.

Sehingga dengan demikian, pada waktu-waktu yang kira-kira
dijadwalkan untuk Rapat Kerja dengan Pemerintah kita bisa pe. -
nuhi, dan bisa menyelesaikan tugas kita. Sedangkan tugas be -
rikutnya -adalah tugas PANJA. Yaitu tugas yang dibebankan a -
tau dilimpahkan dari kita ke PANJA, atau hal-hal yang perlu di
rumuskan oleh PANJA, sehingga dengan demikian kita sambil ber-

Jalan semuanya akan tertata dan tersusun pekerjaan itu secara
sistematis,

Kira-kira demikian, terima kasih.

KETUA:

’

Terima kasih Pak Surjo, dari Fraksi PDI silahkan,

FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Terima kasih., Mengenai strategi penyelesaian pekerjaan
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kita saat ini Saya kurang sependapat barangkali dengan Fraksi
ABRI, kalau masalah Konsiderans itu saya Kira masalah penting
itu, mesti harus dibicarakan secara tuntas pada Sidang Pleno,
kemudian barangkali didalam hal-hal yang sifatnya tfedaksional
dan teknis itu bisa dilempar kepada instansi lain, atau kalau
didalam acara Pelno ini masih terdapat kekurangan setelah ta-
di yang kami usulkan dua putaran, itu di pending diserahkan
kepada PANJA. '

Tapi yang pehting bagi kami, bahwa didalam pembahasan ini ka-

.lau sudah bisa dilihat dari persandingan DIM ini mana yang st

fatnya substansial, itu kita kumpul, dan mana yang sifatnya
teknis redaksional itu Jjuga bisa kelihatag, itu bisa ditingegal
kan dan diserahkan kepada TIMMUS dan selgnjutnya. A
Nah itulah saya kira sebaiknya supaya pembahasan kita ini le-
bih lancar, Tapi sebelum itu, kamipun ingin memberi penje -~
lasan tadi kepada Baspak Menteri, yaitu bahwa apa yang kami ke
mukakan usul Pemerintah ini'sebagai usulan baru, sebagai mem-
perhatikan usulan. dari fraeksi-fraksi lain sehingga timbul u -
sulan . sistematika.

Ini kami dari Fraksi PDI, yang tadinya sepenuhnya mendukung
usulan lama, sekarang kan jadi lain Pak, jadi.harus merubah
strategi lagli bagaimana mendukung Pemerintah didalam usaha me
nyelesaikan_UU‘ini. Begitu Pak, jadi bukan masalah apa, da -
lam hal ini Bapak memperhatikan mungkin.dari FKP, dari ABRI,
dari FPP. Tapi dari kami yang sudah persis sama mendukung u-
sul pertama, itu jadi buyar lagi nanti kita perjanjian kita

di belakang, itu.nanti akan sulit Pak. - Jadi bagaimana ini ha
rus kita sesuaikan dan memang sistematika ini nanti akan ber-
jalan Pak, tidak usah terlalu cepat seperti ini.

Jtulah dari kami, terima kasih.

KETUA::

Kami ingin tegas, Jadi dari Fraksi PDI pembahasannya mu-

lai dari Judul, konsiderans dan seterusnya ?

" FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Ya.

" KETUA:

Ya. PFraksi PPP Jjuga demikian ? Ya,

Saudara~saudara sekalian, khusus dari Fraksi ABRI, Jjadi
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figa fraksi menghendaki Pak, mulai dari awal, mulai dari Ju -
dul, dan seterusnya. Dari Fraksi ABRI mau ada terobosan mengi
ngat waktu, kalau bisa Jangan seperti itu, mungkin waktunya a-
gak lama.

Bagaimana ini Pak kira-~kira %

. FLABRI (H. SURJO MARDJIYO):

Ini kan hanya saran, jalan keluar, barangksali Jjalan kelu-
arnya lebih baik, Kalan dipertimbangkan Jalan keluar ini ti -
dak lebih baik dan tidak lebih menguntungkan, apa salahnya ka-
lau disesuaikan dengan fraksi-fraksi yang lain.

Terima kasih. :

‘KETUA:

Terima kasih,

Saudara~saudara sekalian, saya minta keputusan kita ber-
sama, Jadli pembahasan ini kita mulai daripada judul dan sete-
rusnya sesuai dengan buku DIM ini., Setuju ?

(Palu diketok 1 X)

Terima kasih.

Kemudian mengenai prosesnya, saya kira Semua tagdi-juga "
berkembang bahwa dalam rangka membahas satu masalah diberikan
vaktu dua kali putaran, termasuk tentunya bukan fraksi tetapi
Juga pada Pemerintah, Apabila dua putaran itu belum ada kon-
sensus, bisa ada dua cara, kitaskors kita lobby, kalau toh da
lam' lobby tidak bisa konsensus atau tidak ada kesepakatan, ki
ta serahkan itu pada lembaga yang lain, apakah itu PANJA dan
sebagainya,

Bisa diterima ? Setuju Saudara-saudara ?
Ya.

(Palu diketok 1 X)

Terima kasih.

Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan persetujuan kita,
mari kita semua memegang buku DIM, dan kita akan mulai dengan
Bab, JUDUL bukan Bab ma'af. JUDUL daripada RUU ini.

Disihii adé figa fraksi yang mengajukan usul pérubahan atau pe-
nyempurnaan, &aitu.dari Fraksi Karya, Fraksi Persatuan, dan
Fraksi PDI,

Kami persilahkan sekarang, barangkali Fraksi Karya ada tanggap

an, penjelasan, silahkan,
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- FKP (DRA. NY. SYAMSTAR LASAHIDO):

Saudara Ketua Rapat Gabungan Komisi VIIT dan X yang kami
hormati, Ibu, Bapak Pimpinén Rapat Gabungan, Menteri KLH dan
Kepala BKKBN beserta.Staf yang kami hormati, rekan-fekan Ang-
gota Rapat Gabungan Komisi VIII dan X, hadirin yang kami hor=_i:
mati, mengenai JUDUL Fraksi Karya mengusulkan kata "Perkem -
bangan" dihapus. Alasan mengapa kata ”Pcrkembangan",ini diha.
pus adalah karena FKP berpendapat, bahwa kata "Perkembangan"
menggambarkan suatu proses, suatu perubahan yang berarti ha -
nya berorientasi pada waktu tertentu, dalam hal ini jangka
pendek., Jadi ini bertentangan dengan maksud dan tujuan sebu-
ah UU yang diharapkan berorientasi jangka panjang, minimal 25
tahun atag lebih, Kalau kata "Perkembangan" itu berarti sua-
tu proses, maka tidak lazim diwadahi oieh sebuah UU. Dan inji
pun Fraksi Karye merujuk dalam GBHN 1988, dimana disitu ads
kata "Kependudukan dan Keluarga Berencana".

Jadi dari Fraeksi Karya Pembangunan dalam mengusulkan kata"Pe£
kembangan" ini dihapus, sebagai apa yang telah kami sampaikan.
Demikian.

Terima kasih,

; Wassalamu'alaikum Wr, Wbr,

KETUA :

Terima kasih, barangkali juga kami minta sekaligus tang-
gapli terhadap usul perubahan dari fraksi yang lain. Seperti
kalau Fraksi Persatuan saya kira sama, mungkin terhadap Frak-
si PDI, supaya ini satu pitaran, kemudian untuk mempercepat.

Dari Fraksi Karya tanggapi pada fraksi yang lain.

" FXP (Dr. NY. TIDA YUSI DAHLAN):

Ma'af Pak, saya kira alasan kita dulu masing-masing mem-
berikan alasan, baru kami bisa memberi tanggapan.

Terimabkasihg

KETUA:

O begitu, ini Pimpinan mau cepat Bu. O0K:lah kalau begitu.

Kemudian Fraksi Persatuan, silahkan.

FPP o..o..o.oooon.oooooo.'.'.‘
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FPP (DRS. MOH, HUSNIE THAMRIN):

Saudara Ketua, Wakil PemefintahAbeserta Staf yang kami
hormati, para Anggota Sidang Gabungan yang terhormaﬁ, Fraksi
kami mengajukan satu. perubahan, namun sebelum ini kami Jjustru
kami meminta penjeiasan lebih dﬁlu, kenapa Pemerintah Justru
menggunakan istilah "Perkembangan". 1Ini yang justru kami me -
minta penjelasan kepada Pemerintah, kenapa Pemerintah menggu -
nakan istilah "Perkembangan Kependudukan", sebab menurut pen -
davat Fraksi Persatuan istilah "Kependudukan" jauh menjangkau
lebih luas damyaknya dari masalah-messalah yang itu apabila di-
awali dengan kata "Perkembangan".

Kemudian juga fraksi kami ingin mendapat penjJelasan lebih Jauh
dari Pemerintah apa kaitannya dengan masalah demografi tentang
maesalah UU Perkembangan UU Kependudukén ini., *

Jadi inilah yang ingin kita lebih dulu mendapatkan penjelasan

Pemerintah.

Terima kasih,

" KETUA: &

Terima kasih, berikut Fraksi PDI.

" FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Didalam DIM, ini ditambah kata "Pembangunan" sebelum kata

"Keluarga Sejahtera".
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Dengan demikian bunyinya "Perkembangan Kependudukan dan Pem-
bangunan Keluarga Sejahtera", Adapun alasannya apabila di-
lihat dari segi bahasa Judul aslinya Perkembangan Kependu-
dukan dan Keluarga Sejahtera, itu akan berarti bahwa per-
kembangan kependudukan dan perkembangan keluarga sejahte-
ra, sedangkan didalam materi RUU ini baik di pasal-pasal-
nya maupun Jjuga tertera didalam salah satu Bab yaitu Bab

IV itu keluarga sejahtera itu memang yang akan dimasalah-
kan, akan dibahas atau dipantau selanjutnya adalah tentang
pembangunannya, pembangunan keluarga sejahtera. Nah Perkem
bangan Kependudukan dan Pemibangunan Keluarga SeJjahtera apa
bila dilihat dari materi pasal demi pasal dalam RUU ini i-
tulah yang menurut Fraksi PDI sangat cocok. Nanti akan mem
bahas usul yang lain nanti pak, itu alasan dari kita dulu.
Terima kasih untuk sementara pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Popo, kemudian kami persilahkan kepa
da Pemerintah ada pertanyaan dari Fraksi Persatuan sebelum
ada tanggapan untuk memberikan penjelasan kenapa ada kata
"Perkembangan".

F-ABRI (H. SURJO MARDJIYO) :

Terima kasih atas kesempatannya, dan sebelumnya minta
maaf kepada PDI, tidak berarti saya membantu PDI.
Mengenai masalah judul Fraksi ABRI memang tidak merubah a-
tau tetap. Meskipun pada saat sekarang belum perlu memberi
kan penjelasan mengapa tetap, tapi yang Jelas kebetulan sa
Ja sama pendiriannya dengan Pemerintah dengan alasan-alas-
an tentunya sejak dari penyampaian keterangan Pemerintah,
sampail kepada pendapat umum dan Jawaban Pemerintah kemarin
sehingga menganggap bahwa Jjudul ini masih cukup relevan,
Untuk itu Fraksi ABRI menganggap tetap saja.
Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih kepada Pak Surjo, kami persilahkan kepa-
da Pemerintah. |
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MENTERI NEGARA KLH (PROF. DR, EMIL SALIM) :

 Terima kasih, khusus menjawab dari Fraksi Persatuan
Pembangunan, pertama adalah disebut "Perkembangan“ dalam
makna dinamis, dinamika melihat kedepan dan tidak tergan-
tung pada waktu, sehingga tafsiran bahwa "Perkembangan"
memuat suatu proses Jjangka pendek adalah kurang tepat. Dia
merupakan perkembangan dalam makna Population Dinamic, Ka-
rena itu maka diambil hal-hal yang mempengaruhi perkembang
an kependudukan. Kependudukan yang diambil Justru tidak yg
lebih luas untuk menghindari jangan sampai ada kerancuan ,
ketidak pahaman apa yang diatur didalam undang-undang ini,
kita mengacu kepada GBHN, Kependudukan dan Keluarga Beren-
cana secara lengkap kependudukan dan keluarga berencana di
GBHN terbagi atas satu menyangkut kependudukan, dua menyang
kut keluarga berencana.
Tentang kependudukan disebut kebijaksanaan kependudukan di
arahkan kepada pengembangan penduduk sebagai sumber daya
manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efek
tif dan bermutu dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan ma-
syarakat yang senantiasa meningkat. Sehubungan dengan itu,
perlu terus ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan
dan persebaran penduduk, disamping pendidikan, kesehatan,
pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan penciptaan la
pangan kerja, itu rumusan GBHN. Apa yang kita lihat 2 hal
perlu ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan dan per-
sebaran penduduk disatu pihak disamping pendidikan, kese-
hatan, pertumbuhen dan lain sebagainya. Untuk pendidikan ,
untuk kesehatan, dan lain sebagainya telah ada rancangan
undang=-undang lain. Maka rancangan undang-undang ini harus
menjawab, mengatur apa, dia tidak mengatur pendidikan, ka-
rena sudah ada undang-undang pendidikan, dia tidak menga -
tur kesehatan karena sudah ada lain-lain sebagainya. Kare-
na itu tidak bisa dipakai cantelan undang-undang kependudu
kan tok, tetapl aspek kependudukan apa yang diambil sesuai
dengan yang diminta, sini ditingkatkan upaya pengendalian
pertumbuhan dan persebaran penduduk, yaitu perkembangan ke
pendudukan tadi. Maka memang undang-undang ini membatasi
diri pada perkembangan kependudukan disatu pihak dan per-
kembangan keluarga sejahtera dilain pihak. Pengertian demo
grafi adalah pengertian yang umum dipakai terhadap kuanti-
tas penduduk saja. '
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Maka demografi sempit sifatnya, sedang yang diminta oleh
GBHN adalah Jjuga kualitas, juga persebaran mobilitas, kare
na itu kita ambil rumusan bukan demografi tetapi perkemba-
ngan kependudukan tadi. Bagian dari kependudukan dan kelu-
arga berencana dari GBHN 88 mengatur masalah keluarga be-
rencara dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejah-
tera., Jadi KB harus dilihat sebagai ikhtiar utama inherent
didalam pembangunan Keluarga sejahtera tadi. Maka sesuai
dengan GBHN ini materi yang diatur didalam perumusan un-
dang-undang ini 2 hal yaitu yang menyangkut ditingkatkan -
nya upaya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk
serta kualitas dan keluarga berencana dalam rangka mewujud
kan Keluarga Kecil Bahagia dan SeJjahtera. Dengan demikian
kami hérap agak Jelas bagi Fraksi Persatuan Pembangunan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Menteri atas penjelasan, saya ki
ra bagi Fraksi Persatuan sudah cukup Jjelas barangkali., Nah
sekarang Saudara-saudara kita mulai dengan Tanggapan dari-
pada Fraksi-fraksi atas pendapat Fraksi-fraksi mengenai u-
sul perubzhan ini, Kita mulai dari Fraksi ABRI.

F.ABRI (H. SURJO MARDJIYO) :

Terima kasih Ketua Sidang yang kami hormati, kita ke-
tahui bersama sejak daripada keterangan Pemerintah, peman-
dangan umum Fraksi maupun jawaban Pemerintah yang tadi su-
dah dijelaskan oleh Saudara Menteri, masalah istilah per -
kembangan kependudukan yang digambarkan disini adalah masa
lah dinamika, kami sependapat dengan Pemerintah bahwa dina
mika itu tidak akan berhenti tidak ada waktu selama dunia
itu masih berputar itu jalan terus, Jadi adalah salah tang
gapan bahwa mengatakan ini suatu periode tertentu, karena
ini adalah undang-undang bukan program kerja itu baru pa-
kai periode tertentu Jangka waktu yang akan kita capai.
Itulah akibatnya kenapa kami bersependapat tidak ingin me-
rubah daripada kata "Perkembangan Kependudukan" dalam ar-
tian dinamika. Dan kaitan inilah mengapa dalam perkembang-
an kependudukan itu ada titik berat daripada dinamika itu
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yang diarahkan untuk mencapai keluarga sejahtera, ini pen-
Jelasan kami terhadap dari fraksi lain kenapa Fraksi ABRI
itu tetap mempertahankan Judul yang asli yaitu Perkembang-
an Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

- Usul dari PDI pak ada tambahan "Pembangunan", Jjadi

. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga SeJjahte

ra. Dari Fraksi PDI pak, tanggapan terhadap usul perobahan
Fraksi PDI. Kalau melihat isi daripada materi undang-undang
ini RUU ini memang pembangunan keluarga sejahtera yang di-
buatnya, Jjadi cara telah dijiwailah dalam ini, bahwa itu
ada perkembangan floita. Jadi apa kira-kira bisa menerima
usul FDI atau gimana.

F-ABRI (H. SURJO MARJIYG) :

Sidang yang terhormat, mengenai usul PDI itu kami ti-.
dak keberatan tetapi itu sudah ditampung nanti didalam Bab
bab Batang Tubuh, Jjadi sudah masuk dalam Bab VI tersebut.
Tetapi untuk judul sebaiknya pembangunan itu belum diton -
Jolkan disini.

Demikian sebagai tambahan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, berikut Fraksi Persatuan.

F.PP (DRS., H. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Terima kasih Saudara Ketua, Fraksi kami mengajukan me
mang kependudukan dan keluarga berencana tidak menggunakan
keluarga sejahtera itu tidak menggunakan data perkembangan
tadi memang sudah mendapatkan penjelasan dari Pemerintah ,
tapi Fraksi kami memang berpendapat bahwa dengan kependudu
kan itu sendiri sudah terkait didalamnya adalah termasuk
perkembangannya dan juga: termasuk segala sesuatunya, hal
ikhwal yang berkaitan dengan masalah ke penduduk maka kita
sebutlah kependudukan kemudian menanggapi apa yang disam -
péikan oleh Fraksi PDI tentang istilah pembangunan, saya
kira memang didalam Judul ini saya kira tidak harus ada
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kata pembangunan sebelum kata keluarga sejahtera, pembangu

nan ini nanti adalah merupakan pekerJjaan yang akan ada yg

akan kita laksanakan dan kita atur didalam pasal-pasal yg

sudah ada, sehingga maka judul bagi kami tetap adalah masa

lah kependudukan dan keluarga sejahtera. Tidak usah diem -

bel-embeli atau ditambah dengan kalimat pembangunan.
Demikian Saudara Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT :
Terima kasih, berikut Fraksi PDI.

F-PDI (DRS., POPO SONADAR HAROEN) :

Terima kasih, kami merasa agak lain baik dengan usule
an F-KP maupun F-PP, karena selain Bapak Menteri tadi su-
dah menjelaskan, didalam jawaban Pemerintah juga sudah je=
las sekali bahwa yang dimaksud didalam undang-undang ini
adalah bukan menyangkut kependudukan secara keseluruhan,
jadi yang menyangkut berbagai masalah emigrasi, pendidikan
dan lain sebagainya itu, bukan itu, oleh karena itu harus
ada ciri yang memberitahukan bahwa undang-undang itu bukan
membicarakan hal itu, tetapi yangakan dibicarakan adalah
menyangkut perkembangan dan pembangunannya itu, sehingga
perkembaﬁgan maupun pembangunan dipakai sebagai ciri meru-
pakan suatu proses dan dinamika itu Fraksi PDI merasa per-
lu akhirnya menambahkan kata pembangunan karena baik per-
kembangan maupun pembangunan itu mer .pakan suatu proses su
atu dinamika yang akan terus menerus berlanjut, nah apabi-
la tetap judul ini berbunyi perkembangan kependudukan dan
keluarga sejahtera, Jadi keluarga sejahteranya tidak ada
keterangannya, kalau kependudukannya ada Keterangannya yai
tu yang akan dikembangkan diperkembangkan sedangkan keluar
ga sejahteranya tidak Jelas, padahal didalam pasal demi pa
sal dan didalam Bab IV Juga didalam usulan Pemerintah yang
baru yang nanti akan dibahas itu jelas-Jelas dikemukakan
bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
sejahtera. Jadi didalam hal ini kami masih merasa perlu me
nambahkan keterangan tentang keluarga sejahtera ini agar
tidak menjadi rancu, sebab kalau tanpa perkataan pembangun
an, nanti masyarakat akan membaca pefkembangan penduduk
dan perkembangan keluarga berencana, sedangkan yang kita
maksud adalah pembangunan keluarga berencana dan perkem-
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bangan kependudukan. ,

Saya itu dari kami, tetapi karena kami pasukannya agak ba-
nyak barangkali ada yang ingin menambahkan kalau diperbo -
lehkan kami akan menambahkan, :

P-PDI (NIKOLAAS HE., M. TH.) :

Saudara Pimpinan.terima kasih kesempatan ini, hanya
untuk melengkapil keterangen dari Pak Popo, nampaknya dalam

rancangan undang-undang ini Pemérintah sendiri membedakan

pengertian perkembangan dan pembangunan, cukup Jjelas saya
kira kalau perkembangan itu harus diatur, ditata dan kami
setuju kalau dimuka kata kependudukan ditaruh kata perkem-
bangan, tetapil bahwa istilah perkembahgan itu tidak begitu

cocok untuk keluarga sejahtera, maka agar sinkron dengan

buah pikiran Pemerintah sendiri seperti misalnya pada pa-
sal 4 ayat (2.b) disebutkan tentang pembangunan keluarga
sejahtera bukan perkembangan keluarga sejahtera pada pasal
7 pada pasal 9 ayat (2) pada pasal 10 ayat (1.c), (1.g) pa
sal 12 ayat (J) dan seterusnya Pemerintah sangat tidak me-~
makai kata perkembangan keluarga sejahtera tapi pembangunan
keluarga sejahteré. Berarti ada berbedaan nuansa pengerti-
an perkembangan dan pembangunan sehingga cocok kalau di Jju
dul sudah perkembangan kependudukan dan pertumbuhan pemba-
ngunan keluarga sejahtera, Jjadi kami tetap kalau bilang
ngotot untuk merubah itu judul pak.

Terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT :
Terima kasih pak Niko, berikut dari F.KP.

F-KP (dr. NY. IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih, ini round kedua atau round pertama dari
tanggapan pak ya, saya menambahkan dahulu mengenal penjela
san mengenai perkembangan, istilah perkembangan yang kami
usulkan tadi untuk dihapus. Setelah mendengar keterangan
Pemerintah kami lebih mantap pak untuk tetap menghapuskan,
Justru untuk menghindari kerancuan istilah ini pak, kami
saja sebagian kecil dari penduduk Indonesia disini sudah
mengira bahwa perkembangan itu adalah suatu proses yang
berorientasi jengka tertentu, jangka pendek.

Apalagj- oo 00000000



- 47 -

Aoalagl masyarakat kita yang kita wakili diluar itu akan
lebih rancu lagi, itu pertama,

Keduanya, mendengar tadi dari Fraksi PDI maupun tanggapan-
dari F.PP dan F,ABRI bahwa pembangunan keluarga sejahtera
itu kurang relevan untuk ditaruh didalam judul karena di-
dalam Batang Tubuh sudah digambarkan mengenai pembangunan
tersebut, oleh karena itu perkembangan ini pun tergambar
didalam Batang Tubuh secara keseluruhan itu mengenai per-
kembangan kependudukan., Jadi karena sudah ceritanya perkem
bangan Jjudul ini tidak usah lagi menggambarkan perkembang-
- an yang bukan berarti kita mau mencakup seluruh aspek ke-
pendudukan, bukan, Didalam sudah Jelas yang kita urusi de-
ngan undang-undang ini hanya sektor yang belum terurusi da
ri kependudukan yang lainnya, itu mengenai perkembangan ta
di pak tentang tanggapan fraksi lain saya minta bantuan
Ibu Lasahido.

F-KP (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Terima kasih, mengenai tanggapan kami pertama-tama ka
mi terima kasih usul kami sama dari F,PP dan juga untuk
hal ini dari kami mengenai F.PDI yang akan menambahkan ka-
ta pembangunan sebagaimana yang telah disampaikan oleh re-
kan kami’ lebih mempersempit arti daripada keluarga sejahte
ra itu karena didalam Batang Tubuh semua masalah ini sudah
ditampung didalam Batang Tubuh. Oleh sebab itu dari Fraksi
Karya tidak perlu lagi menambahkan kata pembangunan,
Selanjutnya mengenai kata perkembangan yang kami usulkan
untuk dihapus kami untuk sementara masih tetap pada pendi-
rian yang telah kami sampaikan tadi oleh karena arti dari-
pada perkembangan itu dalam kamus bahasa Indonesia kami me
iihat kata perkembangan itu berarti perihal berkembang.
Oleh karena itu, itu merupakan suatu proses tertentu dima-
na berkembang itu berarti menjadi besar menjadi bertambah
sempurna dan menjadi banyak dan meluas, oleh sebab itu ada
batas waktu tertentu untuk hal tersebut oleh karena itu ka
mi dalam hal ini masih dalam Jjudul.

Terima kasih, '

KETUA RAPAT :

Terima kasih, dari Pemerintah kami persilakan.
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MENTERI NEGARA KLH :

Pertama, yang tampak menjadi soal adalah pengertian /
definisi apa itu perkembangan kependudukan., Mungkin nanti
pada waktu membicarakan Bab Ketentuan Umum disana bisa di-
berikan definisi yang menghilangkan keraguan tentang 1isi
perkembangan,

Kedua, adalah ingin kami tanggapi dari Fraksi Persatu
an Pembangunan kalau saya tak salah sangka meksudnya ada

~lah termasuk hal ikhwal semua segi kependudukan, demikian.

Justru begitu yang hendak dihindari, jadi bukan semua segi
kependudukan masuk kedalam undang-undang ini, Jangan sam-
pai iniimenjadi tumpang tindih dengan undang-undang kese-
hatan, pendidikan yang menyangkut segi'kependudukan pula,
Jadi disini saya lihat ada sedikit yang unik, ini mau spe-
sipik sebagail pelengkap dari undang-undang lain yang meng-
tur kependudukan, sesuai pula dengan petunjuk GEHN, Jadi
GBHN itu kesehatan sudah diatur, pendidikan sudah diatur ,
tenaga kerja sudah diatur segala macam, sekarang apa yang
belum diatur, .nah itu yang akan diatur disini, Kedua hal

itu ingin dihindari oleh karena semacam kebiasan di DPR a-
dalah menghindari adanya rancangan undang-undang pokok, Ja
ngan ada undang-undang pokok. Karena itu, ia jangan kabur
kalau tidak undang-undang pokok supaya tidak kabur apa per
kembangan kependudukan, lantas apa tanya Fraksi Karya Pem
bangunan definisinya, mari kita difinisikan pada Ketentuan
Umum, Kemudian; perkembangan selalu berkembang dia tidak di
ikat oleh waktu, namanya berkembang kok. Terus berkembang

growth itu terus tumbuh berkembang dan Justru karena dia
terus berkembang itulah maka perkembangan kependudukan per
lu diatur didalam undang-undang. '

Terima kasih.

KETUA RAPAT :
Terima kasih, masih ada yang kurang pak. Yang dari

Fraksi PDI, usul kata pembangunan pak.

MENTERI NEGARA KLH :

Itu kami dalam hal itu menangkap Jiwa seﬁangat PDI
dan kami pasrahkan kepada para peserta fraksi lain, kami
disitu tidak terlalu menolak tidak terlalu menerima, pokok
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nya dalam hal ini kami netral, terima kasih,

KETUA RAPAT

Terima kasih, Saudara-saudara dalam putaran pertama
ini tiga fraksi tetap berpendirian bahwa usul Fraksi FDI
itu sebaiknya tidak ada, artinya kata pembangunan itu ti-
dak perlu ada, baik Fraksi Karya kami dengar tadi, Fraksi
ABRI, Fraksi ABRI tidak keberatan tetapi itu sudah ditam -
pung didalam Bab dan pasal=-pasal oleh karena itu sebaiknya
nggak perlu, kira-kira begitu pak ya. Jali tiga fraksi ini
‘merasa bahwa usul Fraksi PDI yang menambah kata pembangun-
an itu tidak perlu ada. Bagaimana kira-kira Fraksi PDI, bi
sa menerima., Silahkan,

F-PDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN) :

Semua fraksi termasuk Pemerintah melalui Pak Menteri,
itu rupanya tidak ada yang berkeberatan pak, karena alasan
nya sudah ditampung didalam isinya pasal-demi pasal, Jjustru
kalau menurut pendapat Fraksi kami Jjudul harus sudah membe
rikan gambaran mengenai isinya itu. Jangan sampai orang mem
baca ini kependudukan dan keluarga sejahtera isinya kok la
in, begitu, Sebab yang akan membaca ini saya.kira masyara-
kat pak, bukan hanya Pak Menteri, bukan hanya Pak Ketua di
dalam hal ini, ini adalah harus dimasyarakatkan. Jadi seka
1i lagi judul itu harus sudah menggambarkan apa yang mau
dibicarakan selanjutnya, begitu kalau didalam pembuatan
skripsi itu saya selalu melihat abstrak, begitu pak., Jadi
sudah tahu apa isi skripsi itu, begitu pak. '

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Artinya, tegasnya Fraksi PDI tétap pada pendiriannya.
Kemudian mengenai kata perkembangan, Pemerintah tadi sudah
Jjelas bahwa tetap berpéndirian sepérti itu, demikian Juga
Fraksi ABRI dan Fraksi PDI berpendirian sama dengan Peme-
rintah,'artinya kata perkembangan itu tetap dicantumkan se
dangkan Fraksi Persatuan dan Fraksi Karya tetap menghen-
daki'supaya kata perkembangan itu dihapus, Kami tawarkan
pada Fraksi Karya itu, Pemerintah sudah bicara seperti itu
bu, Jadi kira-kira bisa ikut Pemerintah,

F-KP .oooo-'--‘.aooooo
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F-KP (dr. NY, IDA YUSI DAHLAN) :

Terima kasih Pimpinan, ini mohon bukan ikut-ikutan, ja
di karena tadi ikut Pemerintah, Jadi kami melihat dari per
soalannyz ini secara materi yang luas., Mengapa tadi  kami
rekan kami mengatakan bahwa istilah perkembangan itu meng-
gambarkan kurun waktu, memang ini tergambar dalam definisi
yang dicantumkan dalam pasal 1 nomor 1 mengenai perkembang
an disini merupakan suatu kurun waktu . Itulah sebabnya
alasan daripada perkembangan kami mencantumkan mengenai ku

run waktu, itu pertama pak.

Kedua, istilah atau didalam matematika itu rumus se-
suatu itu memang sependek-pendeknya tetapi mencakup arti
yang seluas-luasnya., Itu sebabnya tidak kami jejer Judul
perkembangan kependudukan dan seperti tadi rekan dari Frak
si PDI pewmbangunan keluarga sejahtera. Memang demikianlah
sebenafnya yang tersurat didalamnya tetapi karena suatu pe
rumusan Judul itu suatu rumus pendek nggak bisa terlalu pan
Jang atau diuraikan tetapi Justru untuk menyingkat dan me-
madatkan darjpada isi daripada Batang Tubuh, maka perkem-
bangan ini kami hapuskan sebagai pelijelasan dari kependudu

kan yang akan kita tangani, demikian juga keluarga sejahte

ra itu tidak dibubuhkan pembangunan. Hal tersebut tergam =
bar yang tadi Bapak Menteri mungkin juga sudah sitir menge
nai GBHN dimana pada pola umum Pelita V itu ada istilah,
Jadi kita Jangan beracuhkesitu saja tetapi ini presedent
bahwa adanya iétilah tersebut pun di GBHN adalah kependudu
kan dan keluarga berencana, Yang diuraikan didalam isinya,
disitu mengenang mengenai kependudukan dan keluarga beren-
cana, Jadi istilah ini bukanlah sesuatu yang tidak lazim
untuk menjadi suatu jﬁdul yang sudah dipresedeni di dalam
GBHN, Itu mengacu kepada GBHN, namun demikian kami menger-
ti Bapak Menteri tadi juga menjelaskan mungkin kerancuan -
nya ada dalam definisi, oleh karena itu kalau nanti kita
sudah menginjak pada pasal 1 Bab I, itu kami mengusulkan
suatu jembatan dimana kami tidak mencantumkan perkembangan
didalam judul, pada judul, tetapikami Jjembatani didalam
ketentuan umum mengenal apa yang dimeksudkan dalam kepen-

‘dudukan yang menggambarkan suatu perkembangan yang itu-

itu dan lain-lain, Nanti kita akan sampai ke pasal 1, Jadi
bukan berarti kami Juga ngotot begitu menghapuskan perkem-
bangen, tetapl toleransi kami memberikan jembatan  bahwa
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antara Jjudul dan isi batang tubuh itu tidak terlepas , te=
tapi dijembatani oleh sebuzh istilah didalam ketentuan u-
mum, Jjadi pasal 1. Demikian pak, terima kasih, v

KETUA RAPAT :

Terima kasih bu, pantas Fraksi Persatuan ...., tadi
sudah ada penjelasan dari Pemerintah soal kata perkembang-
an apa tetap berpendirian seperti atau ikut Pemerintah.

F-PP ( DRS, H. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah yang kami hormati dan
para Anggota Sidang Gabungan yang terhormat, Kalau kita a-
mati memang didalam GBHN memang bicaranya adalah masalah
kependudukan. Kemudian dari kependudukan mengalir tentang
perkembangan penduduk atau pertumbuhan.penduduk. Cleh kare
na itu Fraksi kami memang melihat bahwa Jjudul yang paling
tepat untuk undang-undang ini adalah kependudukan, Karena
ia didalamnya berbicara masalah kualitas, bicara tentang
kuantitas, bicara tentang keluarga sejahtera dan keluarga
berencana, Tetapi kalau kita menggunskan Jjudul tentang ma-
sa dengan perkembangan kependudukan sudah barang tentu per
tama akan berlebihan karena itu memang itulah yang ingin
kita tuju dengan undang-undang ini yang kemudian berkaitan
dengan kualitas diatur dalam pasal 20 sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan yang lain. Tapi undang-undang ini
Juga akan bicara tentang kualitas dan kuantitas, baik kua=
litas penduduk maupun kualitas keluarga,

Oleh Karena ;ooocoo
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| Oleh karena itu'm&manq dampaknya hai?ikhwal tentanqg kepehthUEan
adalah terkait didalam judul ini sendiri, maka FPP berpendapat bahwa
“{dengan tidak menaguwranail hormat. kami atas benjelasan Femerintah) Judul
ini - adalah denaan " Kependudukan dan Keluarga Sejaﬁteri * jauh lebih

tepat dengan kita menambabh kalimat ' didepannya " Perkembangan .

KETUA

Terima kasih, Jadi menaenal masalah u.ql perrubahan dar§' FPDI
- tadi beliau sudah ungkapkan bahwa walaupun dari I Fraksi ‘tidak perlu
ada témhaham kata pecsundang-undanaan, tapi'FPDI tetap beétahan untuk
itu dicantumkan. ‘
| :qumudian FEF dan FFFP juga tetap bertahan.bahwa kata " FPerkembang-
an " itu sebaiknya dihapus, baranakali dari FABRI ada tambahan, apakah
akan ikut FKF atau FPDI dan sebagainva, silakan.
~o+ . FABRI (..................1.......L s
<alaul mei dengar dari tadi,itu'hahapa ﬁgmi berpendirian tetap
pada judul perfamd. "Perkembandan Kependudﬂkaé dan Keluarana Berencana"
. saya rasa bacanya ini perlu kita perbaiki. . Jadi kalau sava lihat
pandanqan tadi ity sakan—akan ini yana dibicafakan‘adalah'"Perkembanq-

an Kependudukan, dan Keluaraa Sejahtera”.

P
-

Kalau pendirian kami tidak beqgitu, yaitu‘:‘“Pé}kembanqan. Kependudukan
" dan ' Keluaraga Sejahtera”, jadi suatu totalitas mengarah pada suatu
, arahan vaitu keluarqa sebaqai unlt LPrngll deri masyarakat.

' Karena lkalaw kita baca di GBHN pada Nomor & butir a bahwa
kebijaksanaan kepandqdukan itu diarahkan dalam'rénqka mewujudkan mutu
kehidupan masyarakat vang senantiasa menindkat; Jadi ada ddinamika dan
tidak. hanva kependuddakannya yanq-dinamis. tetapi keluarqa yvana inagin

'dicabéi vana sejahtera itu Juaa dinamis, jédi dua-duanya;‘jadi'ini Su-
Caty totalitas képendudukan dan keluarqga sejahtera, kami setuju kenapa

lglaéén kami kepada tetap adanya dinamika itu tercantum. '

| Jad1 mohou masalah leﬂendudukan dan keluarua sejahtera jangan di-
 91sah._ ini guatu totalxtas qamburan ddrxpadu banqsa 1n1.: vaitu unit
”fterkﬁcxl keluarqa itu. : f%f‘ f’“]”:fijﬁ ?: fl“'“” :

KETUA G o
HTerlma kasih, artinva maksud dari FABRI judul ini adalah “Per-

-;kembanqan Fependuduvan4 dahvlkeluarna' Sejahtera" biﬁih diartikan
-,perkﬁmbanqan‘ LEQEndudukan dan perkembanqan keluarqa seja

B T e S

tera. tapi

P - ot e e

hanva dlpakal Eatu perkembanqan kependudukan dan keluarua SuJahtera°

u} FABRI "(:l;---.---u--..---nvu)‘ - R e i : P wl\ B L ]
. Bukan Pak, kalau beaitu artinya ada 2 materi., penduduk . dan  ke—
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Kami menqusulkan diarntarsa kata nasional dan kata mencakup, ditam-
bah kata-kata [sebagail penqamalan Pancasila’, alasan kami adal ah
karena seqala aspek pesbangunan harus diarahkan untu& mengamal kan
butir-butir vang terdapat didalém dasar neqara Pancasila, oleh sebab

itu dalain konsideeran meniabanag ini kami aenqusulkan untuk dapat di-

“tambahlkan kata—kata “zsebagai pengamalan Fancasila™, dan untuk itu

rumusan kita akan berbunvi :

=  Rahwa pembanqunan nasional sebagai penqamalan Pancasila, mencakup

semuia matra dan aspelk kehidupan, termasuk kuantitas penduduk, kua-—

litas pendudul, dan kualitas keluarga. serta persebarang penduduk
untuk | mewujudkan  kFemalbmuran, kesejahteraan. dan kebahaqiaan
masyaralat.

Demikian dari FFPF.

KETUA :
Terima kasih, berikut FABRI.

FARRI (H. SURJO MARDJIYO) =

Dari FABFI Jugatada sedikit penvempurnaan, vaitu bahwa rumusan
butir a, kami pandana belum mengacu kepada falsafah budayva bangsa atau
kurang., oleh karena itu perlu dirumuskan kembali dengan  mencantumkan

pembangunan  sabagai pengamalan Pancasila’, deriqan alasan untuk

memberikan landasan motivasi pembentukan UU ini.

Oleh karenanva kami sempurnakan, akan berbunyi s
a. Bahwa pembanqunan nacional sebaqai pengamalan Pancasila adalah pen-—
banqunan manusia seuatuhnya dan pembanqunan seluruh masyarakat Indo-

nesia.

Jadi agak singkat, terima kasih.

KETUA =
Terima kasih, demikian penjelasan Fraksi—fraksi dan Femerintah

belum ada - komentar, sebab-ini baru penjel asan Paks  va. Sekaranqg

putaran I Fraksi memberikan tanaqgapan kepada Fraksi, mulai dari FPDI.

FPDI (DRS. POFO SOENANDAR, ﬁ) :

Saya melibat usul penvempurnaan dari FABRI, itu terlalu luas jadi
tidak mengarah kepada vang inain dimaksudkan didalam UU ini, itu I.
Sebaliknya vang diusulkan ocleh FPP itu justru terlalu detil, menvelu-
rdh lalau kemudian diperinci sampai detil,

Sedangkan  vang kami usulkan itu menqarah kepada vang substansi
saja. malahan kata—-kata penduduk yana diulang-ulana, itu kami minta di
satu kali saja. umpamanya kualitas penduduk, kuantitas penduduk, mobi-

li.tas .‘...I.l.....l..




litas pendudul: itu catu kali saja, jadi kami rasa menurut FPDI ya usul

kami vang terbaik benitu. o . S

KETUA
Terima kasih, berikut FEPF.

FEF (DRA. SYAMSIAR LASAHIDD)Y
Dari FEP melibhat hahwa darli T Fraksl vang menjadi dacar  pertim-—

bangan vang penting adalah hanva menambahkan kata—-kata *eebacail penga-—

malan Pancasila’ kami melibat dari FABRI kemudian dari PDI dan Jjuaa

sebenarnya dari FFF hanya lebih memperinci.

adi  antul inl dar: FEF barangkalil hanva didalam penyvampuirnaan
redaksional, tetapi tidalk didalam sesuatu vang terpirincis dalam hal
Sint kami menqusulkén Eiranvya sebagail pengamalan Pancasila  inid dapat

kita muat didalam koneideran wmenimbang, demikian.

FETU® =
Terima kasih, berilkut FARBRI.

FABRI (IGKN. SOEFRRFTO) :

Didalam kajian FABRRI terhadap berbagsai WU, karena ini aturannvya
vang pasti belum ada wuntuk suwatu pembuatan UU, sehingga setiap kali ud
masuk ditu  senantiaca pada hidang konsideran ini  berbeda-beda, oleh
Larena ito didalas perbedasn—perbedaan 1tu, FABRRT aenarik suatuw inti
pengertian, bahwa didalam pengertian konsideran ® Menimbanag " itu
tercakup pertama-tama adalah motivasi ¢iajukannya atau dibuatnya RUU
ini.

Didaleun motivasi Juga dituwasnglian adanya landasan-landasan falzafi
vang itu landgsannlandaaan vang melandasi biasanva 1ni dilandaskaq
kepada'budaya bangsa

Kemudian Juaa ada pemitiran—-pemikiran tentang kebenaran vuridis
vang dipakal patokan scerta kebutuhan masivarakat bangsa terhadap adanva
VU itu, vyaitu biasanyva seqi-seql sosimloqi. " Disini FABRI melihat
bahwa konsideran 'Menimbanq *inid perlq dipeerikan suatu payunag, va-

'..‘ ‘,:a\_‘ Ty :‘, ,!!

e':

_~1tu landd 2 an budayq bangs .
' Oleh larena 1tu butir a uelaln dxperppndek yaitu dianqqap yanq

bnkak"yanq akan men;adx payung - baq1v unqkapan berikutnya, disitu
disebutkan 3 '

—  Pembangunan pasional ebauax penqamdlan Fanca ila adalah pembanqun—
‘van'méﬁuﬁiarseutuhnya dan upmbanqunan Seluruh masyarnhat Indonesia.
Ini akan menjadi pavung baai rumusan-rumusan didalam keseluruhan
‘naskah‘RUU ind, dengan demikian dengan dianakatnya pembanaunan sebaqgai
pengamal ain Pancasila, dicini diperteqgas bahwa» ada payuna falsafah

budaya ® % 9 » o e 00 aanes s

\
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Budaya banagss vang sudah dipasang pada awal permulaan yvang mamotivs

i

dan melandasasi pewbuatan UY ini, demikian.

KETUA :

erima kasih, kemudian FPP =zilakan.

FPF (DRS. M.H. THAMRIMN) :
Fertans titik telak FPP didalam menvyusun konsiderar ini.  ingin
empatlkan babwa yvang ingin kita atur sesuai dengan GBHN kita adalsh
Pembanqgunan aanuszia seutuhnva dan masvarakat Indonesia, karera inri
bertailt denaasn penduduak
- Dalam ranqgka pesbangunan manusia sautuhnya dan juga pesbanqunan me-—
E/arakat. Indonesia seluruhnya., maka disitu termasuk pembanqunan
tependudul: cﬂ“l.

Jadi dalas rangka pembanqunan Legenduduldu inli meliguti pembinaan
kualitas pendqdul dan kualitas keluarqa serta pencatur Lependudul za
dain seterusnva.

Ini semuanya apa? Dalam rangka maksud untul meningkatkan harkat
darn  martabat manusia dalam rangka mencapal masyarakat vang adil dai
maltnur berdasarban Fancasila.

Jadi nilai filosofi disini ada Pancasila, kesudian insgirasings
adalak  dari GBHM kita'dan Juga merupakan motivasinys dari sana, Gar:
11 jugs merupalkan moral daripada pembangunan manosia ind adélah Jjuages
. Sehingqga dengan demilkian maka baik 1nspirasiy motivasi

dmavpun moral dan filsafahnya terlkait didalam butics ini.

- Ve apra kémi mengajukan rumusan ini . pertama-tama mediang
bami inagia menghilanglkan sesutau vanag krang lasim dipakai didalam satu
U fita, yatto osaatu istilalk atau kalimat asencakup semua matfa. Y ana
i saya kira karang lazim kita gunakan didalam peucndanag—undancan bita
dan bahazz inipun mungki kalau kita buka di kamus kita baru mengerti,
tapi ini bkurang bisa menjadi bahasa yang umum Jdikalangan masvyvarakat
kita. 0Oleh karena 1tu pada dasarnya pertama ingin menghilangkan 1tu.

Femudi an berbicara tentang kuanti tas pendudulk, Lamni disini ingin
menqgunakan suatu istilah "penaaturan kependudukan®, jadi disini nanti
Jjuga  bami shay Lterus menerus dari pasal ~kepasal kami selalu aian
berbicara tentanag wmasalah pengaturan penduduk, pengaturan kependudubkan

Jadi | FORNTYIA tidak maenggunakan secara  tentang masalah kuantiteas
kependudulan ini., karend penqgaturan kependudukan termassul marsalsh
tualitas, buanftitas penduaduk juqga persebarannya dan mobilitasnva.

Jadi EZdr. Ketuwa bahwa prinsip kami, sava kira kesmudian ini jugas

dari Uinsar ~unsur yvang ada ini. sava kira nanti Feunerintah bisa

merumdsk. Tobiih lanjurt didalam ramusan yvang lenagbkapn dJan meaadai
deagan berbiansd weulan dari Fraksili—fralbsi yanag ada.




bhutir a dan b, terisna kasili.

Sehiangas  Jonoas doar bian maka nanti didalam  cuanacan  konsideran
butir & ini, tedap aencandung inspirasie unswr motivasi, unsur falsa—
fah dan Juaga unsur aoral dari kehidupan kita berbangsa, vang akan men—

. . - . - . . . ®
jadi lamdzean antal kits menyusen UY ind, demikian. *

HETIA -
Terina kasih, seoda Fralksi telah memberikan btanaagagan atas  pan-

dapat frskci~frat5i yang laio. hami persilakan pada Penerlntah.

PEMERTHNTAM (FROF. DR, TMTL 3ALIMY)

Fertana  bami rassd ada1zh tepat babwa semuwa  Fralksi  menginaginkan
adary a Secara spesifill disgbut " Pesbangunan  Gasional sebagal
i nreaalan Poncasila ", Jdaa thu merupalian pavung wmenuruyt {stilash FARRI

atau sumbier (napicasi o eotivasi, falsefab dan kuoral senwrut FRP.

Flar e Pba meniooat deawikian sentingnya pemegasan  penbanaunan
nacsional sebaagai pengannst o, F‘;:ﬂ'«:‘.&ﬁil:«. maka mungbin dapat di pertanng-
Qung  JawaGhar Jika i1a berdis- 1 sebagal b‘\_lt.i)’" sentdicri zapectid antara
lain di H,J'ulfi?-rl aleh FARRI.

Mengingatl nenbingnvea pavung Llbtu, dan supayva tidak taerbenas ia di-
dalam bormacin-maram ramuadon—rumusa Tain, dengan doesilian Bita part o
Qas hahwa 3
1. Pembangquanan  nazianal memanrg bhaorakar pada  pengamalan Famcasila,

adanya  satu payung tadi sekalicous membuat  inspirasi,  moti-vasi,
faloafah woral.

2. Ditaritk cdari ﬁana,hutir‘re uz menjelaskan, apa sesungouhnnya itu
ﬁPMLﬂﬁ|lWhHl nasional vang kenudl an wenvanalkut melra  kepesdodaliao
(mdttn 1tu léti}ah dinensi, didalan hel dimensi itw), yaitu pendu-
dub ‘?:(:‘!E‘.H;ﬁli individu, Foeluaraa, anguota masyer ab.at, VORE UL NYET AT &

dan himpunarn kuantitbas. . |

Jadi penduduk bukan pennartian demoorafi saja, tapi dia mencakup
segala perikehidupan pendudulk sebaqai“individu. keluargas anéqnta
masyarakat arqa neaara dan hlpunan Luant;tas.,

CAtas  dasar ity anualxrlnh semua hal yana 'menqatur pacal —pasal

llainmyé‘ jadilhmm; lihat uuul ddrl FARPI.<FVP. semangat dari FPP dan

jiwa'déri FFRDI dapét Eita tampuna kedalam rumusan vanag memisahlkan  ada

R R b P
CKETUA ey L
kTéfiMa kasih Sdr. Mwnteri”Qtaﬁ?ténaaébén'dén béhjelasah'tersebut.
Saudar ar-saudara sekalian, kita telah mendengar usul dan tanaaapan
dari’frakei»frahﬁi‘munqanui pand@pntnya,‘ whlnqqa dl aclakan penyempurna

= al’} Clté‘s 45 40 v anm o
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luairga, ini suatu totalitas vang tidak bisa dipisah—pisahkan, Jjangan

Falk, kalau sudah kita mulai pisahkan kacau kita nanti negars ini.

FETUA :

Terima kasih, jadi FABRI tetap berpendirian supaya Jjudul  ita

tetap sama tidalk ada perubahan.

Saudara;éaudara. sudah 2 kali putaran tidak ada kesepakatan. sava
usul kan bagaimana kalau ini di PANJA—-kan., setuju?
{ Rapat H Setuju ?

Kita masuk kepada konsideran.

INTERUPSI FFPDT (..cceiveeeee ) =
Kami mengusul kan sebelun kita nanti menancgapi . mohonnvya pihak

FPemerintah memjelaskan dahulu, sehinaga tidak menjadi I putaran tapi

tetap 2 putaran.

KETUA =

Terima kasih, saya kira tidak -3 putaran Fak, tetap 2 putaran,
jadi karena ini usul peubahan dari Fraksi, tentunya Fraksi duluan vang
memberikan pejelasan, Sesudah itu kita minta tanqaapan Pemerintah,
saya kKira tidak ada masalah Pak.

Kita masuk pada konsideran, ada 4 Frakesi vang juga semua mengusul

-kamn perubahan dafipada konsideran menimbang a. silakan FFF.

FFF (DRS.M.H. THAMRIN) :

Dalam DIM FFF berkéitan dengan menimbang pada butir a, inain kami
konfirmasi dulu pada Sdr. KFetua, apakah semnua sekaligus atau butir—per
-butir? Jadi butir-perbutir, terima kasih.

Didalamn butir a, FPP melakukah penvempurnaan redaksi,. bahwa dida-
law asenjadi kalimat bahwa :

a. Hakekat pembanqunan nasional adalah pembanqunan manusia Indonesia
seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnva, terma-
sul: pembangunan kependudukan yana meliputi pemhinaan kualitas pen-—
duduk dan kualitas keluarga, serta pengaturan kependudukan untuk
meninalatkan harkat dam martabat manusia dalam ramnaqka mencapai ma-—
syarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 19435.

Perubahan ini kami lakukan karena kita melihat bahwa ménjadi ke—
biasaan kita didalam menyusun satu konsideran bagi satu UU, bahua
didalam konsideran ini harus mengandung beberapa masalah, vaitu :

1. UnsuQ inspirasi vang melatar belakanqi lahirnya satu UU.

~

2. Juga mengandung unsur motivasi vang mendorong akan kelahiran UU.
Z. Juga mennandung unsur moral. dan
4. Mengandung unsur filosofi daripada banasa dan negara kita ini.

Cari 4 socucevacanana




Dari 4 unsur inilah sudah baranqg tentu harus menagalir didalam
konsideran itu, baik nanti butir a s/d butir e, sehirnqaqa perlu diatur
adanya UU tentang masalah Kependudukan dan Keluaraga Sejahtera.

Sdr. #etua., dengan demikian kita melihat bahwa kami menvatukan
bahwa disini pengeturan kependudukan termasuk didalamnya adalah perse-—
baran tentana kependudukan itu, mobilitas kependudukan itu, adalah

aya kira

i

terkandung pengaturan kita dalam kependudukan, dan ini
sezuali pula  dengan kehendak dari GBHN vang tadi sudah kita bacakan
berzsama, demikian Sdr. Ketua sekedar penjelasan vang pertama untuk

butir a ini.

KETUA =

Terima kasih Fak Thamrin atas penjelasannva., berikut FPDI.

FFDI (DRS. FOFO SOENANDAR, H) :

Fami didalam konsideran menimbang ini. mengusulkan adanva penyem—
purnaan yang mendasar yalitu yvang menyangkut masalah pembangunan nasio-
nal esebagal pengamalan Pancasila.

Kemudian. vyana kedua, ada suatu urutan bahasa vang menyambung,
vaitu masalah tuantitas, kualitas, pertumbubhan, mobilitas dan peﬁyebar
-an, ini Fupanya didalam materi UU ini fidak bisa dipisahkan sati sama
lain, itu menyalur begitu berurutan.

Oleh karena itu, setelah disempurnakan bunyi menimbang butir a
ini gebagsi berikqt : [

a. BRahuwa pembagnunan nasional sebagai pengamalan Fancasila mencakup
zenua matrx dan aspek kehidupan, termasuk kuantitas, kualitas, per-
tumbuhan, mobilitas -dan penyebarang penduduk, serta kualitas
ke&uarqa. untulk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan
kebahagiaan masyarakat.

Disini Fkami juga menambahkan "keadilan", karena memang ini  juga
menyangkut vanag substansial rupanya, disamping itu DIM kami ada sedi-
kit ralat vang sudah sejak lama disampaikan kepada Sekretariat,
rupanya aleh Sekretariat—-pun telah dikirimkan kepada Fraksi-fraksi dan
kepada vang berkepentingan, tetaspi didalam ralat inipun terdapat masih
terdapat Lkesalahan  vang mohon diperhatikan, tetapi bukan kesalahan
kami, vaitu keslahan ketik atau kesalahan tulis dari Sekretariat.

~ Seperti dibaca disini : Sesuai dénqan surat dari Pimpinan FEP
tetapi nomornyva nomor FPDI, itu seharusnya dari FPDI Pak, ini kesalah-
an Sekretariat. Itulah usul kami mengenai konsideran menimbang

butir a.

KETUA :
Terima kasih, masih ada vang lain? Tidak ada, silakan FHKP.
e S
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—an  atas  hatisr g pada konsideran menimba@q ini, ada wusul dari
Femerintah. agar supaQQ landasan filnsofi‘yaitu pembangunan nasional
szbagai n&nqamalaﬁ Pancésila dan sebagainva, éebaqaimana vang dirumus—
kan antara lain Dleh FABRI.jitu dijadikan butir tersendiri.

Kemudian butir a ini kita tarik jadi butir b dan sebagainya se-
hingaa konsideran * Menimbang " ini akan menjadi S butir a, b, ¢, d,
dan e, apabiTa kita tampunqéyanq diusulkén oleh Sdi, Hénteri tadi. itu
alternatif pertana. ‘ ' |

Alternatif kedua, bisa baranckiali 4 rumusan ini dijadikan satu
butir, artinye dikawinkan Eutir—butir ituy cuma memang masalahnya me—
rumuskannya init bisa juga agak swlit ya. '

Jadi ada landasan:filosofinya‘ baliwa pembanaunan nasional sebanail
pengamal & Pancasila, sama dengan rumusan FABRRT ini, adalah pambanqun-—
af hanusia'%thuhnva dap masyarakat Indonesia, mencakup senua mabra
dan sesual dencan rumuéan'Pemerintah. kemnudian barangkali ada tambahan
dari FPP dan FDFI, FPP menyingaung masalah harkat dan martabat, kemnu-
dian FPDI menauarah anai pertumbuhan mobilitas, penvebaran dan keadilan
ity kata-katas vang d i,‘t,as‘nbahl:an_‘ -

Sekarang sutaran I, mohon tanqoapa dari Fraksi-fraksi atas usul
dari Mernteri, Lahwa sebaiknya landasaﬁ filosofi 1ini kita jadikan hbutir
tercendiri  dan butir a dalam rumusan vang ada, ditarik jadi butif h
dan seteruasnya, atau munclkin ada pendapat CSaudara, apakah kits

kagin/qabungkan ini, atau ada alternatif yanag lain. Silakan FKEP.

.
Y-

FEF (DRA. SYAMSIAR LASAHIDO)

NDari  FEP, kami sahqaﬁ mengharaqali usul dari Pemnerintah dan uwuntuk

ini lkami MEnqusquan kRiranya didalam perumusén uswul vang disampaikan
oleh Pemerintah tadi barangkali bisa dirumuskan, dan kami tidak kebe-
ratan, karena masih tercakup didalam masalah konsideran "wsenimbang”
ini. j?

KETUA - N |

Terimx kasih, Ha%anékali sebelum kami | lanjutkan pada Fraksi-

fraksi vana lain, muqqkin;dari Pemerintahﬁ@shl tadi baranqkali bisa

dirumuskan disini Pak.
H {
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PEMERTNTAH :
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Rumusannya adalah s Yana butir a rumusan%dari FABRI, dan butir b
menjadi yvano didalam ru@us#n DIM vang ada di %mn&ep.
! i |
KETUA . ; ;
Terima kasih, 3adi§i§ﬁ cudah konkrit Bu va., jadi rumusan butir a
vang diusulkan olgh Pém?riﬁtah. itu butir a bgru maksudnya adalah sama

; . d&‘nq&n s ® e ® 5 5P & F s e 8o s a8 s s
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dengan rumusan dari DIM ?ABRI. kemudian rumusan butir b itu adalah
butir a dalam DIM dan seterusnya kita urut kebawah. ‘
Barangkali ﬁerlu:;taﬁqgapan sekarang, karena rumusannya sudah

ada/jelas disiniJ apa setuju, atau ada perubahan, penvempurnaan dan

|
|

sebéqainya. :

FKF (DRA. SYAMSIAR LASAHIDD) 3

Kami sestuju rumuaan vanq telah d1campa1Lan oleh Pemerintah tadi,
bahwa dari rumusan butir a adalah rumusan DIM FABRI, dan untuk butir b
adalah rumusan dari RUY, setuju.

KETUA : : : ;

Terima kasih, FABRI fentunya dia setuju karena rumusan beliau,

tapi silakan Rak.
|

1

FABRT (IGN.- SOEPRAPTD) :

Interupsi Fak, baranhkali sedikit meluruskan Pak. k;ta belum
menginjak ke b Pak, jadi teﬁtunya kita ke a dulu.

KETUA : | i

Bukan., ini a Pak, jaﬁi kita bahas menqenai butir a, sekarang
Pemerintah menqusulkan aq%r supaya butir a baru kita mabil sebagai
landasan filosoff dan rumugaana'ini sesuail denqan rumuéan yvang ada

dari DIM FABRi: apakah bisa?diterima usul Pemerintah?

FAERI (IGN. SOEPRAPTO)g:
Terima kasih Pak, kami sangat henqharqai saran dari Pemerintah,

dan kalau FABRI dapat menerima. e

KETUA =

Terima kasih, lantés FPP silakan.

FPP (DRS.M.H. THAMRIN» s - i

Kami sampaikan ter}ma kasih atas upaya Pemer1ntah untuk mencoba
meamilahkan antara vangq berakltan denqgan f1lusof1. kemudian juga vana
berkalitan dengan motxvasz d;rz apa yvang akan tha susun didalam UU ini
Fada dasarnya FPP t1daP keberatan denqan apa vang - disampaikan olah
Femerintah, namun untuk rumusan vang b %uddh barang tentu kami masih
akan mel akukan berbaqax perubahan—perubahan. $eban1mana kami katakan
tadi, bahwa FFP b@r!ebﬁrdtan untuk adanya Lat§ *mencakup semua matra’
apalagi tadi u‘JCIﬂ%kan meandz dimensi, ini rakyat Lampung nqaak tahu

s
Falk matra sama d]m&ﬁ51(1n1.

| |
Cleh Farena itu P1ta coba untuk 1tu. nanti rumusannya ° terserah

§ kepada «cseaocoaneas
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tepada Feserintah, karena ini masalahnvya sava kira sesmancgat kita atau

tangonapan kits terhadas masalah ind sadah sama, tinggal ?anti masal ah-
nya pecumusan pada Peaecintah, namuan yvang  penting  bahwa didalam
rumusan ini,  kita  login babwa didalam rumgsan yvang  bubtivr b teadi
adalah  litz wmendghilannkan dennan itu kalimat, vaitu *mencakup csemua

matra’ Jaim kesudian  seuuva  aspek  kehidupan, tapi . kita mencoba

menqalirktan itu didaxlam kalimat. vana bisa mudah dan dengan mudah

dipahami, demikian Sdr. Hebua.

KETUA :

Terima Lasih, jadi mengenai masalah itu kita belum sampai  kena
Pak va, menaenai masalah matra dan sebagainya, karena vanag diusulkan
oleh Pemerintah i1alah, kita buat rumusan butir a baru, yvang rumusannya
Sama denqan usul dari FABRI ynaag ada dalam DIM, sehingaa nanti rumusan
butir a didalam DIM itu menjadi rumusan butir b, dan nanti kita bicara
-kan laai. ' ' ‘

FFP (DRS.M.H. THAMRIN)

Terima kasih, Fkalau beqgitu Sdr. Ketua, kalau rumusan butir a
hanya begitu saja, maka sudah barana tentu belum bisa menjadi cantolan
tarena dia belum memberikan motivasi nanti terhadap apa vang akan kita
atur didalam ketentuan lebih lanjut.

Tetapi calau tadi saya dengar (kalau tidak salah) bahwa rumusan a

ini dipecah menjadi dua, MENJadi FUMUSAN eeessecscancoanaennaseneanss
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Rumusan #a" ini dipecah menjadi dua, menjadi rumusan "a" sebagai
mana yang dirumuskan oleh FABRI kemudian yang "b" mengacu kepada
RUU yang butir "a", Kalau itu mengacu kepada yang rumusan "b" ba
ru artinya mengacu kepada butir RUU dari RUU sudah barang tentu
itu perlu'kita sempurnakan kembali, masalahnya disitu,

Untuk penyempurnaan ini sudah barang tentu nanti kita bahas ru -
musannya seperti apa kita masih ingin tahu. |

Terima kasih, ‘

KETUA _(DRS. MARKUS WAURAN)

Itu yang saya katakan rumusan "a" dalam RUU itu nanti kita
bahas, tapi sekarang yang ditawarkan oleh Pemerintah, bahwa kita
buat rumusan "a" baru yang kira-kira menjadi landasan pilosopi -
nya, yang {mana rumusan baru itu bunyinya sama dengan yang diru =
muskan oleh FABRI di dalam DIM yang bunyinya kalau bica saya ba-
ca lengkapnya sebagai berikut : "Bahwa pembangunan nasional seba
gai mengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya -

' dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia", ini rumusan "a".

Baru "b" kita mengacu kepada rumusan yang ada di RUU, rumusan a.
Tapi kita belum bicarakan itu, nanti, apa sekarang bisa diterima
usul dari Pemerintah itu, Bisa, terima kasih.

Kemudian FPDI, silahkan.

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN)
Setuju. '

KETUA :

Saudara=-saudara sekalian,

Setelah kita mendengar Fraksi=-fraksi ﬁengenai usul Pemerin-

tah, bahwa sebaiknya usul dari FABRI yang ada di dalam DIM me -
nyangkut butir "a" Pemerintah mengusulkan itu diangkat menjadi
butir "a" baru di dalam DIM ini dan butir "a" di dalam RUU itu
menjadi butir "b" dan seterusnya.
Sehingga Saudara=-saudara rumusan baru dalam Konsiderns "a" ini
bunyinya sebagai berikut : menimbang "a" bahwa pembangunan nasio
nal sebagai mengamalan Pan asila adalah pembangunan manusia seu-
tuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia., Bisa diteri
ma Saudara-saudara, FKP, FABRI, FPP, FPDI, Pemerintah.

Rumusan butir "a" baru dapat disetujui

Saudara @08 0060000060 000
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Saudara-saudara sesuai dengan kesepakatan kita, maka  sekarang
sudah jam 12,00, kita akan skors selama satu jam, memberikan ke
sempatan kepada Saudara=-saudara yang berpuasa untuk, sholat dan
mereka yang tidak melakukan/melaksanakan ibadah puasa dipersi -
lahkan untuk makan atau minum ditempat yang memang sudah disedi
akan oleh Sekretariat,
Saudara-saudara rapat kami skors dan kita akan mulai nanti pada
Jam 13,00,
Rapat diskors pukul 12,00

Rapat dikuka kembali pukul 13,00
Saudara=-saudara sekalian, kami hohon untuk mengambil tempat, ki
ta akan lanjutkan rapat kita,
Saudara-saudara rapat yang kita skors selama satu)jam, kita mu-
lai dan rapat kami buka kembali,
Saudara-saudara,

Kita sedang dalam pembzhasan butir "a" RUU yang kemudian
nanti akan menjadi butir "b",
Dengan rumusan yang ada, dimana rumusan dari FABRI sudah kita
tarik menjadi butir "a", kemudian sekarang kita membahas, melan
Jjudkan pembahasaa butir "a" RUU yang nanti akan menjadi butir b
Kalau tidak salah Sgudara-saudara sekalian, dari Fraksi- fraksi
sudah menyampaikan penjelasapnya méngenai masalah tanggapan a =
tas butir "a" RUU, Dengan ditariknya butir "a" baru yang rumus-
annya seperti FABRI, maka tentunya ada perubahan-perubahan ba=-
rang kali perubahan kecil dari butir "a" RUU ini.
Kami memberikan kesempatan putaran kedua kepada Fraksi-fraksi --
untuk memberikan tanggapan atas butir "a" RUU,
Kami mulai tadi dari FKP yang pertama, sekarang FABRI silahkan,

FABRI (IGN. SOEPRAPTO)

Terima kasih,

Pimpinan Rapat dan Pemerintah yang kami hormati,

Kitas sudah menyepakati butir "a" dan kemudian _ menginjak
kepada butir "b", Butir "b" ini FABRI menyampaikan .......ccc0

KETUA :
Intupsi, masih butir "ag", Butir "a" RUU

FABRI (IGN. SOEPRAPTO) |
. Butir "a" RUU ini adalah merupakan sudatu penggambaran ...

tentang ees 00000000 e
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tentang cakupan dari pembangunan nasional, sedangkan FABRI pada
butir "a" adalah menyampaikan apa yang menjadi payung, yang mem
palsapi yang melandasi seliruh pembuatan RUU ini,

Sedangkan disini merupakan cakupan dari apa yang merupakan ca-
kupan dari apa yang akan diatur di dalam Undang-undang ini.

Ini oleh FABRI materinya ini dicakup pada butir-butir dibawah -
nya, tidak pada butir "a",

Oleh karena itu FABRI beranggapan, bahwa butir "a" yang ini su-
dah memadahi untuk menjadi landasan palsapi yang memotivasi pem
buatan Undang-undang ini sekaligus mengandung payung Pancasila-
itu bagi penyusunan pengaturannya.

Terima kasih,

KETUA :
Tegasnya butir "a" dalam RUU ini tidak perlu lagi.
FABRI (IGN. SOEPRAPTO)

Tidak diperlukan, disini kami sudah tercakup dalam  butir
selanjutnya.

KETUA :
Jadi ini dihapus ?

FABRI (IGN. SOERAPTO)
Betul.

" KETUA :
Berikut FPP,

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)
Saudara Ketua, FPP dalam menanggapi butir "a" ini  memang

pada dasarnya sudah bisa tercakup dengan nati rumusan - rumusan
pada butir-butir selanjutnya.

Namun demikian sesuai dengan keinginan Pe: erintah tadi, bahwa
di dalam butir "a" RUU itu akan dicoba untuk dirumuskan kepada-
butir "b" saya kira tidak ada butuknya, karena memang nanti Jju-
ga kemudian akan mengalir atau mengacu kepada butir-butir "b, ¢
dan d" RUU yang lama, RUU yang ada.

Oleh karena itu, bisa kita mulai disitu, bahwa pembangunan ke -
pendudukan yang meliputi, misalnya peningkatan kualitas pendu -
duk dan kualitas keluarga.

Kemudian eeeseccess
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Kemudian pengaturan kependudukan, kalau istilah saya, saya ti-
dak menggunakan kuantitas kependudukan, tetapi pengaturan kepen
dudukan yang meliputi penyebarannya,Ini bisa dirumuskan disitu
sebagain kelanjutan dari pemecahan butir "a" menjadi butir "a"
dan "b" baru. Saya '

Saya kira itu Saudara Ketua, kira-kira satu pemikiran pertama
tentang masala itu.

Terima kasih,

KETUA

Tegasnya bahwa butir "a" RUU yang akan nanti menjadi butir
"b" tetap dipertahankan namun disempurnakan, kira-kira begitu,
FPDI dipersilahkan,

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROQEN)

Terima kasih, ' )

Bagi FPDI butir "b" baru ini yang berasal dari butir "a"
sebelumnya, yaitu yang menyangkut kalimat "pembangunan nasional
sebagai pengamalan Pancasila" itu tentu harus dililangkan,
Karena sudah tercakup dibutir "a"nya. Oleh karena itu yang ber-
kaitan dengan kuantitas, kualitas, pertumbuhan maupun mobilitas
dan penyebaran penduduk ini sangkut pautnya dengan perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Dengan demikian butir "b" ini menjelaskan, bahwa pembangunan ke
pendudukan dan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluar
ga sejahtera mencakup semua matra dan aspek kehidupan termasuk
kuantitas, kualitas, pertumbuhan, mobilitas dan penyebaran pen-
duduk serta kualitas keluarga untuk mewujudkan kemakmuran kese-
jahteraan, keadilan dan kebahagiaan masyarakat.

Dengan demikian apa yang tercantum sebelumnya di dalam DIM yang
menyangkutkan déngan pengalaman Pancasila itu dihilangkan dan
diganti supaya nyambung dengan butir "a" tersebut di atas,
Dengan demikian DIM FPDI ini berubah dengan persetujuan kita u-
sul FABRI menjadi butir “a", '

~ Demikian, terima kasih,

KETUA

Terima kasih,
Tegasnya cacatan FPDI, bahwa butir "a" RUU tetap diperta -
hankan, namun disempurnakan. Kemudian FKP.

FI@ 900000000 tePOOSO
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FKP_(NY.DRA. SYAMSIAR LASAHIDO)

Dari FKP semenjak tadi telah menyetujui, bahwa usul Peme -
rintah untuk memasukan butir "a" baru usulan dari FABRI kami me
nyetujui, bahwa itu sesara umum, Kemudian kami juga menyetujui,
bahwa butir "a" RUU DIM menjadi butir "b", kalau tidak salah be
gitﬁ yang kami sampaikan. Hanya saja dalam perumusan redaksio -
nil dalam awal kalimat itu kita belum, sementara akan rumusan
apa yang cocok,

Demikian, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih,

Artinya tegasnya jdga dari FKP, bahwa butir "a" dari RUU
masih tetap dipertahankan dengan catatan disempurnakan redaksi-
nya,

FPP_(DRS. MUHAMMAD MUSNI THAMRIN)

Intrupsi,

Melanjudkan apa yang kami sampaikan tadi, kalau bisa mung-
kin perumusannya bisa merupakan kerangkanya demikian "bahwa pem
bangunan kependudukan (jadi "b") yang meliputi pemtinaan kuali-
tas penduduk, kualitas keluarga dan pengaturan pertumbuhan dan

. persebaran penduduk dalam rangka mewujudkan kemakmuran, kesejah

teraan dan kebahagiaan masyarakat". Kira-kira disitu, materi i-
tu sudah tercakup.
Terima kasih,

KETUA :

Terima kasih,

Mungkin dari Sekretariat bisa pinjam rumusannya, lantas di
tulis disitu, kalau bisa. Dari Pemerintah.

PEMERINTAH (MENTERI KLH)

Terima kasih Saudara Ketua,

Pertama kami tadi sepakati usul FABRI atas pertimbangan, -
bahwa rumusan %a" lama menjadi "b" baru. Usul FABRI tidak dite-
rima berdiri sendiri, tetapi sebagai penyempurnaan dari "a" la-
ma yang mempertegas aspek pengamalan Pancasila.

Kemudian ditarik dari itu rumusan "b" bairu yang intinya "a" la-
ma tadi.

"Pembangunan eeceeececs.
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"Pembangunan nasional pengamalan Pancasila dengan pembangunan -
manusia utuh dan pembangunan seluruh masyarakat" itu adalah a =
lur, jalur, strategi pembangunan GBHN, satu, r

Lantas pembangunan nasional dalam kaitan kependudukan bagaimana
maka "a" lama menjadi "b" baru, menjelaskan pembangunan nasio -
nal ini yang kemudian dikaitkan dengan kependudukan mencakup se
luruh matra kependudukan,

Istilah matra kependudukan itu setelah kami cek dengan pusat pe
ngembangan bahasa adalah istilah yang Jjuga dipakai di dalam Une
dang-undang Hukum Laut., Bukan merupakan istilah asing untuk DPR
Maka penduduk itu dilihat dalam segala matranya :

1, Individu;

2. Keluarga, relevansinya dengan keluarga sejahtera nanti; ,
3. Anggota masyarakat;

4, Warga negara; dan

5. Sebagai himpunan kuantitas yang luas,

Aspek kehidupan, lantas apa, mencakup seluruh lima matra itu,
Lima m.tra itu menyangkut dalam hal apa, menyangkut dalam hal
kuantitas pendudpk, kualita penduduk, kualitas keluarga, dan
persebaran penduduk.

Pembangunan nasional pengamalan Pancasila itu payung yang ting-
ginya. Kemudian pengkhususan leks spesialis adalah pembangunan-
nasional menuju pada kelima matra kependudukan untuk kemudian
menukik ke bawah, yaitu kuantitas, kualitas, kualitas keluarga,
persebaran penduduk, Untuk apa, kemakmuran kesejahteraan sebagi
gian masyarakat, kalaupun FPDI mau menambah keadilan kami Juga
tidak keberatan., Apabila "a" lama tidak ada, maka ada semacam
kosong kepembangunan pengamalan Pancasila terlalu umum,

Maka perlu ada pintu masuk, jalan masuk kepengaturan Undang-un-
dang ini, itu intinya. Perumusannya kami kira bisa kita serah =
kan kepada Tim Perumus.

Terima kasih,

KETUA :

Terima kasih Saudara Menteri,

Saudara-saudara sekalian,

Ada satu Fraksi yang menganggap, bahwa butir "a" RUU  itu
tidak perlu ada, karena sudah diganti dengan butir "a" baru, ya
itu dari FABRI,

Sedangkan seecececes
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Sedangkan dari FPP, FPDI, FKP dan Pemerintah berpendapat, bah~
wa butir "a" RUU tetap ada, namun rumusannya itu disempurnakan
kami ingin tanyakan lagi kepada FABRI barangkali ada pendapat-
baru, kami persilahkan.

FABRI (H,SURYO MARDJIYO)

Terima kasih atas kesempatan ini,

Memang dari Fraksi kami agak sedikit lain, tapi maksudnya
sama, Setelah kami mendengarkan penjelasan dari Pemerintah, se
kali lagi dan kami memohonkan lagi sesungguhnya tidak beda,
Kami menerima "a" itu adalah "a" baru, sedangkan "a" yang ada
itu menjadi "b", namun supaya ada perbaikan-perbaikan redaksi=-
nya. :

Terima kasih,

KETUA :

Terima kasih,

Saudara-saudara sekalian,

Intinya semua Fraksi termasuk Pemerintah untuk butir "bdb"
baru yang bersumber dari butir "a" RUU tetap dipertahankan, na
mun rumusannya disempurnakan,

Apakah rumusan ini Saudara-saudara sekalian kita serahkan kepa
. da Panja, atau Timus. NMasalahnya kita perlu sekarang memberi -
kan rumusan épa tuga Panja, tugas Timus nanti Timcil dan seba-
gainya supaya Jjelas nanti'pemberian penugasan=penugasan ini.
Saudara-saudara saya minta persetujuan dulu, yang pertama, bah
wa butir "a" RUU ini tetap dipertahankan yang akan menjadi bu-
tir "b" namun rumusannya disempurnakan, setuju ?

| "Rapat setuju"
Terima kasih,
Kemudian perumusan untuk menyempurnakan rumusan butir "a" ini
" butir "a" RUU yang akan menjadi butir "b" itu kita serahkan ke
pada Timus,

FKP (DR.H.AISYAH R. PANANRANG, SKM)

Intrupsi,

Sepengetahuan kami, bahwa perumusan konsiderans dan penje
lasan umum itu biasanya diserahkan tugas ini kepada Timcil.
Sehingga kalau ini yang ditanyakan tentunya ini diteruskan ke-
pada Timcil, bukan kepada Timus, Itu hanyarsekedar penyampaian
Terima kasih,

ETUA ®© 0000060000000
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KETUA : ‘

Terima kasih,

Memang itulah saya katakan tadi, bahwa kita perlu ada kesa
tuan pendapat Saudara-saudara mengenai masalah istilah-istilah-
ini, Panja, kita tahu apa itu tugas Panja, Panja adalah melan -
Judkan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan oleh Raker
kemudian Timcil memang dalam pengalaman kita membahas RUU gda -
lah menangani masalah kon.iderans dan penjelasan. Sedangkan Ti-
mus sebenarnya itu hanya bersifat teknis, yaitu teknis redaksio
nal, dimana apa yang sudah dikerjakan oleh Raker dan Panja su -
dah selesai, ialah yang kemudian membenahi, merumuskannya itu
yang dimaksud.

Saudara-saudara,

Ini ada pemikiran, bahwa ini diserahkan kepada Timcil, yaitu
yang bertugas nanti untuk merangpungkan rumusan-rumusan yang ki
ta putus, baik yang menyangkut konsiderans maupun  penjelasan
nanti, Bisa begitu rumusannya.

FPP _(DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)

Intrupsi Saudara Ketua,

Saudara Ketua, dari kita tadi sudah kemukakan, bahwa me-

mang ada rumusan "b" baru yang nanti akan menjadi menjembatani
kepada rumusan-rumusan RUU yang nanti atau konsiderans selan -
Jutnya. Yang perlu harus kita sepakati dulu adalah materi-mate
ri apa yang harus dimuat di dalam rumusan "b" baru ini, Peme -
rintah mengemukakan ada empat materi, yaitu kuantitas,kualitas
penduduk, kualitas keluarga dan persebarannya, Fraksi kami ber
pendapat, bahwa didalam rangka masalah melakukan pembangunan -
kependudukan ini, maka Jjustru Fraksi kami berpendapat pokok =
pertama adalah justru peningkatan atau pembinaan kualitas pen=-
duduk dan kualitas keluarga. Baru kita berbicara kuantitas da=
ri penduduk itu. Oleh karena itu selalu di dalam Undang-undang
ini dicantumkan tentang kuantitas penduduk adalah merupakan po
kok pangkal pertama, baru kepada kualitas dan kepada kualitas-
penduduk maupun kualitas keluarga,
Fraksi kami berpendapat, bahwa yang harus diatur atau ditanga="
ni lebih dahulu itu adalah peningkatan atau pembinaan kualitas
penduduk dan kualitas keluarga, kemudian baru kepada kuantitas
penduduk,

Sehingga seecccccee
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Sehingga dengan demikian nanti susunannyapun sudah barang ten-
tu kalau bahwa pembangunan kepenasional yang mencakup ini, ini
adalah juga termasuk adalah kualitas penduduk, kualitas keluar
ga dan kuantitas penduduk (itu baru merupakan) dan persebaran-
nya, Kuantitas penduduk dan persebarannya ini kalau di dalam
GBHN itu hamplr terkait, yaitu masalah pengendalian atau penga
turan pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk,

Itu selalu berkait antara jumlah penduduk dan persebarannya.
Supaya mengkait nanti dengan hal ini juga demikian pula masa =
lah kuantitas penduduk dan persebarannyaharus selalu terkait.
Oleh karena itu yang dipertamakan adalah kualitas penduduk dan
kualitas keluarga,

Demikian Saudara Ketua pendapat kami, jika materi-materi  ini

bisa disZpakati sudah barang tentu ini bisa kita serahkan kepa
da Timcil.
Terima kasih.

KETUA :
Terima kasih,

~ Sebenarnya saya akan datang kesana kalau memang kita su-
dah bisa barang kali selesaikan mengenai masalah Timcil ini.

Artinya untuk kita tetapkan muatan dari rumusan ini pokok-po =

koknya apa saja.

Saudara-saudara sekalian,

Sebelum apa yang dikatakan atau diusulkan oleh Pak Thamrim da-
ri FPP, karena ini ada berkembang Timus, Timcil saya mohon pen
dapat dari Fraksi-fraksi mengenal menanganai dari ini.

Atau kita tegaskan, bahw ®imcil ini tugasnya apa, apakah seper
ti yang lalu, yaitu dia akan merumuskan bidang atau aspek kon-
siderans dan penjelasan dari RUU. Kami persilahkan dari FKP,

FKP (DR. IDA YUSI DAHLAN)

Fraksi kami setelah mendengar saran-saran tanggapan dari
fihak-fihak lain, Karena ini memeng konsiderans merupakan sua-
tu substansi yang menjadi pengarah nanti pada waktu kita membi
carakan batang tubuhnya. Sehingga saya kira lebih baik ini ki-
ta lemparkan ke Timcil saja, Jjangan membuang waktu untuk hal
ini,

Terima kasih.

mTUA ® 0608 000 00000 00
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KETUA @

Setuju membentuk Timcil dengan catatan tugasnya adalah pe-
rumusan konsiderans dan penjelasan RUU itu yang kami maksudkan,
FABRI, ”

FABRTI (H. SURYO MARDJIYO)
FABRI Setuju ‘

KETUA
FPP ?

FPP_(DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)

FPP untuk masalah konsiderans kalau memang kita tegaskan -
tugas Timcil yang utama adalah nanti menyelesaikan konsiderans-
dan penjelasan umum, ini saya kira tugas Timcil,

Kemudian ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh
}Panja, maka itu Juga merupakan tugas darl Timcil, Terhadap masa
lah konsiderans yang ini, kalau materinya sudah bisa kita sepa-
kati kami tidak berkeberatan untuk diserahken juga kepada Tim -
¢ANN

Terima kasih,

KETUA :

 Terima kasih,

Artinya mengenai masalah Panja tidak selesai nanti diserah
kan kepada Timcil, nantilah berikutnya itu. Karena kalau kita
sudah Rapat Panja. Tapi perinsipnya Timcil itu menangani menge-
nai masalah konsiderans dan penjelasan umum, Setuju itu, FPDI, -
setuju, terima kasih,

Saudara-saudars,

Dengan demikian, maka kita membentuk Timeil itu yang  tugasnya-
utamanya adalah merampungkan perumusan konsiderans dan penjelas
an umum dari RUU, Terima kasih, '

Kemudian Saudara-saudara sekalian, muatan dari butir "b" yang
bersumber dari butir "a" RUU ini, diusulkan oleh Pak Thamrin,sa
ya kira juga sejalan apa yang diusulkan oleh Pemerintah, bahwa .
itu muatannya antara lain menyangkut mengenai kualitas penduduk
kuantitas penduduk, kemudian kualitas keluarga serta persebaran
penduduk, kemudian kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan.
Pemerintah tidak berkeberatan apabila Jjuga aspek keadilan yang

-

disebut sccececccce
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disebut juga oleh FPDI itu juga masuk, kalau tidak salah begi=-
tu, Namun ada Jjuga Saudara-saudara disini kalau tidak salah me
ngenai dari FPP soal harkat-martabat, kemudian dari FPDI Juga
ada mengenai masalah pertumbuhan dan mobilitas, ini barangkali
kami mohon perhatian Saudara-saudara supaya Timcil ini tentu -
nya sudah ada pegangan untuk merumuskan mengenai butir ini.
Kami minta pendapat tanggapan Saudara-saudara untuk butir baru
ini muatannya pokok-pokoknya itu apa., Tadi FABRI yang pertama
sekarang FPP,

FPP (DRS, MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)

Saudara Ketua, mengulang apa yang telah kami sampaikan, -
bahwa pokoke~kokok materi di dalam butir "a" yang nanti kita a-
kan rumuskan pada butir "b" sudah barang tentu merangkum apa u

" su}-usul yang diajukan di dalam DIM oleh Fraksi-fraksi,

Itu yang sudah barang tentu menjadi kewajiban dari Timcil itu,
namun demikian yang tadi sudah saya yngkapkan/kemukakan bagi
Fraksi kami, bahwa di dalam rangka pembangunan kependudukan ma
ka yang didahulukan adalah pembinaan kualitas penduduk dan kua
litas keluarga baru kemudian kita membicarakan tentang kuanti-
tas penduduk dan persebarannya. Sehingga dengan demikian nanti
di dalam urutanpun juga demikian, Materi-materi yang ada di da
lam nanti saya kira Pemerintah pada waktu Timcil akan mengaju-
kan rumusan adalah merangkum dari semua apa yang ada diajukan-
oleh Fraksi-fraksi, termasuk apa yang kami sampaikan dari FPP,
Terima kasih. '

KETUA :
Terima kasih, FPDI.

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN)
FPDI akan tetap sesuai dengan DIM yang diajukan,
Terima kasih,

KETUA @
FKP ? .

FKP (DR. IDA YUSI DAHLAN)
Saya kira kita sekarang hanya menyepakati materinya, sa-
ya kira apakah didepan atau ditaruhnya dibelakang itu saya ki-

ra itu nanti Timeil,

Kamau kami TEEEEER)
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Kalau kami, Fraksi kami berpendapat materi yang diusulkan oleh
DIM ini saya kira sudah mencakup apa yang akan kita bahas.
Terima kasih,

KETUA
FABRI ?

FABRI (IGN, SOEPRAPTO)

FABRI berpendapat, bahwa apa yang tercakup di dalam mate-
ri "a" apabila pemuatannya sudah tercakup keseluruhan FABRI da
pat menerima. Hanya penambahan lgin-lain FABRI belum dapat me-
nerima, hanya seluruh substansi butir "a" dapat diterima,

KETUA :

Terima kasih,

Saudara-saudara sekalian,

Dari pendapat Fraksi-fraksi, maka tentunya sebagai tugas.
dari Timcil untuk menyempurnakan rumusan butir "a" RUU ini yg
akan menjadi butir "b" saya kira kita tidak ada beda termasuk
FABRI, artinya bahwa dia bertolak kepada rumusan RUU ditambah-
dengan DIM-DIM yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi,

Bagaimana rumusannya itu nanti tergantung kepada Timcil nanti.
Bisa diterima itu Saudara-saudara, setuju.

¥ "Rapat setuju"
Sekarang butir "b" RUU yang nanti menjadi butir "c" yang mem-
berikan tanggapan ini ada tiga Fraksi dan FKP tetap dengan ru
musan RUU, Kami sekarang persilahkan kepada FFDI,

FPDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN)

Terima kasih, :

Rupanya dari FPDI hanya mengusulkan penyempurnaan teknis
redaksional saha, Sehingga bunyi setelah disempurnakan sebagai
berikut "bahwa jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi se
larang, seimbang dengan daya dukung dan tampung lingkungan da-
pat mempengaruhi segala segi kehidupan masyarakat".

Itu saja, terima kasih,

KETUA :

Terima kasih, berikut FKP, karena FABRI tidak ada tanggap
an, tidak ada perubahan, tapi kenapa tidak merubah ada alasan-
nya., FKP barang kali juga bisa kasih alasan.

EKP ® 6860500080000 00
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FKP {dr H, AISYAH R, PANANRANG, SKM)

Dari FKP melihat, bahwa apa yang tercantum dalam butir "b"
RUU ini sudah mengacu pada materi yang akan kita bicarakan da -
lam RUU, Oleh sebab itu kami tidak menamtah lagi. .
Terima kasih, '

KETUA
Terima kasih, FABRI ?

FABRI (IGN. SOEPRAPTO)

FABRI mengaJukan saran penyempurnaan redaksional untuk me
rubah ungkapan yang kalau menurut RUU itu arahnya adalah kepa-
da yang segil negatif, menjadi dibalik menjadi suatu ungkapan.—
yang arahnya positif, yaitu dengan uraian setelah penyempurna-
an adalah "bahwa Jjumlah penduduk yeang besar dan berkualitas yg
sesuai dan seimbang dengan daya tampung lingkungan merupakan -
salah satu modal dasar dan faktor dominan pembangunan nasional
disegala bidang",.. Ungkapan ini kita arahkan yang positif kare-
ini yang ingin kita capail nanti yang kemudian dilanjudkan pada
butir berikutnya.

Dengan demikian kita buka dengan, kita angkat dalam bentuk ung
kapan yang positif, yang lebih oftimistif. ;
Terima kasih,

KETUA :
Terima kasih, 'FPP ?

FPP (DRS. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN)

Terima kasih Saudara Ketua,

FPP melihat DIM yang rancangan yang disampaikan Pemerin -
tah sama seperti apa yang disampaikan oleh FABRI, yaitu bahwa- .
disitu cenderung menunjuk kepada yang negatif,
Oleh karena itu kalau kita melihat

disini [ XXXYXXY]
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disini ingin kita rangkum, bahwa yang positifpun kita sebut, ta-
pi kita harus mewaspadai apa yang negatif, sehingga dengan demi
kian menjadi lengkaplah bahwa di dalam konsideran ini bahwa ma-
salah jumlah penduduk yang sangat besar bisa menjadi asset nasi
onal apabila dikelola dengan baik, tapi juga jumlah penduduk

yang sangat besar bisa menjadi lebelity apabila dia tidak se-
suwai dengan pengelolaan yang kita kehendaki, artinfé tidak sesu
ai dengan daya tampung tidak selaras, tidak seimbang dan sete -
rusnya. Nah rumusan dari Fraksi Persatuan adalah mencakup pada
dua hal ini, pertama mengkait dari GBHN, yang berkaitan jumlah
.yang besar tapi punya makna yang positif, kemudian jumlah yang
besar apabila tidak selaras danseimbang punya makna yang negatif.
Dua-duanya kita rangkum dalam rumusan ini. Demikian Saudara Ke-

tua, terima kasih.

KETUA : 3

Terima kasih Pak Thamrln,
Nah, Saudara-saudara demikian penjelasan dari fraksi- fraksi me-
ngenai usul-usml perubahan termasuk yang tidak merubah.
Sekarang kesempatan untuk memberikan tanggapan atas usul dari
fraksi yang lain. Kita mulai dari Fraksi Karya. Pemerintah be -
lum, nanti kalau sudah ada pendapat fraksi-fraksi baru,

" F. KP (DR H' AFSYAH R PANANDRANG SKM) :

Dari Fraksi Karya melihat, bahwa didalam substansi yang ada, di
situ sudah tercakup bahwa kurang serasi; kurang seimbang dengan
daya dukung dan daya'tampung di lingkungan yang mempengaruhi
segala segi kehidupan, dalam hal ini sudah mencakup mengenai ma
salah positif dan negatifnya. Jadi dalam hal ini dari Fraksi Per
satuan dalam hal ini barangkali dari Fraksi Karya sudah tertam-
pung, begitu puia tadi dari Fraksi ABRIbahwa apa yang tercantum
dalam usul Fraksi ABRI dari Segi positif dan negatif kami kira
sama tanggapan kami dengan apa yang kami sampaikan untuk Fraksi .
Persatuan.

Kemudian, dari Fraksi PDIdalam hal ini mengenai kata serasi ha-
rus ditambah lagi dengan selaras.Dalam kamus kami melihatbahwa
kata serasi itu sama dengan kata selaras. Itujuga berarti sudah
cocok, sudah sesuai, sudah sepadan. Jadi dalam hal ini kami ki-
ra kami tidak menambah lagi. Terima kasih.

KETUA :
Terima kasih = . -

F. ABRI. .....
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F. ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Terima kasih. Fraksi ABRI karena terutama
saran ini diarahkan ' kepada yang positif sebagaimana yang ingin
kita capai dan sebagaimana dicita-citakan. Terhadap saran dari
fraksi lain kami terutama dari Fraksi PDI pernyataan yang demi
kian rinci saya kira tidak diperlukan, terutama mengenai yang
besar kurang serasi dan seimbang dengan daya dukung lingkungan.
itu saya kira terlalu rinci dan tidak perlu diungkapkan di da-
lam konsideran butir b, karena disini adalah pengungkapan ten-
tang masalah-masalah - ‘atau hal-hal yang menjadi masalah.
Namun ini oleh Fraksi ABRI akan'diangkat sebagi hal yang kita
cita-citakan dan ingin kita capai. Kemudian terhadap saran pa-
da rekan dari Fraksi Persatuan Pembangunap , ungkapanya leng -
kap, namub Fraksi ABRI berpendapat bahwa uraian selengkap ini
akan lebih tepat manakala dimasukkan dalam penjelasan umum, se-
hingga Fraksi ABRI tetap berpendirian bahwa yang diangkat cu -
kup yang segi positif saja karena ini yang memang merupakan
bagian ° atau hal-hal yang ingin kita capai. Demikian pula
terhadap saran yang lain, kami beranggapan bahwa Fraksi  ABRI

tetap pada saran yang sudah dikemukakan. Terima kasih.

KETUA

Terima kasih. Fraksi Persatuan.

F.'PP‘(DRS('MCH;'HUSNIE TﬁAMﬁIN) :

| Tadi masalahnya sudah banyak kami kemukakan, pada pembica--~
raan-pertama,’ sekarang tanggapan pada fraksi—fraksi yvyang lain,
karena:Fraksi Karya sama dengan Pemerintah, berarti tanggapan
kami juga sama sebagaimana apa yang sudah kami kemukakan bahwa
RUU ini cenderung hanya berbicara tentang masalah-masalah yang
justru negatif memang ini akan kami tenggulangi. Tapi kalau
ini kita jadikan semata-mata sebagai konsideran, maka sudah ba
rang tentm kurang mengacu dan tidak memberikan motivasi untuk
nanti apa yang ingin kité capai. Apa yang disampaikan oleh
Fraksi ABRI saya kira memang itu merupakan motivasi tapi menu-
rut pendapat kami, bagaimanapun juga memang harus dilengkapi
tentang hal-hal yang memang harus kita waspadai, sehingga nan-
ti didalam rangka mengambil hal-hal yang positif tadi, kita ju
ga tidak ter;upakan atau tidak lengah terhadap masalah- masalah
yang negatif daripada yang ditmmbulkan oleh jumlah pnduduk sa-
ngat besar. Karena kami katakan tadi bahwa”penduduk yang sangat
besar disatu sisi dia bisa merupakan asset ‘tapi disatu sisi dia
juga bisa merupakan faktor lebelity. Oleh karena itu, disini -
lah saya kira apa yang ingin kita cakup di dalam satu perumus-

an ini.
Rumusan. ......
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Rumusan memang istilahnya masih nggedap, tapi bisa disempuna-
kan, tapi pada prinsipnya adalah bahwa dua hal yang positif
dan negatif adalah tetap ada dalam rumusan butir b lama ini.
Terhadap rumusan Fraksi PDI, dengan menambah selaras tadi su-
dah dibérikan komentar oleh Fraksi Karya dan memang materinya
adalah sama dengan Pemerintah, dus tanggapan kami juga sama.
Terima kasih. |

KETUA :
Terima kasih. FRaksi PDI

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) :

Terima kasih. Terhadap Fraksi Karya untuk saya tidak ada
komentar karena usulan Fraksi PDI pada dasarnya adalah tetap,
tetapi menginginkan tambahan kata selaras ini yang biasa dike
mukakan dalam penataran-penataran P-4 itu, serasi, selaras,se
imbang. Memang itu sebenarnya sama, tetapi karena kita sudah
mengikuti P-4 dan kita menyetujui apa yang ada di P-4. saya
menambahkan itu. Padahal kitapun tahu bahwa selaras dama sera

si itu sama, jadi tidak substansial. KIta hanya ingin bakukan

saja P-4 itu bagaimana . Kemudian kalau dari F. ABRI saya ki-

ra tidak ada masalah karena yang diinginkannya positifnya sa
ja, kalau dari P.3 adalah kedua-duanya harus dimasukkan kare-
na memang masalah penduduk itu kalau jumlahnya besar ada yang
merugikan dan juga bisa menguntungkan. Tapi dalam rumusan
‘yang dikemukakan di dalam RUY, d_yang nantinya di c itu sudah

tercakup semuanya, baik yang diusulkan oleh F, ABRI maupun

oleh F. PP. Itu saja dari kami, terima kasih.

KETUA :
Terima kasih, kami persilahkan kepada Pemerintah.

MENTERI KLH (PROF. DR. EMIL SALIM) :

Terima kasih Saudara Ketua. Mmgkin baik kita lihat b ba
ru ini dalam kaitannya dengan yang di atas, sebaiknya jangan
lihat secara tersendiri-sendiri. Ta merupakan satu alur pikir
an. Satu pembangunan pengamalan Pancasila, kemudian pembangun
an nasional yang tadi pengamalan Pancasila itu mencakup apa ?
Mencakup matra kepenfidukan . Lantas arus sekarang yang kita

bahas sekarang adalah mengapa kependudukan jadi soal, itu se-

betulnya. Kenapa Undang-undang dilahirkan karena ada soal,

Nah apa. sea o ace g0
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Nah, apa hakekat soal itu di dalam menimbang, karena itu ada
ﬁndang-undang. Maka apa soalnya, penduduk yang besar, itu se-
babnya maka kuantitas kita dahulukan, dan besar tetapi kurang
serasi, kliirang seimbang, lantas apabila PDI merasa perlu juga
dengan selaras kami cek dengan GBHN memang tepat. Penguasaan
GBHN oleh Fraksi PDI yang mengungkapkan disini memang arah
pembangunan jangka panjang keselarasan, keserasian dan keseim
bangan. Memang besar sekali penguasaan P-4 oleh Fraksi PDI.
Karena itu kami tidak begitu berkeberatan terhadap hal ini,te
tapi jadinya jumlah penduduk yang besar dan yang kurang sera-
si, kurang selaras, kurang seimbang déngan daya dukung ling -
kungan alam dan daya tampung lingkungan binaan. Karena itu
ada soal yang kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Lantas pada berikutnya, karena itu kuantitas menjadi soal, ku
alitas dan sebagainya. Itu satu arus yang mengalir, apabila
kemudian dipositifkan tidak mendnjol problematik itu secara
jernih. Maka orang akantidak mengeri buat apa Undang- undang
ini. Terhadap rumusan Fraksi Persatuan'Pembangﬁnan, mungkin
terlalu panjang, menimbang rata-rata harus satu kalimat yang
esensial masuk, dengan demikian maka intihya adalah mengung -
kapkan esensi permasalahan yang kemudian menjadi pertimbangan
" lahirnya Undang-undang itu yang harus dirumuskan.

Nah, menurut hemat kami pertimbangan, karena itu masuk menim-
bang yang melahirkan Undang-undang ini adalah karena ada per-
soalan ini. Maka c¢ yang berikut menjelaskan apa arah dan se -
bagainya. Demikian Saudara-sandara, terima kasih.

KETUA : |

Demikian Saudara-saudara, kita sudah mendengar pendapat
dan penjelasan Pemerintah menyangkut butir b Rancangan Undang
undang yang nantinya menjadi butir c, artinya kalau tidak sa-
lah bahwa Pemerintah tetap pegang * kepada rumusan yang ada,
dengan catatan bahwa usul Fraksi PDI itu'karéna sesuai GBHN
Pemerintah juga terima, begitu kira-kira intinya.
Nah, sekarang kita berikan kesempatan kepada Fraksi ABRI. Ki-
ra-kira bagaimana ? bisa ikut rumusan Pemerintah atau bisa
ada rumusan'yang lain, Silahkan.

F. ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Terima ksih., Setelah mendengakan penjelasan dari Pemerin-
tah, Fraksi ABRI sependapat dengan penjelasan Pemerintah.
Terima kasih.

KETUA: saeenonss
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KETUA :

Terima kasih. Termasuk juga menampung Fraksi PDI itu Pak.
Fraksi Persatuan.

F. PP (DRS. MOH HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Ketua, memang kalau dengar Pak Emil bicara kita bi
sa terangguk-angguk. Tapi, baiklah kami berpendapat, bahwa Frak
si kami berpendapat bahwa hal-hal yang positif bagaimanapuq ju
ga harus'kita ungkap dalam satu konsideran, dengan tidak meng -
abaikan kepada hal yang negatif, yang merupakan kekhawatiran
dan kemudian melahirkan motivasi terhadap kelahiran penyusunan
Undang-undang itu. Oleh karena itu Fraksi kami masih ~ -berperan
soal rumusan nanti terseah bagaimana , tapi bahwa Fraksi - kami
menginginkan bahwa pada butir 2 ini butir b yang sedang kita
bahas ini kita menghendaki bahwa disamping hal-hal tadi yang
sudah disebutkan, tetapi juga hendaknya hal yang positif tidak
begitu saja kita hilangkan. Ini menjadi pemikiran dari Fraksi
kami. Demikian Saudara Ketama, terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, artinya dapat memahami sebenarnya penjelasan
dari Bapak Menteri. Terima kasih, kemudian dari Fraksi PDI.

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) :

Saya kira sudah demikian Pak, tidak ada masalah. Terima ka-
sih.

KETUA :

Karena sudah ditampung kira-kirausul ° Fraksi PDI. Terima'
kasih, Fraksi Karya. Ada yang menjadi masalah sekarang, barang-
kali menampung usul Fraksi PDI itwu.

F. KP (DRA., SYASIAR LASAHIDO) :

‘Kami dari Fraksi Karya mendukung apa yang telah disampai-
kan oleh Pemerintah sesuai dengan GBHN vyang telah disampaikan,
Terima kasih, |

KETUA :

Terima kasih. Saudara-saudara; kalau tidak keliru kami,dan
kalau keliru tolong dikoreksi. Kalau tidak salah, semua Fraksi
dapat menerima rumﬁsan RUU; yang tadi dijélaskan secara panjang
lebar bahkan sangat mendasar oleh Pemerintahmengenai rumusan
butir b yang nanti akan menjadi butir ¢ ini.

Dengan. Q“...“.l
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Dengan catatan, tentunya pemahaman mengenai butir ini kalau
tersirat atau tersurat atau tertulis didalamnya barang kéli
menonjolkan aspek yang negatif permasalahannya. Diharapkan
juga tersirat didalamnya dalam pemahaman bukan rumusan, juga
mengenai faktor positif untuk menampung apa yang dikatakan
oleh Fraksi Persatuan. Oleh karena itu Saudara-saudara seka
lian, kami ingin menawarkan bagaimana kalau rumusan dari bu
tir b Rancangan Undang-undang ini yang akan menjadi butir
c kita tetapkan 'dengan catatan menambah kata selaras yang
diusulkan oleh Fraksi PDIkarena juga menurut Pemerintah ini
sesuai dengan bunyi GBHN 1988, Bisa diterima Saudara-sauda
ra ? Fraksi Karya, setuju ? Fraksi ABRI ? Setuju, Fraksi
Persatuan ?

F. PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Apakah hal-hal yang kami sebutkan tadi juga ditampung

di dalam rumusan nanti.
KETUA :

Enggak Pak. Jadi maksudnya yang saya katakan tadi ba -
rangkali rumusan yang dalam RUU ini seperti itu, yang diung
kap oleh Bapak barangkali pemahamannya. Artinya kita pahami
bersama bahwa &pa yang Bapak katakan itu adalah benar. Ti -
dak ditampung di dalam rumusan.

F. PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Kalau cuma kita pahami saYa kira tidak perlu kami kemu
kakan disini, jadi Fraksi kami menginginkan bahwa hal- hal
yang positifpun juga tetap masuk. Karena itu nanti juga men
jadi pertimbangan dalam rangka masalah berkaitan dengan ke-
luarga berencana, keluarga sejahtera itu adalah ada disitu.

Jadi demikian Saudara Ketua, terima kasih.
KETVA:

Terima kasih, jadi‘kami juga ingin menghimbau lagi ke
pada Fraksi Persatuan, jadi dari 3 fraksi termasuk Pemerin-
tah telah menerima butir d ini dengan catatan ditambah kata
selaras. Nah, yang belum tentunya menerima dengan adanya
pertimbahgan tadi mengenai hal-hal yang positif dari Frak-
si Persatuan. KIra-kira bagaimana Pak, mau ditampung dimana,

MENTERI KLH :

Saudara Ketua, saya mengerti semangat yang dibalik usul
Fraksi Persatuan  Pembangunan, yang mungkin kita bisa tang -
kap didalam penjelasannanti, sehingga dengan demikian ini bi
sa jalan semangat tetap tertangkap. Terima kasih.

KETUA. seeee®*®
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KETUA :

Itu yang sebenarnya kami ingin himbau, jadi bagaimana ka-
lau memang mengenai masalah positif ini tidak ditampung di da-
lam konsideran butir c baru ini, tapi ini nanti ditampung di=
dalam penjelasan sebagaimana juga yang disampaikan oleh Peme-
rintah. Kira-kira biéa Pak Thamrin.

F. PP (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Ketua, Saudara-saudara para Anggota Sidang dan
Bapak dari Wakil Pemerintah yang kami hormati.
Fraksi kami berpendapat, masalah‘ini cukup masalah yang prinsi
piil, sebab masalah ha-hal yang positif adalah ini nanti akan
juga mengalir kepada sikap-sikap Fraksi kami pada pasal- pasal
vyang lain. Jadi kalau ini kami kemukakandisini, tidak berarti
bahwa ini nanti lalu tidak mengalir kepada pasal-pasal yang
akan kami, ajukan dalam DIM kami. Oleh karena itu Fraksi kami
berpendapat bahwa masalah'yang bersifat positif dengan tidak
mengurangi hal yang punya kecenderungan sebagai konstatasi
vyang negatif, tetapi .tetap juga kita rangkai di dalam konsise-
ran ini, Kalau memang ini belum tercapai, ya kita serahkan ke-
pada Timcil.Tapi bahwa Fraksi kami tetap menghendaki bahwa ma-
salah yang positif ini harus juga secara eksplisit ada di da
lam konsideran ini. Mengenai rumusannya nanti terserah kita ca
ri rumusan vyang baik, tapi bahwa hal yang positif dan nega-
tif harus secara eksplisit ada d4i dalam konsideran ini.
Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih Pak Thamrin, jadi Saudara-saudara sekalian,

mengenai rumusan ‘ini Fraksi Persatuan tetap dalam pendapatnya
bahwa rumusan yang bersifat positif perlu dimasukkan dalam bu
tir ¢ baru. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian kita ti-
dak sepakat atau fraksi-fraksi belum sepakat mengenai masalah
ini, bagaimana kalau kita Panjakan mengenai butir ini.
Sebab nanti kalau di Tim Panja kemudian nanti diserahkan kepa-
da Timcil, tadi kan. ada konsensus sehingga langsung di Timcil.
Sekarang ini karena tidak ada kesepakatan kita masukkan ke Pan-
ja, nanti Panja sebentar serahkan kepada Timcil. Bisa Saudara-
saudara, Fraksi ABRI silahkan.

F. ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Terima kasih Pak. Pimpinan Sidang yang saya hormati,

Saudara-saudara sekalian, Kami sangat tertarik dengan se-
mangat yang disampaikan oleh Saudara kita dari F. PPterutama
khususnya ingin menyampaikan beberapa bahan mengenai masa-
lah-masalah yang positif, yang sebetulnya adalah semangat ka-

mi juga dari Fraksi ABRI.
Kemudian. ....-




Kemudian, setelah mendapat penjelasan dari Saudara Menteri ka
mi kemudjan juga men cek kembali penjelasan umum daripada RUU
yang diajukan itu. Rupa-rupanya masalah positif itu sejak awal
kami ambil atau mengutip dari pehjelasén umum itu dari RUU yang
diajukan dan penjelasan umum itu setelah kami cek artinya di -
ambil dari GBHN yaitu masalah-masalah yang positif, sehingga
kiranya apabila kami dengan segala besar hati értinya dengan se
mangat musyawarah itu ingin melepas kartu &ami ini semata-ma-
ta karena kita tidak ingin mengulang itu ada di dalam sebuah
konsideran menimbang.Kalau dua ini kita sejajarkan kita lalu
lupa masalah pokoknya itu apa, padahal seperti apa yang dije
laskan oleh Menteri di dalam menimbang itu adalah apa sebe -
tulnya yang ingin kita sampaikan di dalam menimbang itu, vyaitu
masalah negatifbya itu. Kalau semuanya itu positif, ya sudah
sama dengan GBHN, sehingda dengan demikian Fraksi ABRI meli-
hat kalau dengan segala senang hati juga barangkali dapat
menghimbau Saudara F. PP dapat mempertimbangkan kembali atau
membaca kembali konsideran , yaitu yang dikaitkan dengan pen-
jelasan RUU ini, juga dengan GBHN._ Agaknya mungkin bisa ba-

rangkali mengeri keinginan dari kami. Terima kasih.
KETUA :

Terima kasih dari Fraksi ABRI, jadi kami kembali lagi Pak.
Thamrin, Fraksi ABRI sebetulnya pendapatnya juga sama dengan
Fraksi Persatuan, dimana menonjolkan hal-hal yang positif ta-
pi setalah mendapat penjelasan dari Pemerintah, bisa mema -
hami, kemudian dengan segala kebesarannya meletakkkan atau
melepaskan usul ini, kemudian bisa menerima usul Pemerintah
Nah, kalau kami ini tadi kurang mempan meyakinkan Bapak, se
karang ini Fraksi ABRI kira-kira ditambahn dengan Pemerin-
tah tadi mudah-mudahan bisa yakin Pak, Terima kasih.

F. PP._(DRS. MOH. HUSNTE THAMRIN) :

Saudara Ketua, Fraksi kami sudah sangat memahami se-
bagaimana tdai disampaikan oleh Pemerintah dan Fraksi ABRI,
dan kami ' juga sudah meyakini, tapi keyakinan kami ternyata
memang agak berbeda, bahwa kita memang semua mengutip pada

GBHN, penjelasannya juga demikian.Kita mengingat Undang-un-

dang ini tidak hanya berlaku untuk 5 tahun, tapi akan berla-
ku untuk jangka panjang. Oleh karena itu kalau disitu yang
kita cantumkan hal-hal yang negatif saja,maka dalam proses
jangka panjang , iniakan juga merupakan tanda tanya.

Oleh karena ....



Oleh karena itu Fraksi kami bahwa di dalam konsideran ini
dua hal itu memang harus disebut, jadi ada imbangan.
Sekalipun Undang-undang sudah berjalan dan mudah-mudahan
berhasil, maka konsideran itu masih tetap bisa berlaku, ka-
rena memang ada dua hal yang positif dan negatif. Tapi ka -
kalu konsideran hanya berbicara masélah yang negatif, pada
proses tertantu dan keberhasilan dari pelaksanaan Undang-un
dang ini dicapai, maka akan terjadi kepincangan disitu.
Disinilah maka Fraksi kamimenganggap bahwa masalah ini masa
lah yang cukup prinsipiil. Jika memang dalam Sidang ini be-
lum bisa kita ambil satu kesepakatan bersama, maka Fraksi
kami tidak berkeberatan untuk ini kita panjakan.

Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih Saudara-saudara sekalian, kita sudah déngar
pendirian yang teguh dari Fraksi Persatuan mengenai usulan-
nya sehingga kita belum ada kgsepakatan di dalam butir b
Rancangan Undang Undang yang nanti akan menjadi butir c.

Oleh karean itu, Saudara-saudara, kami tawarkan apakah kami
usulkan supaya butir b yang akan menjadi butir c ini kita

panjakan; Bagaimana Fraksi Karya ? Setuju, Fraksi ABRI, se-
tuju, Fraksi PDI, silahkan,

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR- HAROEN) :

Saya kira, biasanya menurut pengalaman kalau selalu
langsung disetujui untuk di Panja, itu nanti di Panja juga
akan bersikukuh demikian. Apa tidak sebaiknya kalau menge-
nai usulan dari F. PP ini kita lobikan, sebab saya lihat
dari F. ABRI maupun F, PP itu sudah mirip, sedangkan ABRI
langsung bisa memahami apa yang telah dijelakan baik oleh
Pemerintah maupun oleh kawan-kawan fraksi yang lain.-

Nah, oleh karena itu saya mengusulkan barangkali barang se-
perempat jam meloby dulu baik Pemerintah, . KP, ABRI dam
PDI nanti akan kroyok P 3 disana, didalam loby barangkali
akan ada perubahan Itu saja usul saya sementara, terima ka-
sih,

KETUA :

Tetima kasih, Saudara-saudara sekalian, kalau barangka-.
1i
INTERUPSI

Pak Ketua, Saudara-saudara, Ibu-ibu Yang Terhormat,

Pak Emil Salim yang kami mulyakan,
Jika usul positif kami ini tidak ditampung maka Undang-undang
ini nanti akan berjalan hanya untuk yang negatif saja.
Selesai yang negatif sudah habis, maka Undang-undang ini ti-

dak berlaku lagi. Begitu -



Begitu singkatnga pandangan dalam hal ini. Jika yang positif
dan negatif ini tidak ditampung. Sekian untuk dimaklumi
~terima kasih.

KETUA : .

Terima kasih, Saudara-saudara ada usul Fraksi PDI untuk
loby, namun kami berpendapat kalau memang ada tanda-tanda da
lam loby bisa mencapai kesepakatan, barangkali perlu loby.
Tetapi dengan pendirian daripada Fraksi Persatuan seperti
itu saya kira kita sudah bisa bayangkan bahwa barangkali da-
lam loby belum, kecuali 3 fraksi sama Pemerintah mundur, atau
ada rumusan yang lain dalam loby itu. Tapi kami tawarkan apa
kah perlu loby atau kita Panjakan mengenai soal ini.

Silahkan Fraksi Karya,

F. KP (DRA, SYASIAR LASAHIDO) :

Begini Pak, menambah kembali barangkali usul, tidak ber—.
arti ”tidak setuju loby, kita melihat kaitan dalam satu konsi
deran, yaitu butir a sampai terakhir, bagaimanapun ada kait- .
an. Nah, F, KP mengusulkan begini, .apakah tidak ada salahnya
kita tinggalkan dulu ini dengan catatan belum ada kesepakat-
an, kita lanjut dengan p, c dan d, kemudian siapa tahu kalau
di ¢ dan 4 hirys di loby, maka satu kali kita mengadakan loby
itu, kita memuat 3 butir. Ini semuanya mengingat waktu dan
sebagainya. Terima kasih.

KETUA :

Terima kasih, ada ide yang saya kira sangat positif dari
Fraksi Karya, mengenai loby jadi wusul PFraksi Karya kalau toh
kita belum sepakat butir b Rancangén Undang Undang ini kita
teruskan ke butir berikutnya, nanti kemudian kami juga tidak
sepakat atau ada hal yang' lainkita bisa loby tapi satu kali,
Lobynya"mungkin butir a, butir b, ¢ dan seterusnya. Itu usul
daripada Fraksi.karya. Fraksi ABRI bagaimana ?

F. ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Saya kira, gagasan itu baik Pak,Ajadi' untuk meloby itu
tidak setiap butir atau setiap masalah di loby. Terima kasih.

KETUA :

Artinya kita pendingkan dulu mengenai masalah butir b RUU
ini. Fraksi Persatuan setuju ? Pak Popo setuju ?
Saudara-saudara berhubung butir b Rancangan Undang Undang yang
nanti akan menjadi butir ¢ ini kita belum sepakat, maka kita
putuskan agar supaya butir b Rancangan Undang Undang ini ki
ta pending untuk kemudian kita kembali membahasnya.

Setuju ?

(Rapat : Setuju)
Berikut ececcee
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Berikut kita datang pada butir ¢ Rancangan Undang Undang yang
nanti menjadi butir 4, dimana 4fraksi ada usul penyempurna
an. Tadi kalu tidak salah yang pertama dari Fraksi ABRI, seka
rang Fraksi Persatuan.

F, PP (DRS. H,MOH HUSNI THAMRIN) :

Terima kasih, Fraksi kami mengajukan penyempu:naan,ter—
hadap rumusan butir ¢ RUU yang disampaikan Pemerintah de -
ngan kalimat bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
perlu diupayakan pembinaan kependﬁdukan vang meliputi pe -
mindahan kualitas penduduk, dan kualitas keluarga, serta peng
aturan kependudukan agar menjadi sumber daya manusia yang
tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Jadi disini kami mengajukan bahwa mobilitas dan jumlah pendu
duk disini kami sebutkan dengan istilah pengaturan kepandu -
dukan},Jadi dengan pengaturan kependudukan inimencakup mobi-
litas, persebaran dan juga pertumbuhan penduduk itu sendiri.

Demikian Saudara Ketua, penjelasan pertama. Terima kasih.

KETUA §
Terima kasih, berikut Fraksi PDI.

F. PDI (DRS. POPO SOENANDAR HAROEN) :

Terima kasih, disini kami rupanya juga menghendaki ada-
nya penyempurnaan, yang sifatnya teknis redaksional saja, ja
di tidak.terlalu substansial dengan penambahan beberapa ka
ta yang menurut kami ketinggalan, sehingga setelah penyem=
purnaan- berbunyi : Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di
atas, kuantitas, kualitas, perumbuhan , mobilitas dan penye-
baran penduduk serta kuantitas dan kualitas keluarga perlu
dikendalikan, dibina, dan diarahkan, agar menjadi sumber da
ya manusian yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasi
onal. Saya kira kata-kata penduduk juga yang berulang-ulang
kita batasi, sehingga agak menyingkat redaksi daripada bu -
tir ini, Itu saja, terima kasih.

KETUA 3 eoo0cisocvee
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KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Popo, berikut Fruksi
Karya.

JURU BICARA FKP, DRA. SYAMSIAR LASAHIDO : Fraksi Kar
ya hanya menambahkan usul penyempurnaan mengenai kata-ka=-
ta sehubungan dengan hal tersebut di atas dihapus, kemudi
an sesudah kata mobilitas ditambah dengan kata penduduk.
Alasan kami bahwa butir a, b, dan ¢ adalah butir-butir
yang berdiri sendiri dari konsiderans Menimbang, karena i
ni akan membicarakan mengenai masalah yang dari a, b, dan
¢, dan seterusnya. Oleh'sebab itu Fraksi Karya berpenda: -
pat tidak perlu disebutkan lagi kalimat sehubungan dengan
hal tersebut di atas.

Kemudian mengenai kota mobilitas, kita hanya menambahkan
kata penduduk, karena sejak dari atas kuantitas penduduk,
kualitas penduduk, kualitas keluarga, serta mobilitas, mo
bilitas apa yang dikendalikan, Jadi dalam hal ini mobili-
tas penduduk.

Jadi dalam hal ini hanya kata penduduk yang kami tambah -
kan. ‘

Demikian dari kami, terima kasih,

KETUA RAFAT : Terima kasih Bu, kemudian Fraksi ABRI.

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih, sa-
ran Fraksi ABRI , perbaikan redaksional ini menyempurna -
kan tetapi mengait kepada substansi yang diatur dalam pa-

sal-pasal. Oleh karena itu Fraksi ABRI mengajukan saran

lebih memberi tekanan yang sama dengan yang termuat dalam
substansi dalam pasal-pasal yaitu dengan menambahkan kata
kata yang baku di dalam pasal-pasal, yaitu misalnya peng-
endalian kuantitas, peningkatan kualitas, pengarahan mo -
bilitas dan pembangunan keluarga sejahtera. '

Namun s.cee.
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, - Namun Fraksi ABRI Jjuga mohon maaf karena dalam nas -
kah ini ralat belum masuk, ralat sudah kita kirimkan, ra -
latnya adalah'dibelakang kata sejahtera ada tambahan kata-
kata perlu diatur, ralat sudah disampaikan dan sudah dite-
rima oleh Sekretariat, karena ralat ini sesuai dengan bu -
nyi kalimat usul penyempurnaan butir c¢ di atas itu.

Jadi di belakang kata-kata pembangunan keluarga sejahtera
perlu diatur, kami baca lengkap bahwa sSehubungan dengan |
hal tersebut di atas koma pengendalian kuantitas koma pe -
ningkatan kualitas koma pengarahan mobilitas dan pembangun
an keluarga seJjahtera koma perlu diatur agar menjadi sum -
ber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan nasional.
Penjelasannya kami ulangi dan ralat kami tambahkan sesuai
dengan apa yang diusulkan di atas, yaitu penekanannya pada
kata-kata pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pe
ngarahan mobilitas dan pembangunan keluarga sejahtera. Ini
kami tambahkan agar selaras dengdn apa yang terungkap atau
diangkat dalam substansi Rancangan Undang-undang ini.
Demikian saran kami, terima kasih,

* KETUA RAPAT : Terima kasih, sekarang kami persilakan.
kepada Fraksi-fraksi untuk memberikan tanggapan atas usul-
usul penyempurnaan dami Fraksi-fraksi yang lain.

Tadi kami mulai dari Fraksi Persatuan, sekarang Fraksi PDI.

JURU BICARA FPDI, POPO SONADAR HAROEN : Kami melihat
dari berbagai Fraksi, FKP, FABRI maupun FPP, rupanya disi-
ni tidak ada yang terlalu substansial untuk dikemukakan ha
nya semuanya menyempurnakan kalimat saja. Untuk itu maka
kami mengusulkan supaya dalam penyempurnaan ini diserahkan
saja kepada Tim Kecil untuk menyempurnakan dan menampung
semua aspirasi atau usulan dari Fraksi-fraksi yang ada ini.
Itu sajo dari kami, teeima kasih. |

KETUA RAPAT : Terima kasih, berikut Fraksi Karya.

JURU BICARA FKP, DRA. SYAMSIAR LASAHIDO : Dari Fraksi
Karya dalam menanggapi usul-usul penyempurnaan ini, kami
melihat ini hanya penyempurnaan redaksi bukan substansi.

Jadi e O o0 000
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Jadi kami juga mengusulkan barangkali ini bisa musuk 'saja
ke Timcil, terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, kemudian Fraksi ABRI.

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih,
Fraksi ABRI berpendapat dari kajian memung rumusan saran
dari rekan-rekan yang terhormat dari Fraksi Karya maupun

Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi PDI, umumnya ada-
lah penyempurnaan ungkapan ini, sehingga secara substansi
al tidak ada hal yang prinsip sehingga kiranya perlu di -
pertimbangkan untuk dapat diselesaikan oleh wadah yang le
bih kecil lagi, terima kasih. ‘

KETUA RAPAT : Kemudian Fraksi Persatuan.

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN : Sauda
ra Ketua, memang kalau kita lihat sepintus memang adalah
merupakan upaya untuk menyempurnakan, apakah itu dari FKP
kemudian Jjugu dari FABRI yang ternyata dalam rangka agar
kalimat ini lebih mengalir, demikian pula dari Fraksi PDI

Namun perlu juga kami jelaskan disini bahwa Fraksi kami
pada dasarnya ingin mengnindari kata pengendalian terhadap
Jumlah penduduk, tetapi kami menggunakan pengaturan per -
tumbuhban penduduk sebagaimana yang ada, dengan demikian 1
ni. Jadi oleh karena itu disinilah satu hal yang saya kKi-
ra mengapa; nanti apa, mengapa sebagaimana tadi yang tadi
kami kemukakan pada butir b, disini kami memang ingin meng
hindari atau ingin tidak mempergunakan istilah pengendali-
an kuantitas, tetapi kami ingin pengaturan terhadap kuanti
tas itu.

Demikian saya kira kalau memang hal ini saya kira bisa di-
tekankan memang Fraksi kami tidak berkeberatan untuk ini
Juga nanti kita Timecil kan, terima kasih,

KETUA RAPAT : Berikut Pemerintah.

PEMERINTAH, MENNEG KLH : Terima kasih Saudara Ketua,
. pertama kami mohon perhatian dari Fraksi Persatuan Pemba -
ngunan bahwa di dalam GBHN dipakai istilah pengendalian
pertumbuhan penduduk.

Jadi ® o0 0090
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Jadi kalau kita mengacu kepada GBHN, dapatkah kiranya Frak
si Persatuan Pembangunan tetap tidak menyimpang dari GBHN
ini.

Kedua, bagi Fraksi ABRI nampaknya mungkin keluppan, tetapi
merupakan satu-satunya Fraksi yang menanggalkan ketahanan
nasional, apakah itu ada sebab Khusus ataukah kelupaan, se
bab ketiga Fraksi lain mencantumkan ketahanan nasional ke-
cuali perumusan akhir dari Fraksi ABRI.

Apabila ketahanan nasional ini masuk dan Fraksi Persatuan
Pembangunan berpegang Kepada GBHN, maka materi substansi
dari empat Fraksi ini mengenai kalimat pertama bahwa sehu-
bungan hal tersebut di atas kami kira tidak menyangkut sub
stansi tetapi mengindahkan redaksi, memang bisa dihilang -
kan, semakin singkat semakin baik.

Kemudian rumusan dari Fraksi Karya Pembangunan, ABRI dan
PDI sama, hanya rumusannya. Apabila Fraksi ABRI dapat sepa
kat -menambahkan pengendalian kuantitas penduduk, peningkat
an kualitas penduduk dan mobilitas penduduk maka lebih Je-
las sebab menurut rumusan DIM ini menunjukkan kepada kuane.
titas, peningkatan kual;tas; pengarahan mobilitas dan pem-
bangunan keiﬁarga sejahtera. Sehingga mungkin kalimat itu
kurang lengkap apabila dilengkapi dengan rumusan FKP maka
akan klop. - '

Jadi kami usulkan, substansi kami lihat sama apabila keta-
hanan nasional dapat diterima oleh Fraksi ABRI, setelah de
mikian maka isi dari FKP, FABRI, FPDI merupakan sama sehing
ga tinggal perumusan Tim Perumus dapat lebih membersihkan
kalimat-kalimat yang ada. Dan khusus kepada Fraksi Persatu
an Pembangunan sudi kiranya Saudara mengacu kembali kepada
pengendalian yang disebut dalam GBHN. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, saoudara-saudara demikian
penjelasan dari Pemerintah. Ada dua pertanyaan disini, apa
kah kelupaan atau memang ada alasan. '

Pertama, kepada Fraksi ABRI mengenai kata ketahanan nasio-
nal, apakah itu kelupaan atau memang sengaja karena ada a-
lasan tertentu. Barangkali ada, silakan Pak. '

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih, Sau-
"dara Pimpinan dan Saudara Menteri KLH yang mewakili Peme -
rintah yang terhormat.

Di dalam ¢see
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Di dalam ralat memang sudah ada, kami baca naskah yang be-
lum ada oret-oretannya, Jjadi di dalam ralat ada, jadi dan
ketahanan nasional itu ada. Senantiasa ini selalu kita ang
kat karena merupakan hal yang pokok.

KETUA RAPAT : Terima kasih Pak, kami juga mohon maaf
karena kami belum ada waktu baca mengenai ralat-ralat ini,
karena hampir semua Fraksi memasukkan ralat.

Jadi sudah jelas ketahanan nasional itu memang ada, kemudi
an dari ¥raksi Persatuan, ini dalam GBHN juga memakai isti
lah pengendalian, bukan pengaturan. Silakan Pak.

JURU BICARA FPP, DRS. H. MOH. HUSNIE THAMRIN : Terima
kasih Saudara Ketua, memang dalam GBHN menggunakan istilah
pengendalian, oleh karena disitu kalau memang pengendalian
pertumbuhan, Fraksi kami jelas, oleh karena seJjak awal tae~
di kami katakan pengendalian pertumbuhan dan persebarannya
ini suatu hal yang tidak terpisahkan di dalam GBHN kita.
Oleh karena itu tadi kami katakan mendahulukan kualitas
penduduk, kualitas keluarga dan kalau kita mau menggunakan
pengendalian, pengendalian pertumbuhan dan persebarannya.
Jadi kalau kalimat ini yang dipakai, maka Fraksi kami Jje -
las sama sekali tidak berkeberatan untuk dirumuskan lebih
lanjut. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, Jadi Fraksi Persatuan bi-
sa memahami apa yangkdijelaskan oleh Pemerintah dan tidak
berkeberatan mengenai masalah itu karena memang ditujukan
pada pengendalian, pertumbuhan dan penyebarannya.

Saudara-saudara sekalian, kalau tidak keliru kami bisa tam
pung apa yang berkembang didalam pemikiran daripada Fraksi
fraksi termasuk Pemerintah bahwa sebenarnya rumusan dari &4
Fraksi atau usul perubahan daripada 4 Fraksi ini tidak sub
stansial, hanya penyempurnaan redaksi daripada butir c ter
sebut, dan oleh karena itu ada yang mengusulkan agar supa-
ya dalam rangka memperbaiki rumﬁsan yang ada bagaimana ka-
lau kita lanjut untuk diserahkan kepada Timcil dengan ber-
pegang kepada DIM yang diajukan oleh Fraksi-fraksi ditam -
bah dengan Penjelasan daripada Pemerintah, Bisa setuju

Fraksi Karya ?. Setuju. Fraksi ABRI ? Setuju, Fraksi Persa

tuan ? setuju, Fraksi PDI ? Setuju. _
Saudara .cesecsee
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Saudara-saudara dengan demikian maka rumusan butir ¢ RUU
yang nanti menJjadi butir b kita serahkan kepada Timcil un-
tuk menyempurnakannya dengan berpedoman kepada DIM serta
penjelasan Pemerintah.

Kemudian Saudara-saudara sekalian, ada usul baru dari Frak
si Karya butir d yang bunyinya bahwa peraturan perundang -
undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh menge -
nai masalah kependudukan dan keluarga sejahtera. Ini usul
baru, kami persilakan sekarang kepada Fraksi Karya untuk
menJjelaskannya. ‘ ’

JURU BICARA FKP, DRA. SYAMSIAR LASAHIDO : Dari Fraksi
Karya mengusulkan butir d baru, Jjadi karena tadi butir c
menjadi d baru, sekarang mungkin bisa menjadi butir e ka =~
lau disetugui. )

Kami mengusulkan bahwa untuk dapat ditambahkan satu butir
lagi dengan rumusan sebagal berikut : bahwa peraturan per-

undang-undangan yang ada belup mengatur secara menyeluruh
mengenai masalah kependudukan dan keluarga sejahtera.
Alasan FKP adplah bahwa untuk menjadi dasar pertimbangan
dalam membuat RUU ini karena undang-undang lain yang terka
it sudah ada sebelumnya belum mencakup mengenai kependuduk
an dan keluarga sejahtera. Oleh sebab itu didalam konside-
rans Menimbang'ini kami ingin menambahkan satu butir baru -

mengenal hal tersebut. Demikianlah penjelasan kami, terima
kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, saudara-saudara demikian
"penjelasan dari Fraksi Karya atas tambahan butir baru pada
konsiderans Menimbang ini.

Kami persilakan pada Fraksi-fraksi untuk memberikan tang -
gapannya atas usulan baru dari Fraksi Karya ini, Fraksi AB
RI.

JURU BICARA FABRI, IGN. SUPRAPTO : Terima kasih, yang
terhormat Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Menteri
KLH beserta Jajaran yang mewakili Pemerintah.,

FPraksi ABRI ingin mengingatkan kembali urut-urutan logis
dari pengangkatan butir-demi butir dalam konsiderans Menim
bang yang merupakan penggambaran motivasi, pengangkatan

1andasan eceececee
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landasan budaya bangsa dan juga konstatasi permasalahannya.
Kalau kita lihat alirannya adalah butir 1a adalah pengang-
katan payung tuadi itu falsafah Pancasila, butir b adalah
tadi disepakati merupakan ketentuan tentang cakupan perma-
salahan yang perlu.diatur yang mencakup permasﬁlahah ini.
hemudian butir berikutnya merupakan konstatasi dari perma-
salahan yang ada. Tadi diperdebatkan perlunya diangkat
yang positif dan mana yang negatif karena ‘emerintah tadi
menjelaskan bahwa perlu yang diangkat negatif karena ini
memang masalah, sehingga memerlukan adanya undang-undang i
tu. Oleh karena itu butir c¢ adalah sampai pada kesimpulan
bahwa hal-hal demikian perlu diambil langkah-langkah, dan
nanti agkan berakhir pada butir berikutnya yang merupakan
suatu resultante dari pertimbungan-pertimbangan tadi se -
hingga memerlukan adanya.

Oleh karena apa yang diangkat dalam butir a, b, ¢, b terma
suk b baru tadi, itu sudah mencakup apa yang diingini pada
butir d bahwa a, b, ¢ tadi memerlukan adanya suatu penga =
turan.,

Jadi oleh karena didalam lahirnya undang-undang baru itu
biasanya Jjuga akan menc¢cakup diangkatnya ketentuan-ketentu-
an peraturan perundang-undangan lain yang dianggap mungkin
perlu dicabut atau masih ada bagian-bagian yang dapat di -
pertahankan..01eh karena itu butir d, Fraksi ABRI belum me
lihat urgensinya untuk dimasukkan dalam butir tersendiri
sebagai butir baru, terima kasih.

KETUA RAPAT : Berikut Fraksi Persatuan,

JURU BICARA FPP, DRS. H., MOH. HUSNIE THAMRIN : Sauda-
ra Ketua, Fraksi kami sebelum menanggapi perlu atau tidak-
nya ini, kami ingin mendapatkan penJjelasan apa nanti dari
Pemerintah atau dari Fraksi Karya. Peraturan-peraturan per
undangan yang mana saJja yang telah mengatur masalah menge-
nai kependudukan dan keluarga sejahtera, ini yang ingin ki
ta tanyakan, apakah memang sudah ada, apa pada tingkat un-
dang-undang atau pada tingkat PP atau pada tingkat Kepmen,
ini supaya kita ingin tahu, yaitu tentang peraturan perun-
dang-undangan yang mana saja yang telah mengatur yang nan-

. ti dinyatakan bahwa itu belum secara menyeluruh mencakup
masalah-masalah kependudukan dan keluarga sejahtera ini.
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Oleh karena itu yang ingin kami dapatkan penjelasan lebih
dahulu, terima kasih,

KETUA RAPAT : Terima kasih, sebelum ada penjelusan,
Kami persilukan sekarang kepada Fraksi PDI.

JURU BICARA FPDI, POPO SONADAR HAROEN : Terima Kkasih,
kiranya PDI Juga sependapat dengan FPP, mohon pertama kali
penjelasan dan pendapat kami nanti akan dikemukakan bahwa
ada penjelasan, terima kasih,

KETUA RAPAT : Terima kasih, saudara-saudara ada ber -

mintaan daripada Fraksi Fersatuan dan Fruksi PDI kepada pe
ngusul dalam hal ini Fraksi Karya, dapatkah dijelaskan me-
ngenai masalah peraturan perundangan yang sebenarnya sudah
mengatur tetapi belum menyeluruh. Silakan.

~ JURU BICARA FKP, DR. IDA YUSI DAHLAN : Terima kasih
Pimpinan, sebelum @aya menjawab juga mengenai permintaan
dari Fraksi-“Persatuan mengenai perundang-undangan yang te-

lah ada mengatur aspek-aspek sebagian daripada kependuduk-
an, perlu Juga saya tambahkan mengapa Froksi kami mengang-
gap perlu hal ini dicantumkan karena seperti kita ketahui
bersama semua butir-butir Menimbang ini merupakan suatu a-
lur pikiran dimana menJjadikan motivasi mengapa kita membu-
at undang-undang ini.

Memang yang dicantumkan, saya tadi sangdt sependapat de -
ngan Pemerintah udalah kekurangonnya karena disitulah masa
lahnya, ‘karena kurang maka perlu ada suatu perundangan ba-
ru,

Seperti disini kita sudah menyetujui bersama, yang pertama
tadi a baru mengenai payungnya, kedua mengenai matra dan
aspek kehidupan, ketiga mengenai kurang serasi dan kurang
seimbangnya sehingga untuk itu perlu dikendalikan, dibina
dan diarahkan oleh karena itu dibuat undang-mndang.

Kenapa kami menambahkan, karena masih ada kekurangan satu
pojok lagl daripada permasalahan ini adalah kekurangannya
itu karena kita sudah sepakat bahwa undang-undang ini bu -
kan merupakan suatu undang-undang pokok atau undang-undang

- payung yang mencakup seluruh aspek kependudukan, oleh kare

na itu perlu disini kekurangan dari pada aspek, kalau bun-
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deran ini sebagian kuadrannya belum tercakup oleh peratur-
an-peraturan yang ada, peraturan perundangan yang adae.

Jadi itu merupukan suatu dasar pertimbangan mengapa undang
undang ini diadakan untuk mengurusi dan menangani, mewadahi
kuadran lain yang belum tercakup dengan undangiundung. Itu
alasan kami Pak, saya mempertegas saja.

‘entu Pemefintah akan lebih mengetahui, menginventarisir
semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan yung ber-
kait dengan itu, tetapi kami hanya memajukan beberapa mung
kin kurang Bapak Pemerintah, Jadi saya kira mungkin bisa
ditambahkan. Tetapi kami disini dapat mencantumkan misalnya
adanya undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62, misalnya Un-
dang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Te
naga Kerja Nomor 14 Tahun 1969, Undang-Undung ‘ransmigrasi
Nomor 3 “ahun 1972, Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor &
Tahun 1982, Undang-Undang Sistim Pendidikan *‘asional Nomor
2 Tahun 1989, Undang-Undang KeseJjahteraan Sosial Nomor 6 Ta
hun'1974, ini contoh-contoh, saya kira Pemerintah akan le -
bih mengetahui perundangan mana yang mencakup Kependudukan,
dimana yang akan kita wadahi dengan undang-undang ini ialah
yang belum tercakup dengan undang-undang yang ada ini,
Demikian, terima kasih. :

KETUA RAPAT : Terima kasih, dan Undang-Undang Kesehat-
an yang sedang dibahas.
Saya kira Fraksi PDI dan Fraksi Persatuan sudah jelas barang
kali ?. Pak- Thamrin sudah jelas ?. Pak Popo Jjelas ?, terima
kasih. '
Sekarang kami kembali kepada Fraksi Persatuan dan Fraksi
PDI, tadi baru bertanya dan sekarang bagaimana tanggapannya..
atas usul baru ini, silakan.

JURU BICARA FPP, DRS, H., MOH. HUSNIE THAMRIN : Terima
kasih, masih dikejar terus. ‘ ,
HBaiklah, Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian, se-
telah mendengarkan penjelasan dari Fraksi farya tentang u-
sulan baru yang mengkait dengan beberapa undang-undang yang
tadi kalau tidak salah ada 7 atau 8 undang-unddng yang te -
lah disdbut.

.Saya kira undang-undang tersebut walaupun itu berbicara ten
tang masalah kependudukan, juga tentang masalah warga negara

masalal ececeee
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masalah tenaga kerja dan Juga masalah kesejJahteraan sosial
yang sebenarnya adalah mengkait dan mengatur orang per o -
rang, tetapi saya kira memang rasanya tidak pas kalau ini
kita Jjadikan satu konsiderans bahwa peraturan perundang-un
dangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh mengenai
masalah kependudukan dan keluarga sejahtera, memang belum
ada. Oleh karena itu Fraksi kami berpendapat bahwa butir d
ini ‘rasanya memang tidak perlu karena memang belum ada un-
dang-undang yang mengatur tentang kependudukan dan keluar-
ga sejahtera, kalaupun ada misalnya peraturan-peraturan
yang berkaitan dengan keluarga berencana dan lain sebagai-
nya, saya kira itu tingkatannya apakah sudah sampai ting -
kat undang-undang ataukah belum, kalau dia belum sampai pa
da tingkat undang-undang, sudah barang tentu tidaklah seha
rusnya untuk kita taruh dalam sejajar dengan undang-undang
yang akan kita bentuk disini.

Oleh karena itu kalau berkaitan dengan undang-undang yang
tadi disebut maka sudah barang tentu memang undang-undang
ini undang-undang yang baru dan kemudian memang tidak meng
kait kepada hal-hal yang tadi disebutkan. Oleh karena itu
butir d ini tidak seharusnya kita perguhakan sebagai konsi
derans di dalam undang-undang yang baru.

Demikianlah tanggapan kami, dan terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, Fraksi PDI.

JURU BICARA FPDI, NIKOLAAS HE. M. TH. : Bapak Pimpin-
an, Bapak Menteri.
Mendengarkan Rapat Gabungan Komisi VIII dan Komisi X yang
saya hormati, nampaknya Fraksi kami melihat ada kebenaran
ada keindahan juga dari Saudara-saudara FKP. Kami dapat me-
mahami dan mendukung usul FKP, asal usul kami Jjuga diterima
jadi ada timbal baliknya kan. Hanya asal disetujui usul per
ubahan redaksi, supaya pergi dari permulaan ditambah kata
perkembangan di muka kata kependudukan dan kata pembangunan
dimuka kata keluarga sejahtera, sehingga usul itu dapat ber
bunyi demikian (kalau disetujui) : bahwa peraturan perun -
dang-undangan yang ada belum mengatur secara menyeluruh me-
ngenai masalah perkembangan kependudukan dan pembangunan ke
luarga sejahtera. Demikian Pimpinan, terima kasih,
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KETUA_RAPAT : Terima kasih, Jjadi saudara-saudara seka
lian, usul dari Fraksi Karya ini didukung oleh Fraksi PDI
tetapi tidak diterima oleh Fraksi ABRI dan Fraksi Persatu-
an.

Sekarang kami persilakan kepada Pemerintah.

PEMERINTAH; MENTERI NEGARA KLH : Terima kasih Saudara
Ketua. |
Pertama dalam hal ini kami ingin meminta perhatian terhadap
(dalam DIM) ini mengenai Penjelasan atas undang-undang pada
halaman pertama dari ini, dimana bagian bawahnya disebut Ba
gian Tiga mengingat kebijaksanaan kependudukan dan keluarga
sejahtera meliputi berbagai-aspek antara lain kewarganegara
an, sensus penduduk, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi,
perkawinan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan anak, ling-
kungan hidup, kedudukan wanita yang telah diatur dalam ber-
bagai undang-undang, maka dalam undang-undang ini diatur qg'
pek perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga se =-
Jahtera, sehingga kalau mau menangkap isi ini ke dalam pa -
sal ini secara konsekuen ada baiknya disebut peraturan-per-
aturan yang ada belum mengatur yang tidak diatur adalah se-
perti disebut di penjelasan ini, aspek perkembangan kependu
dukan dan pembangunan keluarga sejahtera, ini satu.
Andaikatapun ini dianggap redanden terlalu tidak perlu, itu
pun tidak apa. Dus dalam hal ini kami agak di tengah-tengah
netral dalam hal ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT : Terima kasih, jadi kami kembalikan lagi
kepada FKP, Jjadi Pemerintah netral, tetapi dua Fraksi tidak
setuju, hanya satu Fraksi, kira-kira bagaimana, masih berta
han atau mau droping atau bagaimana, silakan Bu.

JURU BICARA FKP, DR. IDA YUSI DAHLAN : Terima kasih
Pimpinan, terima kasih teman dari PDI yang betul-betul mem-
besarkan semangat. kami ditambah lagi dengan dukungan 50% da
ri Bapak Pemerintah, lebih besar lagi semangat kami Pak dan
sehingga kami lebih yakin bahwa dasar hukumnya yang ada da-
lam penjelasan nomor tiga ini, itu lebih perlu lagi untuk
kita cantumkan sebagai dasar pertimbangan, arah, alur dari
pada motivasi kita membuat undang-undang ini, karena sejak
dari keterangan Pemerintah, Jjawaban Pemerintah sudah Jelas
sekali dicantumkan bahwa undang-undang ini bukan dan Jjangan
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sampal menJjadi payung, menjadi undang-undang pokok.

Oleh karena itu sangat penting sekali butir ini kita can-
tumkan sebagai motivasi daripada undang-undang ini, oleh
karena itu. mengenai pokok dari pada butir ini kami akan
tetap mengusulkan ini dalam konsiderans, namun redaksinya
apakah tadi ada tambahan dari Bapak PDI maupun penyempur-
naan dari Pemerintah, saya kira bisa kami terima isinya
secara prinsipnya yang akan kita atur nanti di Tim Kecil.
Terima kasih. |

KETUA RAPAT : Terima kasih, sekarang kami persilakan
kepada Fraksi ABRI bagaimana pendapatnya, Fraksi Karya se
bagai pengusul tetap mempertahankan rumusannya yang didu-
kung oleh Fraksi PDI dengan catatan ada usul tambahan, de
mikiaﬂ'juga dari. Pemerintah 50% Pak. Silakan Pak.

JURU BICARA FABRI, dr. TAHERINOOR, MA : Terima kasih
Sdaudara- Pimpinan, Saudara-saudara sekalian.
Kami merasa sangat berbahagia dengan usul baru ini, walau
pun kami juga harus mempelajarinya secara mendalam teruta
ma beberapa aspek yang J
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telah kita bicarakan"yang belum sampai kepada suatu persc-
tujuan, satu. Kedua kalau kami dalami apa yang disebut da-
lam usul ini sebetulnya sudah ada di atas., Ketiga usul ba-
ru ini, alurnya itu benar tapi tidak menyempit lagi nene-
jadi tambah lebar permasalahannya dengan dibuktikannya di
diskusi ini terus muncul masaalah-masalah meminta keterang
an ini minta keterangan itu. Schingga pada dasarnya . kami
ingin menanyakan sepenuhnya, apa asensi. yang pokok daripa-
da schbuah pasal didalam masalah- menimbang harus muncul,
Mengapa kami tadi katakan, kita nanti masuk ke masalah yang
belum kita ambil keputusan yaitu masalah judul tadi, di -
sini jelas kecinginan untuk memaksakan yang belum kita se-
pakati yaitu masalah kependudukan dan keluarga secjahtera,
dan diboncengi oleh dari FDI dengan..., maaf kalau saya ,
Bapak Pimpinan. Kami kira demikian apakah akan berkembang '
kearah sana lagi kita ke masalah Judul yang belunm kita
sclesaikan, kalau ini kita terima berarti kita menerima Ju
dul "Perkembangan Kependudukan", Judul yang kita saran -
kan oleh.RUU adhlah Kependudukan Keluarga Sejahtera, belum
ada keputusan sedangkan FKP ingin masuk di sana scdangkan
F.PDI Jjuga mcnginginkan Justru masuk bersama. Kalau menu -
rut hemat saya ini adalah suatu perangkap asmara,

Lepas dari masalah tadi kita akan menjadi tumpul lagi atau
akan menjadi mentah lagi sebuah konsideran yang sudah kita
atur makin lama makin menciut kepada suatu kesimpulan oleh
karena itu saya perlu membuat Undang-undang tentang Judul
yang sedang kita bicarakan. Terima kasih Saudara Pimpinan,

KETUA

Terima kasih dari Fraksi ABRI memang sangat jeli peng
lihatannya termasuk F.PDI juga ingin menungganginya, Jjugadi
lihat itu rupanya. Kami persilahkan sckarang F,PP,

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH. HUSNI THAMRIN) :

Memang F. ABRI radarnya pasang terus,jadi baiklah da-
ri Fraksi kami, kami belum melihat urgensinya bahwa di ini
ada di dalam konsideran, karcna kalau tadi kami melihat Un
dnng-undang yang discbut yang banyak tadi memang tidak meng
kait dengan masalah yang kita bahas sekarang ini dalam be-
berapa scgi memang ada, tapi apalagi-tidak mengkait - ten-
tang magalah kependudukan, sebab kalau nanti misalnya habis
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setiap Undang-undang rmti harus memuat hal yang demikian,
karena ada Undang-undang yang lain yang tidak mengatur /
masalah lain dengan Undang-undang yang sedang kita atur,
Oleh karcna itu Fraksi kami tidak semata-mata menolak ta-
pi kami belum melihat sejauhmana urgensinya bahwa butir d
ini harus kita cantumkan. Kalau melihat contoh-contoh Un-
dang=-undang yang tadi, peraturan perundang-undangan yang
tadi disebut.Demikian Saudara Ketua ' pendirian kaimi' belunm
melihat urgensinya kajau nanti dijelaskan lagi dalam 1lobi
atau dalam panja terserah, tapi kalau melihat belum keli -
hatan urgensinya. Teima kasih,

KETUA :
Terima kasih,dari F.PDI silahkan.

FRAKST PDI (NIKOLAS HE. N, TH) :

Bapak Pimpinan nampaknya Saudara-saudara "kami. dari
F. ABRI kurang mendalami dan kurang mengikuti alur pikir-
an kami dari EPDI, sarmm sckali kami tidak hendak membom -
bardemen penbahasan kita tentang Judul, tadi kan  Judul
belunm pick jadi bisa ditampung, usul kami toh bisa ditam-
pung bagaimana fstilahvistilah itu., Perkembangan dan pen-
bangunan ditambahkan itu yang pertama. Kedua tentang belum
ada bahan -baku tentang susunan baogaimana menimbang, meng-
ingat dan menetapkan belum ada yang baku Pak, Kenapa Bapak
bapak ABRI terlalu takut tentang sesuatu yang belum baku ,
Jadi kami tetap pada scrmuala sebaiknya kita mendukung FK P
Pak,

KETUA :

Terima kasih Saudarn- saudara sckalian sesuai dengan
kescpakatan kita ini sudah dua putaran kita belum ada ke-
sepakatan, dimana usul F.KP ini hanya didukung olech F.PDI
tapi juga ada catatan  dalam arti ditambah, Jjadi tidak mur
ni dukungan itu, ada syaratnya.Kemudian F.ABRI dan FPP te-
tap menolak usul ini dan dari Pemerintah juga netral, men-
dukung tidak, yes tidak no tidak. Oleh karecna itu Saudara-
saudara sckalian kami usulkan bagaimana kalau masalah ini
kita Panja-~kan ?

F.KP ?... F,ABRI ? ... kita Panjakan mengenai butir ini.
(setuju

 PRAKST PERSATUAN PEMBANGUNAN ( H. MOHAMMAD MUSYAPAK ) :
(F.PP, sebenarnya kami ingin mentuntaskan di forum ini, ja-
di menuntaskan dengan tadi berdebar-debar supay F.KP itu me

narik mgstinya. Sebobnya di didalam konsideran ini walaupun
kamiececeoee
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karmi baru datang, agak kaget masalahnya ini kok bisa perken-
bang begitu banzga, namun demikian karena sudah terkonsensus
dari Pimpinan yang terhormat-bahwa dua putaran apabila tidak
bisa seclesal discrahkan pada Lembaga lain, baik itu kami du-
kung untuk dibahas di sana, bukan materi. Terima kasih,

KETUA

Terima kasih, jadi setuju di Panjakan. Kemudian dari
F.PDI ?

(FRAKSI PDI : setuju)

KETUA ¢

Saudara sckalian, Pemerintah juga saya kira setuju.

" ( PEMERINTAH : setuju )
F. ABRI {(DR. H. TAHERINOOR, MA) : " = :

Ya, Saudara Pimpinan tidak ingin menanyakan pendapat,
F.KP sendiri yang mengajukan apakah akan melanjutkan atau-
kah sudah sampai saatnya itu untuk... untuk ... ter ma
kasih Pak.

Tadi Pak putaran kedua, kami sudah tanyakan malah meng-
gebu-gebu dalam arti maloah kami merasa lebih yakin dengan
penjelasan Pemerintah tadi, kalau tidak salan begitu ya ?
Jadi apa namuanya, kami lihat belum ada upaya untuk mundur
malah mau maju terus, jadi sudah jelas Pak pendirian beliau
beliau sehingga Saudara-saura dengan kesepakatan kita, ter-
masuk Pemerintah, ya kita Panjakan butir ¢ RUU ini yang
nanti akan menjadi butir: eh maaf yd, kita Panjakan usul ba
ru dari FKP yang nanti kalau toh diperscalkan dia terima ,
dan menjadi butir e , tapi sementara kita berubah kepada RUU
ini adalah usul baru daripada F.KP ini kita Panjakan setuju?

( Rapat setuju )
terima kasih Kemudian butir b RUU Saudara-saudara l Fraksi
Juga ada usul penyempurnaan. Kami persilahkan sckarang. Ta-
di kalau tidak salah yang pertama dari F.PDI kalau tidak sa
lah sckarang F.KP,

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN €DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) :
Dari F.KP tadi karena kami mengusulkan ada satu butir

baru schingga butir d ini menjadi e. Dalam hal ini kdmi

hanya menyempurnakan kalimat bahwa untuk mencapai maksud

tersebut perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur ten -
tang Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga,
Alasan kami bahwa yang ditectapkan adalah Undang-undangnya
bukan perkembangan kependudukan dan keluarga sejahteranya,
jadi dalameeese
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Jadi dalam hal ini itu yang kami usulkan., Terima kasih

RETUA ¢

Terima kasih, berikutnya F-.. ABRI

FRAKSI ABRI (ING SOEPRAPTO) :

Terima kasih, yang terhormat Pimpinan Sidang, yang ter-
hormat Menteri Negara KLH yang mewakili Pemerintah. F.ABRI
sceperti tadi di sini sudah disinggung, menyatakan bahwa bu -
tir d ini muara dari pertimbangan-pertimbangan butir-butir
sebelumnya, jadi merupakan suatu resultante kesimpulannya.
Kesimpulannya sctelah menimbang a, b, ¢ maka dalam rangka
upaya-upaya yang tadi dikemukakan perlu diatur dengan Un -
dang~undang Jjadi inilah kesimpulannya. Usulannya kami saran
kan demikian,

Kami bacakan lengkap : Bahwa dalam rangka upaya terscbut di
atas maka perkembangan kependudukan dan keluarga sejnhtera
perlu diatur dengan Undang-undang.

Demikian, terima kasih,

KETUA
Terima kasih, F.PP silahkan,

FRAXST PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH, HUSNIE THAMRIN):

Terima kasih Suudara Ketua Fraksi kami menyederhana-
kan dan butir d ini dari RUU kepada yang kami usulkan ber-
bunyi bahwa dalam upaya, Jjadi tidak dengan dalam rangka upa
ya tapi langsung dalam upaya pembinaan kependudukan di atas
dipandang perlu untuk mengatur tentang kependudukan dan ke -
luarga sejahtera dengan Undang-undang. Jadi kalimat menctap
kan Jalam DIM itu salah tulis itu tapi yang benar adalah me
ngatur tentang kependudukan dan keluarga scjahtera dengan Un
dang-undang. Perubahan ini adalah sckedar- upaya menyederhana
kan dari butir 4 terscbut. Terima kasih,

KETUA :
Terima kasih, kemudian F.PDI.

FRAKSI PDI (DRS. POPO SOENADAR HAROEN) :

Kiranya PDI Jjuga sama yaitu han&a menyngkut maslah pe-
nyenmpurnaan kalimat agar supaya menyalur dengan baik seper-
ti dikemukakan setelah penycmpurnaan berbunyi sebagai ber -
ikut : Pahwa dalam rangka upaya tersebut di atas dipandang
perlu untuk menetapkan perkembangan kependudukan dan pemba- '

ngunan keluarga sejahtera dengan Undang-undang.
' Yang penting...
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Yang penting di sini adalah menyangkut masalah Undang-undang-
nya, terima kasih.

KETUA

Terima kasih.

Saudara-saudara dari usul Fraksi ini umumnya usulan ru-
musan itu mempersingkat dari konsep yang ada, nah Pak Menteri

pernah Jjuga disampaikan tadi, makin singkat makin baik,
Sekarang Saudara-saudara sckalian itu penjel,san dari masing=-
masing Fraksi. Sckarang kami persilahkan kepada Fraksi-fraksi
untuk memberikan tanggapan atas Fraksi-fraksi yang lain, mulail
dari F.ABRI,

FRAKST ABRI (ING. SOEPRAPTO) :

Kami langsung sgja, jadi atas pemikiran yang dikemukakan
oleh F,ABRI tadi. F.ABRI melihat secara pengungkapan ini ber-
beda tetgpi sebetulnya isinya sam, hanya kepada pengaturan
ini,Jadi kecempatnya mengangkatnya scbagai suatu kesimpulan un

tuk perlunya ada Undang=-undang itu harya caranya adalap Un -
dang - undang yang mengatur atau yang -di F.ABRI berusaha ' sa-
ngat singkat bahwa di dalam rangka upaya tersebut maka per -
kembangan kependudukan dan keluarga sejohtera perlu diatur de
ngan Undang-undang, bunyi ini nampaknya di berbagai Undang -
undang berbeda ini juga kami lihat F.PP juga mengemukakan bah
wa hal ini perlu untuk mengatur tentang kependudukan dan ke-
luarga scjahtera dengan Undang-undang.

Demikian pula rckan yang terhormat dari F.KP dinyatakan bahwa
untuk mencapai maksud terscbut perlu ditetapkan Undang-undang
yang menggatur tentang kependudukan dan keluarga sejahfera ,
di sini kebetulan dimasukan isfilah perkembangan meskipun ta-
di dijelaskan bahwa maksudnya adalah bukan menyetujui Judul
yang menggunakan istilah  Perkembangan, namun yang  diatur
adalah tentang perkembangan kependudukan, namun sebetulnya
di sini Jjuga dinyatakan bahwa hal ini memang perlu di atur
pertama mengenai perkembangan kependudukannya, ini FABRI me-
mang demikian,

Mengani Fraksi yang terhormat dari F. PDI ini Jjuga de-
nikian mengangkatnya itu juga dengan ungkapan yang agar ber. .
beda dari Fraksi-fraksi lain namun intinya adalah perlu untuk
menetapkan perkembangan Kbpérididukan pembangunan keluarg se-
Jahtera dengan Undang-undang masing+masing diangkat dengan
tambahan-tambahan kata yang sesuai dengan usulan-usulan ter-
dahulu, jadi mungkin rumusan ini bisa di sederhanakan lagi

andaikata ceeeeee
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Andaikata rekan-rekan yang terhormat dari Fraksi lain sepen-
dapat, usulan dari F.ABRI ini paling scderhana,
Demikian, terima kasih,

KETUA 3
Berikut F.PP

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :
Saudara Ketua saya kira memang intinya sama tidak ada

perbedaan cuman teknis penyusunan kata-kata berbeda kemudiﬁn
lalu lebih banyak selera bahasa di sini yang berjalan, Oleh
karena itu kalau ini langsung discerahkan kepada TIMCIL nanti
dengan runmusan-runusan saya kira Jjuga Pemerintah tidak akan
keberatan karena lebih singkat dan lebih sederhana mana di -
antara nanti, saya kira Pemerintah bisa melihat mana yang pa
ling baik baik bahasanya, betul dan yang benar, dan kenmudian
Juga bisa mencakup karcena kalau sudah soal begini itu lebih
banyak selera-sclera bahasa tapi sebetulnya maknpanya juga sa
ma., Demikian Saudara Ketua, terima kasih,

RKETUA
Terima kasih,

FRAKSI PDI (DRS. POPO_SOENADAR HAROEN) :

Substansinya saya Xra sama yaitu mengenai perlunya .Un=-
dang-undang ini yaitulah.:gyadi semuanya mempunyai berbagai ala
san mengenai pengungkapannya di dalm kalimat kalau menurut
pendapat Fraksi kami selain daripada singkat kami ini Jjuga
lengkap, sudah lengkap begitu sebaiknya kita bicarakan di
Instansi lain, Terima kasih,

KETUA
Berikut FKP.

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Dr. NY. IDA YUSI DAHLAN) :

Melihat bagaimana pentingnya Undang-undang ini schingga
dalam seclera juga bahasa memang ditempatkan lebih  dahulu
darli mengenai apa, Undang-undang ini schingga kalfimatnya ka
mi mungkin isinya sama tapi hanya susunannya dibalik, -yang
mengatur tentang, memang Bapak-Bapak ABRI bukan Judul yang
kami atur di'sini, tetapi adalah masalah perkembangan kepen-
dudukan keluarga scjahtera karcena memang kita mengetahui se-
luruh batang tubuh mengenai perkembangan, itu sebabnya huruf
nya kami taruh kecil bukan besar untuk Jjangan dikonotasikan

bahwa ini......
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bahwa ini .Judul begitu. Schingga saya kira terhadap peng-
usulan kami ini, kami memamang scepakat mengenai keseleraan

bahasa dan urutan peiorotas yang mna yang dipentingkan urut
kami jadi Udang-undangnya dahulu kami susun dalam kalimat ini
dan kalau tadi ada yang mengusulkan k kecil atau apa itu

" saya kira tidak keberatan.

RETUA

Terima kasih Ibu Ida, dari FKP.
Kami persilahkan dari Pemerintah.

PEMERINTAH :

Terima kasih.Ketué. .

Pertama nampaknya PDI satussatunya yang memakai kalimat
menetapkan 6erkembangan kependudukan dengan Undang-undang te
man-teman lain mengatur. Kedua catatan kedua yang kami tang-
kap adalah FKP satu-sgtunya kata perkembangan huruf kecil
yang lain huruf besar tapi kami scpakat untuk di kecilkan.
Terima kasih Saudara-saudara,

KETUA :

Terima kasih.

Saudara-saudara itu baru putaran pertamn kami bisa me-
ngngkap sermua keinginan dari Fraksi-fraksi karena toh ini ma-
salahnya bukan esensial tapi hanya selera bahasa dalam rangka
menyusun kalimat-kalimat tersebut, dan oleh karcna itu senmua
termasuk Permerintah mengusulkan agar supaya rumusan butir d
RUU ini kita masukan menjadi tugas daripada TIMCIL untuk me-
ruruskannya, Jjadi kami tawarkan bahwa rumusan butir d ini ki-
ta sampaikan ke TIMCIL, F.KP ? '

(FKP : setuju)
(FABRI : sctuju)
(FPP : setuju)
(FPDI : setuju)
(Pemerintabh : setuju)
butir d dari RUU ini dimasukan menjadi tugas daripada TIM
CIL. Terima kasih,
Sckarang kita lanjutkan dengan konsideran mengingat ge-

mua Fraksi ada usul penyempurnaan kecuali F.PDI, Tadi kita mnu
lai dari F.ABRI sckarang FKP,

FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (....
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FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( DRS. MOH. HUSNIE THAMRIN) :

Saudara Fraksi kami, konsideran mengingat kami ingin mc-
nambahkan beberapa pasal di UUD 1945 jadi hanya apakah selu -
ruh butir atau baru butir satu saja.

.. ..KETUA :
Mengingat pasal 5 danseterusnya itu saja dulu,

Terima kasih Saudara, ' dari butir 1 ini, mengingat ini  kami
ingin menambahkan., Ada tambahan yaitu setelah pasal 20 kami
menambah pasal 27 ayat (2) kemudian pasal 29 ayat (2) dan pa
sal 31 ayat (1) kemudian baru pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
Demikian Saudara Ketua Konsideran ini. Terima kasih,

KETUA
Terima kasih, berikut F.PDI walaupun tetap alasannya apa?

FRARSI PDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN) :

Saya kira putaran ini bukan alasan Pak ?

RETUA ¢  alazan, penjelasan.,

Kami tetap sependapat dengan apa yang terdapat di dalam RUU
karcna menmang tigp pasal telah dicek dengan Undang-undangnya
sendiri itu sudah memenuhi syarat terutama juga yang diper -
nasalahkan yaitu pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Di sana jelas =
Jelas dikemukakan masalah-masalah kemakmuran rakyat sedang -
kan Undang-Undang ini Jjuga mempermasalahkan kesejahteraan Rak
rat, itu saja, terima Kasih,

KETUA 3 \
‘Terima kasih kemudian FKP,

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Usul dari FKP, kami hanya ingin mcenambahkan satu pasal
saja yaitu ditambah dengan pasal 34 UUD 1945. ..Alasan kami
yaitu bahwa pasal 3l UUD 1945 mencantumkan bahwa pakir mis -
kin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara ini
terniasuk masyarakat renstan yang perlu kita afur di dalam Un
dang-undang ini, dan ini Jjuga penjelasan masyarakat renstan
di dalam RUU ini jelas bahwa termasuk kelompok nasyarakat
renstan ini termasuk kelompok miskin dan anak-anak terlantar.
Terima kasih.,

KETUA ¢
Terima kasih F.ABRI?
FRAKST ABRI (....

[RELFYN
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FRAKSI ABRI (IGN. SOEPRAPTO) :

Terima kasih kami langsung saja pada masalah,
F.ABRI memandang bahwa hal yang perlu dimuat di dalam konsi-
deran " mengingat " itu adalah ketentuan tentang kekuasaan
Legislatif yang dimiliki olceh Presiden untuk mengajukan Un-
dang-undang dan kemudian adalah kewenangan DPR untuk nenye -
tujui untuk disahkan di dalam ketentuan dalam UUD 1945 jadi
" mengningat ™ ini adalah suatu landasan tentang penanganan
proses Jadi siapa yang berwenang mengajukan dan siapa yang
dapat dan dimana setiap Undang-undang mnenghendaki persetuju
an DPRZ nah ini dua pasal dalam Undang-undang Dasar 1945
yang diangkat. Pasal 33 sebagai landasan substansial kita
pandang tidak relevan. Dalam hal ini .F.ABRI ingin menyampai
kan apa ygng dikemukakan dalanm pengantar musyawarah maupun
di dalam Pemandangan Umum bahwa memang apa yang diangkat di-
dalam konsideran " mengingat " hendaknya hal-hal yang ber -
kaitan langsung dengan lahirnya Undang=-undang ini, kecuali
pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 yang tegas-tegas mnmenya
takan perlu dibentuknya Undang-undang seperti pada waktu Un-
dang-undang Pendidikan Nasional itu memang ada pasal yang bu
nyinya demikian (pasal 31) yaitu Pemerintah mengusahakan dan
nenyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional yang diatur
dengan Undang=-undang, jadi ini memerintahkan ada Undang-un -
ang karcna itu kita cantumkan oleh karena pasal 33 tidak
oleh karcna itu F. ABRI menganggap hal ini tidak gelevan sc-
hingga setelah penyempurnaan F.ABRI mengusulkan hanya pasal
5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan
landasan bagi lahirnya Undang=undang itu, Terima kasih,

RETUA s

Terima kasih.

Sayn kira seluruh Fraksi telah menyampaikan penjelasan=-
nya atas usul penyempurnaan pada konsideran " mengingat !
dalam bamtuk pasal-pasal ini dimana F.ABRI mengurangi satu po
sal, FKP menambah satu pasal, scdangkan Fraksi Persatuan Pen-
bangunan menambah 3 pasal kalau tidak salah dan F.PDI tetap
sam dengan rumusan yang ada., '

Persilahkan pada Fraksi-fraksi untuk saling memberikan
tanggapan atau pendapat Fraksi yang lain mulai dari F.PDI,

FRAKSI PDI L.....I’..I.....
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FRAKSI PDI ' (DRS. POPO SONADAR HAROEN) :

Terima kasih. Pertama saja memang sangat tertarik deﬁgan
apa yang dikemukakan oleh“Fraksi ABRI yang menyetakan pasal 33
ayat 3 ini tidak relevan, tadi seperti dikemukakan bahwa di-
dalam tentang Undang-undang sistim pendidikan itu menunjuk
langsung tentang masalah yang akan dibahas yaitu tentang sis-
tim pendidikan nah ai dalam Undang-undang inipun saya rasa ini
menunjuk langsung pasal 33 ayat (3) ini yang menyebutkan tan-
tang sebesar-besarnya tentang kemakmuran rakyat, nah di dalam
Undang © ini akan dibahas yaitu mengenai masalah kesejahtera-
an keluarga , saya kira kesejahteraan keluarga dengan kemak-
muran rakyat itu sangat erat sekali hubungannya, jadi menurut
pendapat kami justru disitulah ada kerelevanannya antara Un -
dang-undang ini dengan pasal 33 ayat(3) tadi. -

Kemudian mengenai fakir miskin yang dikemukakan oleh FKP
dengan merekrut pasal 34 UUD 1945, saya kira kalau memang di-
hubungkan.dengan penduduk renstan, dimana penduduk renstan itu
termasuk di dalam tujuan pasal ini saya kira itu masih bisa
dipertimbangkan. Demikian juga yang dikemukakan oleh FPP yang
menyengkut tambahan pasal 27 dan 21, 29. FPP 27 ayat (2)
tentang hak pekerjaan warga negara kemudian pasal 29 ayat (2)
yaitu kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan pasal
31 ayat (1) mengenai pengajaran itu nantinya selama memang
ini menyangkut dan diperlukan oleh Undang-undang ini, marilah

kita bicarakan di dalam Instansi yang lain, itu saja dari ka-
mi dan terima kasih.

KETUA :

"Berikutnya, FKP.

FRAKST KARYA PEMBANGUNAN (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO) :

Dari FKP mau menanggapi Fraksi-fraksi yang lain. Pertama
dari F.ABRI yang menyatakan bahwa pasal 33 ayat (3) UUD 1945
sebagali landasan substansial yang relevan justru kami tidak
menyetujui dikatakan sebagai substansial yang tidak relevan
karena di dalam pasal 33 ayat (3) itu mengatakap bahwa bumi
dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikua-
sail oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemak-
muran rakyat, yang akan mempergunakan/memanfaatkan pasal ini
adalah penduduk dan yang memanfaatkan ayat ini dan air dan se
terusnya. Oleh sebab itu kami tetap bahwa pasal 33 masih te-
tap untuk dicantumkan dalam " mengingat ":

Selanjutnya ......
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Selanjutnya untuk SPP supaya ditambah pasal 27 ayat (2), 4di
sini kalau tidak salah ayat (2) ini menyatakan bahwa tiap-
tiap warga negara berhak atés pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan, hal ini barangkali sudah diatur dida

lam Undang;undang Tenaga Kerja, jadi untuk pasal ini ° ‘kami
kira ...

FKP ® ® 0 060660669 0 00
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" FKP (DRA. NY. SYAMSIAR LASAHIDO):

kami kira tidak perlu kita cantumkan didalam Mengingat.

Yang berikut pasal 29 ayat (2) juga menjelaskan Jahwa, negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama -
nya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan
képercayannya. UU ini tidak mengatur mengenai hal tersebut,

- tetapi kita tidak mencampuri hak pribadi dari penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing.

Jadi dari Fraksi Tarya merasa pasal 29 tidak perlu Jjuga kita

cantumkan.

Selanjutnya pasal 31 ayat (1) disini juga dijelaskan,
bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
Nah, untuk ini sudah diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional,
Dan jadi dari Fraksi Karya juga berpendapat bahwa pasal ini
kurang relevan untuk dicantumkan didalam Konsiderans "Mengi -
ngat".. ‘
Demikianlah dari kami untuk menanggapi dari PDI tetap, Jadi
kami terima kafih bahwa ayat yang kami usulkan itu mungkin dai
terima.
Terima kasih,

" KETUA:

Fraksi ABRI.

F. ABRI (IGN. SOEPRAPTO):

Terima kasih, kami langsung juga, masalah ini Fraksi AB-

RI memandangnya dari segi pada beberapa RUU yang masuk; seti-

ap kali yang dipermasalahkan adalah pada Konsiderans "Mengi:.- *

ngat" yang paling berat. Permasalahannya kembali pada belum
edanya ketentuan baku yang mengikat bagi pembuatan Rancangan
Undang-undang. |

Ada yang menganggap bahwa pasal Konsiderans Mengingat, itu
terdiri dari ketentuan-ketentuan'UU, yang materinya nanti ha-
rus menjadi substansiUU ini, ini maéalahnya. Padahal sebetul
nya Fraksi ABRI memandang Konsiderans Mengingat ini adalah -
hal-hal yang berkaitan dengan lahirnya UU ini. Jadi kewenang
an Legislatif yang dimiliki oleh Pemerintah dengan persetuju
an DPR, dan kewenangan DPR dalam membahas RUU persetujuan =
nya.

Kemudian 90 O I VIU LV eI eIV
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Kemudian dengan demikian, péncantuman pasal-pasal atau ke
tentuan-ketentuan produk-produk legislatif lain, atau UU lain,
ketentuan-ketentuan vang-lain dapat-diﬁatasi. Karena dengan
menyebut ini berarti kita berasumsi bahwa, melalui ketentuan-
ketentuan tersebut telah tercakup ketentuan-ketentuan didalam
UU lain, karena didalamnya Juga mengikat lembaga ini dalam mem
hahas dan manggarap RUU. Oleh karena itu Fréksi ABRI tidak me.
nanggapl secara langsung masing-masing , khusus.mengehai saran
dari yang terhormat Fraksi PDI mengenai tetap tadi, Fraksi
ABRI dalam mengemukakan vendapatnya sudah sekaligus menaggapi
bahwa pasal 33 dipandang tidak relevan. Demikian pula dengan
pencantuman yang lain-lain ini. Oleh karena itu sekaligus
Fraksi ABRI Juga mengharapkan penjelasan dari Pemerintah.
Sikap Fraksi‘ABRI untuk memandang_Konsiderans Mengingat ini se
bagai hal-hal yang melandasi lahirnya UU ini, apakah masih per
lu ditambah dengan ketentuan dalam pasal-pasal lain dari UUD
yang substans1nya dianggap berkaitan dengan ketentuan dalam _ _
pasal-pasal tersebut.

Demikian penjelasan atau Jawaban kami, terima kasih.

" KETUA:

Terima kasih, berikut Fraksi Persatuan.

- FPP (DRS. MOH, HUSNIE THAMRIN):

Terima kasih Saudara Ketua, Fraksi kami tadi menyampaikan
beberapa tambahan dari pasal-pasal atau dari ayat-ayat yang a-
da 4i pasal-pasal di UUD 19L5, '
Pertama, kami mengajukan pasal 27 ayat (2) adalah disitu bukan
atas pekerjaannya, tapi yang kahi ambil adalah Jjustru tiap war
ga negara berhak atas penghidupan yang layakbagi kemanusiaan.
Jadi kita ingin bawa, bahwa dalam rangka membentuk suatu apa
itu, menciptakan keluarga yang berkualitas atau penduduk yang
herkwalitas, maka sudah barang tentu mengkait tentang bagaima-
na ia memiliki hak'untuk mencapai mendapatkan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Demikian pula yang berkait dengan pa-

sal 29 ayat (2) disini kita mengambil inti sarinya, karena di-

dalam UU ini bahkan nanti juga berkait dengan Kéluarga Berenca:.

na akan mengksait teﬂtang masalah niléi-nilai agama. Dan juga

didalam GBHN pun jelas bahwa juga dinyatakan, bahwa

mempertimbangkan ¢.ceceescee
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mempertimbangkan nilai-nilai agama. Jadi oleh karena itu di-
sinilah kita melihatbahwa didalam mengambil sikap $arena ma=-
salah-masalah jang berkaitan dengay dan tidak ada paksaan
dan lain sebagainya atas kesukarelaan dan sebagainya ~sudah
barang.tentu akan mengkait dengan masalah dengan kebebasan
mereka melaksanakan keyakinan agamanya didalam rumah tangga
maupun  dalam kehidupan orang per orang., Disinilah kami meng-
ambil inti sarinya disitu sehingga pasal inipun adalah kare
na didelam terutama berkaitan dengan keluérga berencana dan
lainnya banyak berkaitan dengan masalah nilai-nilai moral
dan nilai-nilai agama, Kemudian tentang pasal 31 memang ka-
mi menginginkan disini jJuga kalaukita berkait dengan pasal
20 terutamé dalamrangka meningkatkankualitas keluarga dan
kuglitas penduduk sudah barang tentu bahwa faktor pengajar-
an yang. ini diatur didalam pasal 20 mennjuk pada perun-
d&ng;undangan yang lain maka memang disinilah juga kami kait
kan didalam mengingat ini,

Kemudian Saudara sekalian didalam pasal 33 yang juga dihapus
oleh Fraksi ABRI karena disini kami berpendapat apalagi ka =
lau kita tadi sudah pada konsiderén sebelumnya bicara tenec
tang daya dukung, herbicara tentang daya tampung lingkungan
yang serasi, selaras dan seimbang maka sudah barang tentu a-
kan mengkait tentang bumi, air dan kekayaan alam sebagai da-
?ﬂ dukung dan daya tampung dari penduduk itu sendiri.Dus ini
Jelas mengkait, oleh karena itu memang yang harus diselesai-
kan tapi tidak ada satupun lembaga yang bisa menyelesaikan
tentang perbedaan pendapat bahwa sekarang ini apakah hal-hal
yang akan diatur didalem menjadi substansi didalam pasal-pa-
sal., Jadl Fraksi kamli berpendapat bashwa itu pantas untuk dita
ruh dalam Konsideran Mengingat, sedang Fraksi ABRI hanya
mepgkait kepada pasal-pasal Uhdang-Undang Dasar yang menga -
lami proses dan prosedur penyusunan saja. Nah ini saya kira
karena belum ada satu ketentuan kami berpendapat bahwa sub-
stansi-substansi yang akan kita atur dalam pasal-pasal Yyang
ternyata mengkait dengan makna daripada Undang-Undang Dasar
45 sudah barang tentu kami cantumkan didalam Mengingat ini.
Demikian Saudara Ketua, kemudian tentang usulan dari Fraksi.
Karya sekalipun menolak dari Fraksi Persatuan, tapi usul itu

bisa kami pertimbangkan. Terima kasih.

\' ) KETUA :Obﬂ'll'\) Q.O'ﬂlolﬁlﬂ.ﬁl'ﬁ.ﬁ.O 4




KETUA RAPAT :.

Terima kasih, kami persilahkan kepada Pemeprintah.

MENTERT NEGARA KLH :.

Saudare Ketua, pertama baik kita berpangkal pada bahwa pg'
raturan.ini substansinya bersifat lintas sektor. Kedua, bahwa
materi Mengingat dapat mengatur isi apabila ada kaitan lang-
sung seperti hal Unhdang-Undang Pendidikan mencantumkan dalam
Mengingat pasal Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan pen-
didikan/pengajaran, Didalam hal ini maka pasal-pasal kependu-
dukan seperti kaml jelaskan didalam penjelasan pada pembicara-
-an sebelum ini telah ada undang-undang yang mengatur masalah
fakir mis}in sehingga pasal 34 relevan didalam undang-undang
yang menyangkut keselJahteraan sosial yang menyangkut fakir mis
kin tadi., Begitu pula hal yang pasal 27 ayat (2) mengenai ker-
Ja dan hidup layak itu men}adi konsideran didalam Undang-Un-
dang.Tenaga Kerja, Dan demikian seterusnya. Khusus didalam Un-
dang-undang ini substansi yang diatur adalah yang diluarTenaga -
Kerja diluar pengajaran diluar lain-lain sebagainya sehingga
sulit untuk dicari pasal acuannya didalam Undang-Undang Dasar.
Yang bisa dijelaskan didalam Undang-Undang Dasar adalah bahwa
undang=-undang ini lahir dengan kewenangan Legislatif Presiden
dengan persetujuan DPR. Sehingga pasal 5 ayat (1) dan pasal 20
ayat (1) menjJadi relevan. Yang lain-lain lebih relevan untuk
undang-undang lainnya yang mengatur dan dapat mengacu pada Un-
dang~Undang Dasar, tenaga ke?)Ja pada tenaga ker)a, pengajaran
Pada pengajaran dan éeterusnya. Karena itu, dan karena ini ber
sifat lintas sektor karena substansi memuat hal-hal yang meru-
pakan penjaﬁaran dari GPHN, maka kami cenderung untuk mengikuti
logika Fraksi ABRI. Dengan demikian menjadi Jernih isi Undang-
undang tersebut, apabila ditambah dengan lain-lain maka menja-=
d1 dia mengapa masuk pasal 34 mengapa tidek masuk pasal 27 dan
lain-lain sebagainya dan kalau kemudian kita tampung semua ma-
ka praktis sebaglan besar dari Undang-Undang Dasar masuk keda-
lam mengingat, sehingga menjadi tidak rasional legi. Karena i-
tu kami mohon dapatkah diterima logika yang dilandaskan yang
melandasi usul dari Fraksi ABRI yang menekankan bahwa didalam
rengingat seyogyanya kita mencari yang relevan dan karena di-
dalam Urndang-Undang Kependudukan ini yang relevan telah ditam-
Pung kepada undang-undang lain, maka yang tinggal haiydlah proses
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dimana Presiden menyusun undang-undang dengan kesepakatan DPR
sehingga dua pasal itu pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1)
yang ada kaitan langsung dengan undang-undang ini,tRingkasnya

kami cenderung pada Fraksi ABRI.

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kaslh, Saudara-saudara kita sudah mendengar tang-
gapan dari seluruh fraksi termasuk yang terakhir dari Pemerin
tah., Ada kesan bagi kami bahwa fraksi-fraksi tetap memperta -
hankan pendiriannya, demikian juga ada fraksi-fraksi yang da-
pat mempertimbangkan usul dari fraksi yang lain seperti dari
Fraksi PDI dan Fraksi Persatuan dapat mempertimbangkan usul
dari Fraksi Karya, sedangkan dari Fraksi ABRI belum sependa-
pat dengan usul~usul daripada fraksi yang lain dan Pemerintah
dalam hal ini lebih cenderung untuk berpendapat sama dengan
pendapat daripada Fraksi ABRI dimana yang dimasukkan dalam pa
sal~pasal ini adalah yang memang sangat relevan dengan ran-
cangan undang~undang yang sedang kita bahas,

Saudara-saudara dengan pendapat-pendapat seperti jitu mari ki-

te masuk pada putaran yang kedua.Dimulai dari Fraksi Karya.

" F=KP (DRA, NY, SYAMSTAR LASAHIDO) :

Kami dari Fraksi Karya setelah mendengarkan penjelasan =
penjelasan baik dari Pemerintah maupun dari fraksi-fraksi yg
lain, untuk msul mengenail ditambahnya pasal 34 Undang-Undang
Dasar 45 ini kami dapat menerima untuk tidak dicentumkan, ta-
pi kami masih tetap ingin mencantumkan pasal 33 ayat (3) ini
karena masih relevan kami melihat ada keterkaitan dengan un-
dang-undang ini, Jadi untuk itu tanggapan dari Fraksi Karya
demikian, terima kasih,

" KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Karya, ada to-
leransinya mencabut yang satu, tetap yang satu. Kemudian Frak
si ABRI silahkan.

' F-ABRI e.v‘o \l.'l @ 9 6000‘0.01600
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F-ABRT (ING, SOEPRAPTO) :

Terima kasih, kami 1angsung saja pertama-tama kami me-
ﬁyampaikan penghargaan yang tinggl kepada Saudara Menteri KLH
yang mewakili Pemerintah yang telah berkenan memberikan pen-
jelasan -dan menyeﬁakati atau cenderung menerima Jalan pikiran
Fraksi ABRI dalam rangka penyempurnaan rancangan undang-undang
ini, Fraksi ABRI berpendapat demikian, bahwa selain ini kami
sependapat dengan Pemerintah bahwa ini memang menyangkut multi
sektoral, lintas sektoral yang cukup banyak keterkgitannya.
Andaikata kita ada kecenderungan untuk menambah pencantuman
pasal-pasal Undang-Undang Dasar U5 5ahkan di undang-undang la
in itu-qua mencantumkan undang-undang lain akan sangat<silit
dibatasi penyebutannya itu. Karena apa kecenderungannya semua
Yang substansinya ada dicantumkan sebagai bagian daripada kon
sideran mengingat. Oleh karena itu skan sangat sulit dibatasi,
Jadi kami sependapat dan sangat menghargai penjelasan dari Pe-~
merintah tadi., Dan Fraksi ABRI tetap pada pendiriannya, kare-
na apabila dicantumkan, jJadi Pemerintah tadi juga menjelaskan
akan banyak pasal-pasal yang perlu dicantumkan. Sedikit ada
keterkaitan atau relevansinya perlu dicantumkan. Kiranya hal
ini perlu ada vembatasan, ‘dan sambil menunggu adanya pelangkah
untuk'menyuéun standarisasi penulisan UU, mungkin kita dapat
merintis , hal ini pernah kita laksanakan pada UU tentang Se -
xah Jimpan Karys Cetak, Karya Rekam, berhasil kita tembuskan
dengan pemikjiran yaﬁg disampaikan oleh Fraksi ABRI hal yang de
mikian, Kemudian pada UU lain diantargnya UU tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Saya tidak perlu menyebut yang lain, ki-
ra-kirg demikianlah halnya. |
Terima kasih.

KRTUA_ RAPAT : _ ] N ,
Terima kasih, dari Fraksi Persatuapsilakan.

F-PP_(DRS.  MOH. HUSNIE THAMRIN :

Terima kasih Saudara Ketua.

Fraksi kami masih pada pendirian yang ada, sebagaimana yang ka-
mi usulkan. Kami memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Peme-
rintah tentang, pen)elasan Pemerintah dan Pemerintah bisa mema-

hami apa yang disampaikan, bahkan cenderung untuk menerima apa

yang disampaikan oleh Fraksi ABRI. Ada beberapa pemnikiran yang

ada ooooo..b.;ﬂa



ada pada kami, Pertama, kenapa kami memasukkan undang-undang
vang kain, karena Pemerintah dalam RUU-nya memasukkan Pasal 33
ayat (3), itu pertama.

Kedua, bahwa kalau kita hanya mencantumkan tentang proses dan
prosedur daripada Undang-Undang Dasar ini, tentang ini makaiki-
ta khawétirkan kalau substansi dari pasal-pasal dan undang-un-
dang ini nanti tidak terkontrol oleh Undang-Undang Dasar 1945,
oleh pasal-pasal yang mengkait, yeng tadil dikatakan oleh Peme-
rintah bahwe merupakan, substansinya adalah bersifat lintas
sektoral, ini yang kami khawatirkan, Oleh karena itu didalam ka
itan, terutama misalnyea yang terkait dengan pasal yang tadi kg
mi sebutkan, ada hal-hal yang memang terkait didalam undang-un-
dang itu. Dan kemudian kalau itu kita lepaskan, dan hanya berbi
cara tentang masalah proses dan prosedur, maka kami khawatir
bahwa pasal-pasal tadi bisa jJadi menyimpang dari apa yang dike=-
hendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945, Oleh karena itulah Frak-
sl kami tetap pada pendirian bahwa pasal-pasal yang taéi telah
disampaikan; t¢lah kaml sampaikan Juga merupakﬁn kaitan daripa-
da konsiderans ini.,
Terima kasih,

 FPDI (DRS. POPO SONADAR HAROEN):

Terima kasih,

Kiranya ucapan terima kasih yang diucapkan oleh Fraksi
ABRI kepada Pemerintah, itu agak berbeda dengan kami. Kami te
rus terang séJa agak. kecewa, karena apa yang diusulkannya itu
serta merta dicabut katakanlah, walaupun istilahnya cenderung,
itu dengan berbagai alasan. Saya kira fungsi Konsiderans itu,
biasanya bukan saja dasar hukum yang melandasi kewenangan dari
pada lahirnya UU itu, tetapi juga bahwa ymng diatur dalamIRUU
itu pokoknya tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya me-
ngenal pasal yang ada kaitannya itu dengan Konsiderans Mengi -
ngat tadi. ' ’ _

Jadi tadi kami mengemukakan bahwa seperti yang diusulkan
oleh FKP pasal 34, masih akan kami pertimbangkan dan masih bi-
sa dibicardkan, Juga dengan apa yang diusulkan oleh FPP, walau
pun tadi umpamanys pasal 34 telah dikemukakan itu sudah terka-
it didalam UU KesejJahteraan Soéial, kemudian UU Tenaga KerJa
pasal 27, kemudian UU SPM pasal 31. Tetapi pasal 33 ayat (3)
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UUD 1945 ini sangat langsung berkaitan dengah UU ini kelak, ka-
rgna ini menyangkut masalah pendudﬁk yYang perlu mendapatkan ke-
sejahteraan melalui keluarganya masing-masing. Jadi dengan de
ﬁikian kami masih tetap bertahan bahwa Konsiderans Mengingat i-
ni tetap dengan UU, dengan pasal 33 ayat (1) UUD 19L45, tidak
berarti pasal ini akan memberi peluang untuk masuknya berbagai
pasal-~pasal dari UUD 1945 yang tidak reievan, tapi kalau yang
relevan apa salahnyéo Dan memang didalam UU ini belum ada ke -
tentuan yang secara standard seperti tadi dikemukakan oleh
?raksi ABRI ‘dan oleh semusa Fraksi, bahwa pedoman untuk membuat
UU ini khususnya mengenai masalah konsiderans itu belum ada kg

- tentuan yang bhaku,

Demikian dari kami, terima kasih.

" KETUA:

Terima kaslh, kami persilahkan sekarang kepada Pemerintah.

MENTERT NEGARA KLH (PROF., DR. EMIL SALIM):

Saudara Ketua, sayavﬁisa;memahami kekecewaan Fraksi PDI,

ketika Pemerintah sendiri mengadakan suatu penyesuaian atas ru

- musannya. Renyesuaidn itu dilakukan setelah melihat bahwa ka-

lau logika itu dipakai mengambil pasal 33 tadi, maka muncul ke

inginan pasal~-pasal lain, pasal 34, pasal 27, pasal-pasal lain
sebggainya. Karena rationalitas untuk memasukan pasal-pasal

lgin itu dianggap ada kaitannya, relevansinya dengan UU ini.

‘Maka akan lahirlah sustu rentetan pasalnpasél didalam Mengi- -

ngat yang panjang sekali.

Kami ingin usulkan semangat seperti yang dikehendaki oleh
Fraksi Persatuan Pembangunan itu kami tangkap. Karena itu ki-
ta didalam Menimbang telah menampungnya dengan payung tadi.
Pembangunan Nasional, Pengamalan Pancasila.

Kemudilan didalam Batang Tubuh kembali kita tegaskan dasar dari
UU ini adalah UUD 1945 dan Pancasila . Sehingga Jelas kita ti
dak menyimpang dari itu, Namun untuk lebdih lagi meyakinkan
Fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa kita tidak melepaskan sema
ngat UUD itu, kami cenderung, bagaimana kita terima usul dari
Fraksi ABRI, artinya Pemerintah pun berbesar hati untuk menca-
but pasal 33 ayat (3) itu, dengan permintaan agar fraksi-frak-
8i lain juga mencahut padaspasal lain.

Untuk kemudian didalam Penjelasan, akan ada penguraian, ada
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. uraian Yang mencerminkan semangat yang dijiwai oleh pasal-pa-
sal tadi. Sehingga semangat.yang diharapkan oleh Fraksi Persa-
tuan Pembangunan tetap terjamin, Namun didalam mengingat kita

hanya mencantumkan dua pasal yang diusulkan, yaitu phsal 5 ayat
(1) dan pasal 20 ayat (1),

Dan baik Pemerintah maupun dari fraksi konsekwen dalam logika i
tu, mencabut pdsal—pasal yang diusulkan semula untuk dituang -
kan kedalam Penjelasan,

Terima kasih,

‘KETUA ¢

. Terima kasih saudara-saudara sekalian, sudah dua putaran
dan yang kita capai adalah belum ada kesepakatan, dimana Fraksi
ABRI tetap dalam pendiriannya,.Juga Fraksi Persatuan yang menam
bah tiga pasal, kalau tidak salah tetap dalam pendiriannya,
Fraksi Karya ada kemajuan,. dimana menarik satu pasal tetapi te-
tap dalam pendirian pasal 33, terus dicantumkan. Dari Pemerin-
tah solider terhadap Fraksi ABRI, dimana pasal 33 tidak perlu
dicantumkan, karqpa konsekwensinya kalau itu dicantumkan nanti
Juga rangkalan pasal-pasal lain Juga yang adas kaitannya akan
dlcantumkan, ‘
Saudara~saudara sekalian, karena ini belum ada kesepekatan dan
sudah dua putaran, bagaimana kalau kita serahkan ini kepada PAN
JA, ya, bagaimana Pak ? ' |
Sudah Pak, sudah dua putaran.

Saran Pak.

" 'KETUA:

Ya, silahkan,

" FLABRI (IGN. SOEPRAPTO):

Barangkalil apakah sudah waktunya untuk lobby, karena sudah
ada dua masalah Pak. ’
Terima kasih.

" KETUA:

Kita ambil keputusan dulu yang ini, sesudah, atau kita
lobby, bisa, ya.

Saudara-saudara yang butir yang kita mulai tadi, yang mau di -
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lobby itu, adalah butir ¥ ya. Butir b ini kita akan coba apa-
kah lobby, termasuk dengan kalau ini kita lobby, sebelum kita
Putus mengenai butir 4 RUU, apakah ini akan masuk ke PANJA a -
taun tidak, saya tawarkan pada Saudara-saudara sesuai dengan ke
sepakatan kita bersama tadi bahwa butir b RUU yang nanti jadi
butir ¢ itu, kita 1obby; dan Juga termasuk dengan apa namanya,
Konsidersns Mengingat ini, atau Diktum Mengingat ini.

Apa mgau lobby Fraksi Karya ? Lobby,

Lentas Fraksi ABRI ? [Lobby,

Fraksl Persatuan ? Lobby.

Fraksi PDI ? Lohby,

Pan Pemerintah saya kira tidak keberatan untuk lobby.
Saudara~saudara untuk butir b RUU, dan nanti menjadi butir c,
serta Diktum Mengingat yaitu didalam pasal-pasal itu, kita
lobby seléha kirae~kire, 15 menit, bisa ? Atau setengah jam ?
Atau sampai dengan batas waktulah. Ya.

Saudara-saudara Rapat kami skors untuk kita lobby.

(Ketuk palu 1 X)

(Repat diskors pada pukul 15.30 WIB)

(Rapat dibuka pads pukul 16.06 WIB)
saudara-saudars Sidang kami buka kembéli,
(Ketuk palu 1 X)

Setélah Pimpinan Rapat Gabungan disertai dengan Pemerintah dan
dihadiri dakil dari fraksi-fraksi mengadakan rembugan untuk
membahas lebih lanjut mengenai butir b dari RUU dan Diktum Me-
ngingat daripada RUU ini, maka Saudara-saudara sekalian perlu
kami beritahukan bahwa untuk butirb dari RUU fraksi-fraksi be-
lum sepakat, dan oleh karena itu butir ini 41 PANJA kan.
Kemudian mengenai Diktum Mengingat, ada kesepakatan anta-
ra fraksi-fraksi dengan Pemerintah, dimana disempurnakan dan
bunyi lengkapnya sebagai berikut:
Mengingat pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945,
Itu kesepakatan yang dicapai oleh seluruh fraksi bersama-sama
dengan Pemerintah. '
Saudara-saudara atas dasar dari hasii lobby tersebut, kami i -
ngin tawarkan kepada Saudara-saudara, yang pertama bahwa butir
b RUU karena fraksi-fraksi belum sepakat, maka butir ini 4iPAN

JAkan, setuju ?

(Ketuk palu 1 X

Terima kasih,

Kemudian
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Kemudian Diktum Mengingat yang bunyinya lengkap sebagai
berikut yang telah disetujui oleh seluruh fraksi dan Pemerin -
tah bunyinya sebagai berikut:

" Mengingat: pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 19L5;

Bisa diterima Saudara-saudara ? Setuju ?

" FABRT (Dr. H. THAHERINOOR, MA):

Dengan koreksi Pak, kalau itu disebut lengkap, seyogyanya
disebut lengkap. Tadi kami dengar kalau kami tidak salah de =~

ngar, pasal 5 ayat (1) dan seyogyanya itu pasal 5 ayat (1) UUD
1945, dan.

" KETUA:

Tidak, hanya satu kali Pak,

F, ABRT (Dr, H. THAHERINOOR, MA):

Hanya satu kali Bapak menyebut.

KETUA :
Ya, memang begitu, tidal doble, jadi UUD 1945 itu hanya
satu kali,

Jadi kami baca sekali lagi Saudara-saudara,

F.ABRT (Dr., H., THAHERINOOR, MA):

Apakah sudah benar itu.

" KETUA:

Ya, memang sesuai juga dengan pen)elagan dari siapa nama-
nya, Pak Kusnadi, sebagai ahli, waktu itu memang kami tanya,
tambahkan kata dan, itu memang ditambah. Kalsu tadi Saudara =-
saudara, kalau rumusan semula bunyinya begini:

Mengingat pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33
ayat (3) UUD 1945,

Nah, setelah disempurnakan, hasil lobdby tadi bunyinya sebagai
berikut:

Pasal 5 ayat (1), dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945,
Itu rumusan lengkap. Ya.
Memang rumusan baku itu kan, rumusan baku demikian.

Bisa diterima Saudara~saudars perubahan ini ?

.

(Ketuk palu 1 X)
Terima kasih,

Saudara-saudara ceecevvoevevsoo.



Saudara-saudara kemi atas nama Pimpinan mohon ma'af kare =

ng sebenarnysa segual dengan kesepakatann kita, kita akan meng -

akhiri Rapat ini pada jam 16.00 WIB, namun sekarang lewat seki-

tar 7 atau 8 menit, oleh karena

itu kami mohon ma'af,

Dan Saudara-saudara Rapat ini kami akan tutup dan kami skors,

kemu-~dian kami akan lanJutkan pada besok ahri ditempat yang sa-

ma.

Kalau tiﬁgk'ada barangkali, tambahan pertanyaan dan sebagainya,

mgka Rapat kami skors,

dan kami lanjJutkan pada besok hari Se -

lasa tanggal 10 Maret 1992 jam 09,00 WIB pagi ditempat yang sa-

ma, Ruang atau KK V.

Rapat kami skors,

merima kasjih.

Rapat ditutup

pada pukul 1,08 WIB,

Jakarta, 10 Maret 1992,
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